
SALINAN

BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 1 TAHTJN 2012

TENTANG

RENCAI\A TATA RUANG WILAYAII KABUPATEN DONGGALA

TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUIIAN YAI\G MAHA ESA

BUPATI DONGGALA'

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di
- Ikbupaten Donggala dengan memanfaatkan ruang

wilayah secara berdaya guna, berhasil guna' serasi'

selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam raogka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang

wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan

pembangunan antar sektor' daerah, dan masyarakat

maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan

lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan

pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 ayat

(7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
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Mengingat : 1.

2.

Penataan Ruang, maka Peratuan Daerah Kabupaten
Donggala yang mengatu tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Donggala perlu ditinjau
kembali karena tidak sesuai lagi dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan di
bidang Penataan Ruang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 -
2031:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembenhrkan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043));
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

3.

4.

5.



Nomor 4l tahun 1999 tentang Kehutanan meniadi
Undang-Undang (Lembaran Negara RepuLtk
Indonesia Tahun 2004 Nomor g6, farn-Uatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412):

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentans
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4152):

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentans.
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor 41 69):

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentans
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubfil
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247):

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahw 2003 tentans
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4327:

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahrm 2004 tentans
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4327);

ll. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentans
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionj
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahuh 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Tahm 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

20.
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21.

22.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan
Lembaran Negara Rebublik lndonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petemakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindurgan Lahan Pertanian Berkelanjutan

24.

25.

27.

28.



29.

30.

Jl.

32.

33.

)+.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-urdangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang
Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala
dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala
Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3869);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
Pemturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,

35.



37.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penl'usunan

Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan

dan Penggunaan Kawasan Hutan. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4814):
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4532):
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4828);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi



Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097):

42. Peraruran Pemerintah Nomor l5 Tahun 2010 tentans
Penyelenggaraan Penataan Ruang lLembarai'
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);

43. Pemturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentans
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negari
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5112):

44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentans
Pengusahaan Pariwisata AIam di Suaka Margasarwal
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman
Wisata AIam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 I l6):

45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentans
Benluk dan Tata Cara Peran Masyarakat Datai
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)l

46. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20ll rentans
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian panea;
Berkelanjutan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5185);

47. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentanp
Pengelolaan Kawasan Lindung:

48. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir
dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2006 Nomor l0 Seri E Nomor 7):
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49. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49
Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Daeratr Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2008 Nomor 3, Tambatran Lembaran Daerah

Kabupaten Donggala Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun

2010 Nomor l);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun

2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA

dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAIIG RENCANA

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011 _ 2031.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:l. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintalan daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut

Bupati.
4. lemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden

l"prPllf Indonesia yang memegang. kekuasaan pemerintahan negma
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Uniang_Undang DLar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5. Badan Koordinasi penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebutBKPRD adalah badan bersifai ad_hoc 

'yaig 
dibentuk untuk

mendukung pelaksanaan Undang-Undang NtmJ. ZO Tahun 2007
tentang Penataan Ruang^ di Kabupaten bonggala dan mempunyai
fungsi membantu tugas Bupati dalam koordiiisi penataan ruang di
daerah.

6 
ll1"_Tu -Tuta 

Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebur
RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruani Wilayah Kabupaten
yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wiiayah
Kabupaten

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan
ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan
1vrl1Vah, tempat manusia dan makhluk lain h-idup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

I Tata ruang meliputi wujud struktur ruang aan pola ruang.9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistemjaringan prasarana dal sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat y-g ,J"*u hirrukis memiliki
hubungan fungsional.

10, Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi perunlukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntuian
ruang untuk fungsi budidaya.
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11.

12.

13.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanalm tata ruang'

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Fenyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi

pengatumn, pembinaan, pelaksanaan dan p€ngawasan penataan ruang'

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan

ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang' pemanlaatan ruang

dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyustutan
14.

16.

IL

dan program beserta pembiayaannya'

15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan

tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

."grnup *t* terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

beidasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional'

Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan

sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi

pengembangan.
kui** uaAurt wilayah dengan flrngsi utama lindung dan budidaya'

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

sebagai hutan tetaP.

20. Kawlan Hutan iindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat

khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan

sekitamya=maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan

banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah'

21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindunli kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumberdaya alam dan sumberdaya buatan'

22. Kawasan Lindung Setempat adalah kawasan yang memberi

perlindungan kepada tempatnya sendiri'

23. ilutan Kelmasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah sistem

pengelolaan hutan dalam pingelolaan hutan negara yang dilakukan

oleh masyarakat setemPat.

18.

19.
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24. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan

tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok

masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi

dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian

sumber daya hutan.

Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan

tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat

pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu

wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi

menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya

dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utarna ke laut.

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian

rungsl sungar.

28. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya' baik di ruang

darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan

di sekitamya.
29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam

dan mengganggu kehidupan dan pengbidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis.
30. kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki

kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis,klimatologis, geografi s,

sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah

untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah'

meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

31. Mitigaii a-dalah serangkaian upaya untuk mengurangi.risiko bencana'

baik-rnelalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana

25.

26.

27.



-t t-

34.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

fungsi kawasan pelestarian/pelindungan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa serta ekosistemny4 yang juga berfungsi sebagai

wilayah sistem penyangga kehidupan.
Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan frrngsi

utama un$k dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan peranian dengan susruran fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi'

35.

36. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

37. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara

nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan

negara,ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia'

38. Kawasan stmtegis provinsi adalah wilayah yang penataan nrangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atat

lingkungan.
39. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penata:n ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau

lingkungan.
40. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan

atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu' seperti
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karakter fisik, biologi' sosial dan ekonomi untuk dipertahankan

-, fi5:"1ffii1u,--u ,un, ap**i.T,ty memindahkan manusia

" 
utau Uatang Oari suatu tempat ke tempat tatn'

42. Jalarradalah prasarana #t;;;ie"'"t J-c *,"]lpl:i segala bagian

ialan, termasuk u-g*il';l.nckap d1 perlengkapan-nya yang

-diperunnklan 
tagi turu..fi;t"a|v*"e'[!*au P;di T11** t"nah' di

aus permukaan t**' "''uil'Jp"in*"* 
u""rl'l1]utuu air' serta di

atas permukaan t'' *""iifi*jJfan kereta api' jalan lori' dan jalan

kabef' r^-aran d

43. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas' daratan iar/atau 
peraran

" i"ie* [o*-u:r**;d;[Ufr I"',:'#rTTffi ilfr
kegiatal p"n9:'1:T 

"#ffi'#;"o"ru^ 
bongkar muat barang'

|;'#t*l :#"ffi 'ffi 
""i,r' 5"n"r vang d'engkapi dengan

fasilitas keselam"t- "- 
L"t*an petay-a1n dan-kegiatan penunjang

pelabuhan ."ttu "uugui.tJ*put 
perpindahan intra-dan antarrnooa

transportasl ' 'h segala sesuatu yang berkaitan dengan

44' Kepelabuhan*. -":t^?1;0.;; untuk 
-menunjang 

kelancaran'

i::*'ffi1*T?ili#;;;;i" rintas kapar' ry*p^s 
darvatau

barang, keselam"t* il"-t""--p *'"tt^:t;:i, ff:li:l;xil
intra-dan/atau antarmoda serta mendorong pereKono

daerah dengan tetup -Jip"ir'*ir* Pjit"*P 
*:11I'h

+ s i",#* iip.".*{ 
H g?f$i,ff;;'$"','illl [:f.'#:: n

iT"til"#K:lt:ffi ' lffii'l'i;;r**an ierta keterpaduan intra-dan

antarmoda serta keterpaduan dengan'sektor lainnya'

46. Pelabuhan p*e"*pti' 
"i"f,i' 

-pauuut'*.''T? 
#r-i-i:ffJ;

melayani kegratan angkutan laut dalam 1tCt1'"1:1'
dalam negeri a"r"* ri.rfr *.""ngfr. l* sebagai tempat asal tujuan

Denumpang a*u",^-oXfi*,"r.tdltgrt"* 
penyeberangan dengan

,i;i,-,['H'$:1ffi#TJ#i!:llo*:'''iilgrungsipokoknva'' *.Lyuni -.,'"'**'fifftnil."Xlr:llkT::ffiffi ;il1
dalam negen daan
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pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal

i t'1u- p.ttu.p*g dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan

dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

48. Teriinal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan

tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat

menunggu-dan naik turun penumpang, dar/atau tempat bongkar muqt

barang.
49. Termiral Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan

yuo"g rnJ*pukatt bagian dari pelabuhan terdekat unhrk melayani

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknyl'

50. Terminaiuntuk Kepentingan Sendiri adalatr terminal yang terletak di

dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari-pelabuhan untuk

me^layani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya'

51. Kawlan eiur PeLyaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan

untuk alur PelaYaran bagi kaPal.

52. Kebandaruiaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam

melaksan-aian fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran' dan

ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau

pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah'

53.^BandarUdaraadalahkawasandidaratandarr/atauperairandengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat uoara

mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang' bongkar muat

barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi'

yang dilengkapi a"ng- fasilitas keselamatan . 
dan keamanan

p"n!.Uuttg*, serta fasililas pokok dan fasilitas penunjang lainnya'

54. itariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta luy** y-g disediakan oleh masyarakat'

p"ng.,iutta Pemerintah, dan Pemerintah Daerah'

SS. kuiusan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan

pariwisata yang mempunyai pengaruh penring dalam satu atau lebih

aspet, seperti pertumiuhan ekonomi, sosial dan budaya'
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pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup,
sefia pertahanan dan keamanan.

56. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar
Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat
dar/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama"
dar/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

57. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

58. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta
pascatambang.

59. Kawasan Perunhrkan Pertambangan yang selanjutnya disebut Kpp
adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pedambangan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah
yang memiliki potensi mineral dar/atau batubara dan tidak terikat
dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian
dari rencana tata ruang nasionai.

61. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah
kawasan perkotaan yang berlhngsi untuk melayani kegiatan skala
provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

62. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kabupaten /kota atau beberapa Kecamatan.

63. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah
kawasan perkotaan yang dipromosikan u:hrk menjadi PKL.
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64. Pusat pelayanan Kavku,"u'--;;;;;;';:::1^fle selanjutnva 
-disebut PPK adalah

-- K"..il;;;;;;"r#r*oSli|t'i untuk melavani kegiatan skJa
Ut 

}^Y Pelayanan LinCkylCp yang selanjurnya disebut ppl, adalahpusat permukiman yang bertung.i ;t rk;.1;;;iiJgiatan skala antar
* 

,Jjtfr "mo#'Tffirransporrasi garat yans metiputi segala bagian

dip,.*t,ki.;1;,"",,1$"f;f;1," jfr 
"5:'[Htr#fi "t1iatas permukaan tanah, di bawah penluta* t rraf, i.Vutau air, serta diaras permukaan air. kecuali,jatan k*:r" t;:jrt;lit, a* ja* uu.r.tt 

;:[T,iffi'-H i:'# T:1*,::tu kesaiuan ;;iay.vang saring

til"v"r' y"ie ;"iut; T:'1gj"l-.pusat'-pusal pemrmbuhan -o"ng#

huung- ii.i*i-^su. 
oalaln pengaruh pelayanannya dalam s"atu

68. Ruang.Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah areamemanj anglj al ur dan/ata
Lrersifat terbuka,,"*ourt1.::Lgl.omPok' 

yang penggunaannya lebih

.^ "di;;;""il;;T:"ffiT1#ff'*' 
baik vang tumbuir secara

ov. Kawasan pertahanan negara,adalah wilayah yang ditetapkan secaranasional yang digunslsl
70 w i r ayJ',p,;ti; "#ifiHlf 

i:Tffi ::1'#?tr,t". a*ur a*
F1, 

y-e dipengaruhi or"r, p.ruout *-aia;ala;ffil71. pulau Kecit adalah oufuu a"ns* fuu.'f"Ui'f,iii il, sama dengan
?:009 klrn2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuanEkosistemnya.

72. Sumber Daya pesisir dan pulau_pulau Kecil adalah sumber daya
l*#':_:yry daya nonhayati; $;; 

-d; 
ffi, o* jasa_jasarmgKungan; sumber dava. hayati meliputi' lt *, t"**Uu L**g,padang lamun, .-n-u" a* ur"t" lr"ii"ir, ;,;;J;"r" nonhayati

'n"lipuli.pasir, air-laur, mineral_ d;;'il,;;;i duyu buut*meliputi infrastruktur laut yang terkait d"rg; l"l;;; oan perikanarr,
111 iasa-jasa. 

lingkungan i.,ip" t"i"aJ""" 
^"i#,'i"""*"* 

a**Iaut tempat instalasi bawah air yang terkait denggn kelautan dan

i::,:il* serra energi geromban! r;,4 t;;;#;; di wirayah
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73. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. mlnlmat tilO
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

74. Konservasi Wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah upaya
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah pesisir - 

dan
Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya pesisir dan pulau_
Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai
dan keanekaragamannya.

75. Kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah
karrasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas renenru yang
dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau_
Pulau Kecil secara berkelanjutan.

76. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua bend4 daya,
keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya" yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya.

77. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan maktrtuk hidup
lalnnya.

78. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang
masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

79.

80.

Ekosistem adalah talanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan
hidup.
Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangturan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dut/atau progr.rm.
Orang adalah orang perseorangan atau badan usah4 baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

81.
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83.

84.

Masyarakat adalah orang, perseotangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan

non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam

perencanium tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.
Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih

pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan

oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan

sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi

berbasis usaha budidaya dan penangkapan ikan yang dikembangkan

secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyaxakat untuk

menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan

ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada

suatu wilayah.
Kawasan Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang

bertanggung jawab dengan memperhatkan, pemahaman, dan

dukungan usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta

peningkatan pendapatan masyarakat lokal'

BAB II
ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG
Bagian Kesa tu

Asas danTuiuanPenataln Ruang

Pasal 2

Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keterpaduan;
b. keserasian. keselarasan, dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

keterbukaan;
kebersamaan dan kemitraan;

85.

f.
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g

h.
i.

pelindungan kepentingan umum;
kepastian hukum dan keadilan; dan
akuntabilitas.

Pasal 3
Penataan Ruang Kabupaten Donggala bertujuan untuk mewujudkan mang
wilayah Kabupaten Donggala yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan sebagai sentra pertanian, perikanan dan kelautan di Sulawesi
Tengah yang didukung oleh agropolitan, minapolitan dan ekowisata,
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Bagian Kedua
Kebi j akan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi:
a. penetapan dan pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk

peningkatan komoditi pertanian dan perikanan unggulan disertai
pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam agrowisata;

b. penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki
dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten
dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman
perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;

c. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-
pusat pelayanan;

d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana

lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi
pertanian, perikanan, kelautan, industri, ekowisata dan pusat
permukiman secara terpadu dan efisien;

e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk
meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam,/buatan dan
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ekosistemnya, meminimalkan resiko dan menguangi kerentanan
bencan4 mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip
partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunj ang pariwisata,
penelitian, dan edukasi;

f. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan

sistem agropolitan dan minapolitan serta industri berbasis pertanian,
perikanan dan kelautan serta ekowisata;

g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk
frngsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan

sesuai fungsi utama kawasan; dan
h. peningkatan fungsi kawasan unhrk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

(l) Strategi penetapan dan Pengembangan pemantapan sistem agropolitan
dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian, perikanan dan
kelautan unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran

dalam agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

terdiri atas:
a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan

dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan

minapolitan;
b. mengembangkan kawasan agropolitan untuk mendorong

perfumbuhan kawasan perdesaan di Kecamatan Rio Pakava,

Kecamatan Sindue, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Damsol

serta kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Balaesang,

Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa Tengah,

Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Sojol dan Kecamatan

Sojol Utara;
c. memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai

penunjang agribisnis dan agroindustri di Kecamatan Rio Pakava,

Kecamatan Sojol, Kecamatan Sindue Tobat4 Kecamatan Sirenja"

Kecamatan Balaesanq. dan Kecamatan Damsol;
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(5)

p€rtanian, perikanan, kelautan, industri, ekowisata dan pusat
permukiman secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke

pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata;
b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi

dan pelayanan sampai pelosok;
c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk

pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan
kawasan pertanian dan budidaya perikanan;

d. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi
serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk
mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri; dan

e. mengoptimalkan tingkat penangzuun dan p€manfaatan
persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung
turtuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam,/buatan
dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan
bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip
partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata,
penelitian, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,

terdiri atas:
a. memantapkan firngsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan

kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan
hidup;

b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di
bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi
lingkungan;

c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya
konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan

kawasan lindung spiritual ;
d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka

alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan

pengawasan terhadap kegiatan perusakan lingkungan, terutama



pada karvasan yang berpotensi menimbulkan bencana aram, sertapengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;
f. memantapkan kawasan lindung geologi U.-iu f.u*.r* ,u*anbencana alam geologi disertai 

-dengin p"_'-,up* zonasi dikawasan dan wilayah sekitamya ,"iu p"._t"p* pengelolaan
kawasan secara partisipatif; dan

g. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usahapelestarian alam.
(6) Strategi pengembangan 

,.kawlsan . 
budidaya unhrk mendukr.rng

pemanlapan sistem agropolitan dan minaporitan serta industri berbasiipertanian, perikanan dan kelautan .".ru 
"t 

o*i* sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf { terdiri atas:
a. mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkanproduktivitas lahan dengan mimperhatik'an keseimiangan

lingkungan;
b. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat dalam

mendukung penyediaan hutan oleh rakvat:
c. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplaipangan nasional;
d. mengembangkan komoditas_komoditas unggulan penanian danperkebunan di setiap wilayah;
e' meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan dan kelautan

baik ikan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolahan hasilperikanan dan kelautan;
f. mengelola kawasan pertambangan yang sesuai potensinya yang

berbasis pada teknologj 
. V-e iurn"uf, lingiungan dengan

memperhatikan kearifgl lokal terutama kesejahteiaan rakyat;
g. menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri;
h'meningkatkan pengembangan pariwisata te.basis ekowisata

dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian
budaya leluhur dan melibatkan peran serta mas"ya.aiar;i. meningkatkan kawasan. permukiman perkotln secara sinergis

. dengan permukiman perdesaan; dan
;. mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial diKabupaten Donggala.

(7) Stmtegi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan stratesis
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baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan

kawasan sesuai fungsi utama kawasan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf g, terdiri atas:

a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan

ekonomi khusus di Kabupaten Donggala sebagai salah satu

kawasan andalan:
b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan

strategis sosial dan budaya;
c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan

shategis pendayagunaan sumber daya alam dar/atau teknologi
tinggi secara optimal;

d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan

strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.
(8) Strategi peningkatan Iirngsi kawasan untuk pertahanan dan kearnanan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufh, terdiri atas:

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi

khusus pertahanan dan keamanan negara;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan

dan keamanan negara;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya

tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional untuk

pertahanan dan keamanan sebagai zona p€nyangga yang

memisahkan kawasan strategis nasional pertahanan dan keamanan

dengan kawasan budidaya terbangun; dan

d. turut serta menjaga dan memelihara dan menjaga aset-aset

pertahanan dan keamanan neg.ua'

BAB III
STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kes atu
Umum
Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. sistem perkotaan dan Perdesaan;
b. sistem jaringan prasarana utama wilayah; dan
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1)

c. sistem jaringan pras ana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana
tercantum dalam lampiran IA, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 7

Sistem perkotaan Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (l) huruf a terdiri atas:
A. PKW;
b. PKL; dan
c. PKLp.

PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, yaitu Perkotaan
Donggala dengan wilayah pelayanan meliputi Kecarnatan Banawa,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan
Pinernbani, dan Kecamatan Rio Pakava;
Kegiatan utama di PKW Donggala dan wilayah pengaruhnya adalah :

pengembangan CBD (Central Bussines Distric), Pengembangan
kegiatan pelayanan umum, Pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa, pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, holtikultura,
serta perkebunan), pengembangan kegiatan perikanan, pengembangan
kegiatan pariwisata, serta sarana dan prasarana penunjangnya,
pengembangan agrowisata dan pengembangan pelabuhan;
PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, yaitu Tambu di
Kecamatan Balaesang dan Watatu di Kecamatan Banawa Selatan;
PKL Tambu meliputi beberapa Kecamatan yang berorientasi ke
Perkotaan Tambu di Kecamatan Balaesang, meliputi : Kecamatan
Sirenj4 Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Balaesang Tanjung dan
PKL Watatu meliputi beberapa Kecamatan yang berorientasi ke
Perkotaan Watatu di Kecamatan Banawa Selatan, meluputi :

Kecamatan Banana Tengah, Kecamatan Pinembani dan Kecamatan
Rio Pakava;
Kegiatan utama pada kawasan PKL Tambu dan Watatu diarahkan
pada: pengembangan kegiatan pelayanan serta perdagangan dan jasa

2)
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skala Kecamatan, pengembangan pertanian, pengembangan pusat
perikanan laut, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan
agrowisata, pengembangan kegiatan industry;

7) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf c, terdiri atas:
perkotaan Toaya di Kecamatan Sindue dan perkotaan Sabang di
Kecamatan Damsol;

8) Kegiatan utama pada kawasan PKLp Toaya dan Sabang, terdiri atas :

pengembangan kegiatan pelayanan serta perdagangan dan jasa yang
berskala Kecamatan, pengembangan kawasan pertanian,
pengembangan agropolitan, pengembangan kawasan perikanan laut,
pengembangan kegiatan industri.

9) Sistem perdesaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a, terdiri atas :

a. PPKI dan
b. PPL.

10) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 1) huruf a, terdiri atas:
a. Ogoamas II di Kecamatan Sojol Utara;
b. Balukang di Kecamatan Sojol;
c. Tompe di Kecamatan Sirenja;
d. Malei di Kecamatan Balaesang Tanjung.
e. Tibo di Kecamatan Sindue Tombusaboral
f. Alindau di Kecamatan Sindue Tobata;
g. Labuan di Kecamatan Labuan;
h. Wani II di Kecamatan Tanantoveal
i. Lalundu di Kecamatan Rio Pakava;
j. Limboro di Kecamatan Banawa Tengah;
k. Gimpubia di Kecamatan Pinembani

11) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas:

a. Desa Tonggolobibi di Kecamatan Sojol;
b. Desa Rerang di Kecamatan Damsol;
c. Desa Rano B di Kecamatan Balaesang Tanjung;
d. Desa Jonooge Kecamatan Sirenja,
e. Desa Saloya di Kecamatam Sindue Tombusabora;
f.Desa Tamarenja di Kecamatan Sindue Tobata; dan
g. Desa Kola - Kola di Kecamatan Banawa Tengah.

12) rencana pengembangan kawasan perdesaan di Daerah adalah :
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a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
b. 

-Pengembangan 
petemakan jenis temak sapi, iernak kambing dan

domba serta temak babil
c. Pengembangan agrowisata;
d. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penun1ang

di kawasan permukiman seperti jaringan ljan, transportasi, aii
benih, listrik, telekomunikasi, sert; sarana dan'prasarana
pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan prasarana Utama Wilayah

Pasal 8
(1) Sistem jaringan prasarzma wilayah di daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (l) huruf b, terdiri atas Sistemlaringan prasarana
transportasi;

(2) Sistem 
-jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan

dalam bentuk peta dengan skala l:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf I
Sistem Jaringan prasarana Transportasi

Pasal 9
(l) Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat ( I ). yairu terdiri atas:
a. transportasi darat;
b. transportasi laut; dan
c, transportasi udara.

(2) Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a, yaitu terdiri atas:
a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :

1. jaringan jalan eksisting dan rencana;
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2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
3. jaringan layanan lalu lintas.

b. jaringan transportasi sungai, danau dan penyebefangan.

(3) Jaringan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a'

terdiri atas:

a. jaringan jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional

terdiri dari ruas jalan : Jalur Toboli - Kebun Kopi - Nupabomba

- Tawaeli dan Jalur Palu - Donggala - Pasangkayu - Mamuju'

b. jaringan jalan kolektor primer Kl yang merupakan kewenangan

nasional di wilayah Kabupaten Donggala terdiri atas:

l. ruas jalan Watusampu (Taman Ria) di Kota Palu - Ampera

(batas Kabupaten) sepanjang kurang lebih 14'940 km;

2. ruas jalan Ampera (batas Kabupaten) - Surumana (batas

Provinsi Sulawesi Barat) sepanjang kuran glebih 39,226 km; dan

3. ruas jalan Ogotua - Ogoamas - Siboang - Sabang - Tambu -
Tompe - Pantoloan sepanjang kurang lebih 272 km'

c. jaringan jalan kolektor primer K2, kewenangan, provinsi yang

iouOu ai Kabupaten Donggala adalah ruas jalan Tambu - batas

Parigi Moutong.
d. jaringan jalan lokal primer yang merupaKan Kewenangan

kabuPaten terdiri atas:

Kabonga Besar - Salubomba sekitar 14 km; Boneoge - Pusat Laut

: fm;-SP Tg' Karang - Boneoge sekitar 4,4 Km; Loli Tasiburi -
.Lir Terjun t&itu. t,5 k*; Loli Indah - Permandian-sekitar 1'5 Km;

Ganti - Boneoge sekitar 6 Km; Dusun IV Ganti - Tanjung Karang

sekitar 2,3 km; Ganti Kabuti - Batu Putih sekitar 3 Km; Kabonga

Besar - Tempat Pembuangan Sampah (TPA) sekitar 3 Km; Tosale

- Dusun Kangando sekitar 1,8 i<m; Ganti - Dusun Lapaloang

sekitar 2 Km; Loli Pesua - Powelua sekitar 8'5 Km; Limboro -
Pusat Laut sekitar 4,8 Km; Limboro - Bambarimi sekitar 17'8 Km;

Towale - Boneoge sekitar 10,5 Km; Lembasada Bambarimi sekitar

5,6 Km; Powelua - Intake Air Bersih sekitar 3'5 I(m; Limkboro

pusat Laut - Dusun Awmpae sekitar,l,l Iktt: SP Lembasada -
T-n-"u sekitar 2 I(m; Bambarimi - Salumpaku sekitar 8'6 Km;

Bambarimi Perkebunan sekitar 3,3 Km; Lalombi * Salumpaku

sekitar 6,7 Km; lalombi I - Salumpaku I sekitar 2'5 Km;Watatu -



Tanampulu sekitar 8,9 Km; SP. Watatu - Surumana Baru sekitar 2

Km; Watatu Mbuwu sekitar 3,3 Km; Mbuwu - Ongulara sekitm 7
Km; Tanamea - Dusun IV Perkebunan sekitar 2 Km; Ongulara -
Gimpubia sekitar 37 Km; SP. Tanampulu * Lalundu 86,6 I(m;
Taipa - Bale sekitar 6,2 Km; Pantoloan Wombo sekitar 4,2 Km;
Kintawale - liku sekitar 2 Km; Wani - Lanta sekitar 5,5 Km; Wani

- Limoyong sekitar 4 I(m; Wani II - Wani I sekitar 3 Km; Wani U

- Labuan Lelea sekitar 3 Km; Wombo - Air Terjun I I Km; Labuan

- Dalaka sekitar 10,4 Km; Labuan - Pol Airud sekitar 0,4 Km;
Labuan Toposo - Simoo sekitar 2,5 km; Laiba - Dusun Tarabu

sekitar 2,8 Km; Toaya - Taripa sekitar 6,6 Km; Sumari * Amal
sekitar 2,8 km; Sumari - Kumbasa sekitar 3,3 Km; Masaingi -
Amal Saloya sekitar I I Km; Enu - PKMT sekitar 2,3 Km; Tibo -
Saloya sekitarl0,S Km; SP. Saloya - Tokesale sekitar 1,7 Km;
Saloya - Dusu Palayta sekitar 4 Km; Batusuya - Tamarenja

sekitar 9,7 km; Kaliburu - Perkebunan sekitar 3 Km; Tamarenja -
Saloya sekitar 20 Km; Oti - PKMT Sipeso sekitar 4,5 Km; Sikara -
PKMT sekitar 3 Km; SP. Ombo - Pitulempa sekitar 7 Km; Ombo -
Sioti sekitar 5 Km; Tondo - Jono sekitar 2,5 I(m; SP. Tondo - Sao

sekitar 2,6 Km; Balintuma - Dompu sekitar 2,5 Km; Tg. Padang -
Ombo sekitar 13,45 Km; Tompe - Sibado sekitar 3 Km; Sibado -
Sipi sekitar 2,5 Km; SP. Lende - Lombonga/Lobu sekitar 6 Km;
Sioti - Pitulempa sekitar 3 Km; Tanjung Padang - Kota sekitar 3

Km; Dampal - Jono sekitar 2,5 Km; Balintuma - Sipi sekitar 2

Km; Ombo - Pura Perkebunan sekitar l8 I(m; Sipi - Pura

Perkebunan sekitar 14 Km; Sipi - Air Terjun Gumbasa sekitar 15

Km: Uwelwntw - Air Panas sekitar 5 Km; Bosa - Lombonga

sekitar 1,2 Km; Labean - Mapaga sekitar 2 Km; Labean -
Manimbaya sekitar 47 Km; Kamonji - Lombonga sekitar 39'2 Km;

Sinjaliang - Mapaga sekitar 5 Km; Meli - Irigasi sekitar 1,8 Km;

Siweli - Perkebunan sekitar 4 Km; Tambu - Kampung Baru sekitar

1,9 Km; Sibayu - Sioyong sekitar 17,3 Km; SP. Sibayu - PKMT

sekitar 2,5 Km; Siboalong - Dusun II sekitar3 Km; SP. Labean

Mapaga - SP. Labean Manimbaya sekitar 1 Km; Labean - Dusun

II (PKK) sekitar 1,5 Km; Meli - Dusun IV dan VI sekitar 3 Km;

Meli Dusun III Abo sekitar 0,3 Km; Lombonga - Sinjaliang sekitar



3 Km; SP. Sioyong - PemukimN Dusun III sekitar 2,5 Km;

Kambayang - Sabang sekitar 20 Km; Long - Lembah Mukti

sekitar 9,8 Km; Lambonang - Unit I Malonas sekitar 9 Km; Rerang

- Siraurang sekitar 4 Km; Malonas I - Malonas III sekitar 6 Km;

Bina Mukti - Rerang sekitar 6 Km; Sabang - Dusun I sekitar 2

Km; Karya Muhi - Dusun IV sekitar 4 Km; Talaga Dusun I -
Dusun IV sekitar 4 Km; Ponggerang - Dusun IV sekitar 8,5 Km;

Parisan Agung - Budi Mukti sekitar 6 Km; Panii - Karya Mukti

sekitar 16 Km; Siwala - Siwalempu sekitar 3 Km; Ou - PKMT

Trans sekitar 3,2 Km; Ou - Pangalasiang sekitar 2,8 I(m; Babatona

- Pemukiman Trans sekitar 2l Km; SP' Ou PI(MT - Malaga

sekitar 10,7 Km; Balukang - Dusun III Ponju sekitar 5 Km;

Siboang - Dusun I sekitar 5 Km; Bou Dusun I - Dusun II sekitar 4

Km; T-onggolobibi - Pelabuhan sekitar 1,5 Km; Tonggolobibi -
Dusun Taipa sekitm 2,5 Km; Tonggolobibi - Bukit Harapan 8 Km;

Balukang - MTS DDI sekitar I Km; Siboang - Dusun Maros

sekitar 8,S Km; Ogoamas - Bengkoli sekitar 6 Km; Ogoamas I -
Labuan sekitar 3 Km; Lenju - Dusun I - II sekitar 5 Km; Ogoamas

II - Dusun Manuba t"kit* 5 Km; dan Polanto Jaya - Minti

Makmur sekitar l2 km.
(+) nencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a', terdiri atas:

a. ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Rio Pakava -
Kecamatan Banawa S-elatan melewati Kecamatan Pinembani

sepanjang kurang lebih 33,4 km;

U. -L i"fun di Kecamatan Pinembani yang menghubungkan Desa

Bambakainu dengan pengembangan jalan arteri fuo Pakava -
Banawa Selatan sepanjang kurang lebih I '6 kml

c. ruas jalan Kabupater, di Kecamatan Pinembani yang

*"nghuU*gk* Deia Bambakanini dengan pengembangan jalan

arteri nio Pakava -Banawa Selatan sepanjang kurang lebih 4 km;

dan
d. ruas jalan yang menghubungkan Desa Lembamukti di Kecamatan

Damsol dengan Desa Samalili di Kecamatan Sojol sepanjang

kurans lebih 12'2km.
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(5) Jaringan prasaxana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurufa, angka 2 terdiri atas :

a. pengembangan terminal penumpang dan barang tipe b terdapat
ganti di kecamaUn banawa;

b. pengembangan terminal penumpang dan barang tipe c terdapat di
kecamatan sojol utar4 kecamatan damsol, kecamatan balaesang,
kecamatan labuan, lalundu di kecamatan rio pakav4 toaya Ji
kecamatan sindue, kecamatan banawa selatan:

c. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang
memadai.

(6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, angka 3 terdiri atas:
a. Terminal Banawa di Kecamatan Banawa melayani travek Malonda

- Suruman4 Malonda - Loli. Malonda - Laluniu:
b. Terminal Watatu di Kecamatan Banawa Selatan melayani trayek

Surumana - Malondat
c. Terminal Labuan di Kecamatan Labuan melayani trayek Labuan _

Sioyong, Labuan - Tambu, Labuan - Balukang, Labuan _
Ogoamas, Labuan Siboang, Labuan - Tompe - Toaya;

d. Terminal Sioyong di Kecamatan Damsol melayani trayek Sioyong
- Karyamukti, Sioyong - Budimukti; dan

e. Terminal Ogoamas di Kecamatan Sojol Utara melayani trayek
Ogoamas - Labuan, Ogoamas - Bangkir, Tambu - Kasimbar.

(7) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. Lintas penyeberangan, terdiri atas:
1. lintas penyeberangan antar provinsi, yaitu Taipa _ Donggala _

Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur); dan
2. lintas penyeberangan dalam kabupaten, yaitu Kabongga Besar

(Kecamatan Banawa) - Lero (Kecarnatan Sindue) dan Labuan
(Kecamakn Labuan;.

b. Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas:
l. Pelabuhan Lero di Kecamatan Sindue;
2. Pelabuhan Labuan di Kecamatan Labuan.
3. Pelabuhan Tompe di Kecamatan Sirenja
4. Pelabuhan Kabonga Kecil di Kecamatan Banawa
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5. Pelabuhan Pomolulu di Kecamatan Balaesang Tanjung; dan

O. p"tututtu" p*galaseang Kecamatan Sojol

(S) Sistem jaringan transportasi liut sebagaimana dimaksud dalam ayat

( I ) huruf b, meliPuti:
a. Tatanan kePelabuhananl dan

b. Alur PelaYaran.
(9)TatanankepelabuhanandiKabupatenDonggalasebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:

a. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas:

1. Pelabuhan Donggala di Kecamatan Banawa;

2. Pelabuhan Wani di Kecamatan Tanantovea;

3. Pelabuhan Ogoamas di Kecamatan Sojol Utara;

4. Pelabuhan Tambu Kecamatan Balaesang; can

5. Pelabuhan Rerang Kecamatan Damsot'

b. Terminal khusus, terdiri atas:" 
i. engf."tun bahan galian pasir; di 

feg91atan 
Banawa'

Kecamatan LaUuut', i""urnutan Tanantovea' Kecamatan Sindue'

Kecamatan Sindue Tombusabora' Kecamatan Sirenja'

Kecamatan Sojol,

2. Depo Pertamina Desa Loli Oge dan Peti kemas Loli Pesua di

Kecamatan Banawal dan

3. Pengembangan terJinat khusus.untuk kegiatan industri

c. PelabJan rakyat di sepanjang pesisir panta'

(10)i";;-k:ryt*T[r{X1il"ff 1i-i..S:ilf,'#ff H,,,i#
keamanan negara' oengt

pemeliharaan serta perbaikannya'
(11) Rencana A* p"ruy*u'i"iuguimana dimaksud pada ayat (8) huruf b'

terdiri atas :

a. Alur pelayaran nasional' yaitu Donggala - Makassar - Surabaya -
Kalimantan

b. Alur pelayaran antar kabupaten' terdiri atasl- 
.

1' Alur pelayaran K;;t;; Donggulu - Kabupaten Toli - Toli;

dan

Z. Aiur petuyaran Kabupaten Donggala - Kabupaten Buol'

c. Pengembangan "I* ;;i;y"]-1t ant;r.Kecamatan dalam Kabupaten

Donggala di sepanjang pesisir pantat; dan
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d. Alur pelayaran khusus, terdiri atas:

1. Pelabuhan fungsi utama melayani angkutan bahan galian pasir;
di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan
Tanantove4 Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue
Tombusabora, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol - Pulau
Kalimatan.

2. Pengembangan pelabuhan khusus Depo Pertamina Desa Loli
Oge dan Pelabuhau Peti kemas Loli Pesua di Kecamatan
Banawa - Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa

(12) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hurufc, terdiri atas:

a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.

(13) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) huruf a, yaitu bandar udara pengumpan Lapaloang di
Kecamatan Banawa.

(14) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) huruf b, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian KeemPat
Sistem Jaringan Prasarana Lain nya

Pasal 10
(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di Kabupaten Donggala' ' 

sebagaimanJdimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf c, terdiri atas :

a. Sistem jaringan Energi dan Ketenagalistrikan;
b. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
c. Sistem Jaringan Sumberdaya air
d. Sistem Prasarana pengelolaan lingkungan;
e. Sistem Jaringan drainase
f. Jalur evakuasi bencana

(2) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam bentuk peta dengan skala l:50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IC sampai Lampiran ID, yang mempakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

t+



Paragraf I
Sistem Jaringan Energi dan

Ketenagalistrikan
Pasal 11

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l)
huruf a, meliputi:
a. Pembangkit tenaga listrik eksisting dan rencana; dan

b. Jaringan prasarana energi.
(2) Pembangkit tenaga listrik eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf q terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terdapat di:
l. Desa Siboang di Kecamatan Sojol dengan kapasitas kurang

lebih 400 kW:
2. Desa Sabang di Kecamatan Damsol dengan kapasitas kurang

lebih 808 kW; dan
3. Perkotaan Donggala di Kecamatan Banawa dengan kapasitas

kurang lebih 1000 kW.
b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat dt:

1. Desa Lenju, di Kecamatan Sojol Utar4 sebanyak kurang lebih

15 unit;
2. Desa Pangalasiang, di Kecamatan Sojol, sebanyak kurang

lebih 150 unit;
3. Desa Palau, di Kecamatan Balaesang, sebanyak kurang lebih

35 unit;
4. Desa Manimbaya, di Kecamatan Balaesang, sebanyak kurang

lebih 30 unit;
5. Desa Powelua, di Kecamatan Banawa Tengah, sebanyak

kwang lebih 82 unit:
6. Desa Bambarini, di Kecamatan Banawa Selatan, sebanyak

kurang lebih 64 unit;
7. Desa Palintuma, Gimpubia, Bambakanini, Danggaraa dan

Tamodo di Kecamatan Pinembani sebanyak kurang lebih 100

unit;
8. Desa Lalundu, di Kecamatan Rio Pakava, sebanyak kurang

lebih 32 unit;dan
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9. Desa Ngovi, di Kecamatan Rio Pakava, sebanyak kurang lebih
95 unit.

(3) Rencana Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTmH) yang terdapat di:
1 Desa Ogoamas I dan Ogoamas II di Kecamatan Sojol Utara;
2. Desa Rerang di Kecamatan Damsol; dan
3. Desa Bale di Kecamatan Tanantovea.

b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi @LTPB) yang terdapat di:
l. Mapane Tambu, di Kecamatan Balaesang;
2. Lompio, di Kecamatan Sirenja; dan
3. Marana, di Kecamatan Sindue.

(4) Jaringar prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri atas:

a. Depo bahan bakar minyak yang terdapat di Kecamatan Banawa;
dan

b. Jaringan transmisi tenaga listrik, yaitu gardu induk di Kecamatan
Banawa, Kecamtan Sojol Kecamatan Damsol dan jaringan saluran
udara yang melayani seluruh Kecamatan.

Paragrtf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 12

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) huruf b :

a. sistem jaringan kabel;
b. sistem jaringan nirkabel; dan

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

yaitu:
stasiun telepon otomat (STO) yang terdapat di Kecamatan Banawa

dengan kapasitas kwang lebih 2.278 satuan sambungan telepon (SST);

dan rencana pengembangan kabel telpon di seluruh wilayah terpencil
serta peningkatan kabel telpon di wilayah perkotaan.

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
yaitu BTS (Base Transceiver Station) sangat penting melayani seluruh
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kecamatan Kabupaten Donggala dengan Rencana pengembangan BTS
(Base Transceiver Station), meliputi :

a. TELKOMSEL: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol,
Kecamatan Damsol, Kecamtan Balaesang, Kecamatan Balaesang

Tanjung, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue

Tobata Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan

Pinembani, Kecamatan Rio Pakav4,Kecamatan Banawa Selatan,

Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa.

b. INDOSAT: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan

Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung,

Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan

Sindue Tobata Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea'

Kecamatan Pinembani , Kecamatan Rio Pakav4 Kecamatan

Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa

c. XL: Kecamatan Sojol Utara , Kecamatan Sojol, Kecamatan

Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja Kecamatan

Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan

Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan

Pinembani, Kecamatan fuo Pakav4 Kecamatan Banawa Tengah,

Kecamatan Banawa.
d. FLEXI: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan

Damsol, Kecarnatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan

Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan

Sindue , Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea" Kecamatan

Pinembani, Kecamatan Rio Pakav4 Kecamatan Banawa Selatan,

Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber DaYa

Air
Pasal 13

(l) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. wilayah sungai dan daerah aliran sungai;

b. daerah irigasi;
c. prasarana air baku untuk air minum;
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d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
e. sistem pengendalian banjir.

(2) Wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas : Wilayah Sungai (WS) Palu - Lariang yang merupakan WS
lintas Provinsi dan strategi nasional;

(3) Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 4 secara keseluruhan masuk pada WS Palu - lariang, adalah :

DAS Sulung, DAS Kasiloang, DAS Surumana" DAS Bambalombi,
DAS Mamara DAS Tolongano, DAS Kangando, DAS Towale, DAS
Tomaku, DAS Donggala, DAS Uwemole, DAS Lottu, DAS Nggonji,
DAS Watusampu, DAS Taipa, DAS Tabeo, DAS Tawaili, DAS
Lambagu, DAS Labuan, DAS Toaya, DAS Masaingi, DAS Tibo, DAS
Batusuyq DAS Alindau, DAS Loro, DAS Sinapa, DAS Sikara, DAS
Ombo, DAS Tondo, DAS Lente, DAS Tompo, DAS Lende, DAS
Airmakrmi, DAS Kusu, DAS Kamonji, DAS Tompe, dan DAS
Maruri.

(4) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdiri atas :

a. DI kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Utuh kabupaten
yang terdiri atas:

. 1. DI Malonas seluas kurang lebih 1.625 (seribu enam ratus dua

puluh lima) hektar;
2. DI Simou seluas kurang lebih 1.031 (seribu tiga puluh satu)

hektar;
b. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

1. D.I. Alindau seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh
lima) hektar;

2. D.I. Ape seluas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua)
hektar;

3. D.l. Balukang seluas kurang lebih 338 (tiga ratus delapan puluh
delapan) hektar;

4. D.I. D.l. Labean seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar;

5. D.l. Lende seluas kurang lebih 387({ga ratus delapan puluh

tujuh) hektar;
6. D.l. Jonooge seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh

dua) hektar;
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7. D.L Ogoamas seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh
sembilan) hektar:

8. D.I. Pani'i seluas kuang lebih 643 (enam ratus empat puluh
tiga) hektar;

9. D.I. Sibalu seluas kumng lebih 706 (tujuh ratus enam) hektar;
10. D.I. Siboang seluas kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh)

hektar;
I l. D.l. Sibualong seluas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh

dua) hektar;
12. D.I. Sioyong seluas kuang lebih 895 (delapan ratus sembilan

puluh lima) hektar;
D.I. Siwalempu seluas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh)
hektar;
D.l. Siweli seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
D.L Sumari seluas kurang lebih 243 (dua ratus empat puluh tiga)
hektar;
D.I. Tamarenja seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
D.I. Tambu seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh)
hektar;
D.I. Tanamea Kanan seluas kurang lebih 208 (dua ratus delapan)
hektac

19. D.I. Tanamea Kiri seluas kurang lebih 348 (tiga ratus empat
puluh delapan) hektar;

20. D.I. Tompe seluas kurang lebih 699 (enam ratus sembilan puluh
sembilan) hektar:

21. D.l. Tongogolobibi seluas kwang lebih 850 (delapan ratus lima
puluh) hektar;

22. D.L Watatu seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar; dan
23. D.I. Wombo seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar.

(5) Rencana pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara :

melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air,
melakukan perlindungan terhadap daerah tangkapan air dan daerah
aliran air, saluran irigasi, serta daerah aliran sungai, Mencegah
terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi, pembangunan dan
perbaikan pintu-pintu air dan pembangunan irigasi baru sesuai dengan
kebutuhan.

14.
15.

16.

18.
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(6) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf c, terdiri atas
a. sumber mata air di Kecamaran Banawa Tensah:b. air terjun di Kecamatan Sindue Tobatq o

c. air terjun dan Danau Talaga di Kecamatan Damsol:d. air terjun Walandano di oe* waanJuno ri"J#iit eutu"r*e ,e. air tedun Bou di Desa, Bou O* ui, if igotofo di Desa
^ Pangalasiang Kecamatan Sojol;f. air te{un Nupa Bomba di Desa Nupa Bomba dan air terjun Bale diDesa Bale Kecamatan Tanantovea;
g. air terjun Desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa; danh. danau Rano di Kecamatan Balaesang Taniuns. 

'
(7) Jaringan air minum ke ketompok ;ilil,a ,:;*aimana dimaksudpada ayat (l) huruf d, yaitu jaringan p"*r"f,"" E"i"t, Air MinumDonggata 

.dan Himpunan_f""a,i*^p*gs;; -ii, 
,inurn y*gmemanfaatkan mata air d:

bawah tanah di seluruh a:.X""ffi* 
Banawa Tengah dan sumbir aii

(8) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputiperlindungan dan konservasi Ju".ut r"rup*lii pJ.iino*g* ."tit*mata air serta pengoptimalan pemanfaatai il;i;;;"*ukaan dansumber air ranah serra membangun ,**u ui.i-JfiJou au..ur, y*gbelum terlayani.
(9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf

a. pembangunan embung _ embung di Kecamatan Banawa danKecarnatan Sojol; daa
b. normalisasi sungai dan^ pembangunan bangunan penahan di titikrawan pada seluruh DAS.

s i s rem *.iJ"T"*"'; 
tilo 

g.r o r u u o
Lingkungan
Pasel 14

(l) Sistem prasar:ma pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksuddalam pasat l0 ayarll tluruf d, terdii ati:'-a. sistem jaringan persampahan;
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b. sistem jaringan air limbah domestik dan industri;
c. sistem jaringan drainase; dan
d. ja.lur evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a, terdiri atas:
a. pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) dengaa

tipe Sanitary Landfill di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan
Banawa;

b. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di
Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa dan titik - titik
tertentu yang telah ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan
titik penempatan TPST; dan

c. pembangunan bangunan pengolah sampah 3R (reuse, reduce,
recycle) di titik - titik tertentu yang telah ditentukan berdasarkan
hasil studi.

(3) Sistem jaringan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayal
(l) huruf b, terdiri atas:
a. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing kepala

keluarga (I(K) pada wilayah perkotaan;
b. penanganan limbah rumah tangga melalui fasilitas sanitasi pada

setiap KK dan fasilitas sanitasi umum pada wilayah perdesaan; dan
c. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat

masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum.
(4) Sistem jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, terdiri atas:
a. pembangunan pusat pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun

(B3) di Kabupaten yang memenuhi syarat dari segi ekonomi dan
lingkungan; dan

b. pembangunan IPAL bersama bagi industri kecil, seperti industri
pelapisan logam, pencelupan kain, pembuatan pupuk, industri kulit,
pabrik tahu yang terletak dalam suatu kawasan pedesaan, dengan
target pengurangan sifat berbahaya dari Iimbah yang dihasilkan per
Droduksi.

4l



Paragraf 5
Sistem Jaringan D raina se

Pasal 15

(l) Sistem jaringan drainase sebagaimana Pasal 10 Ayat (l) huruf e,
terdiri atas:

a. drainase mayor, meliputi sungai-sungai besar yang bermuara ke
Iaut;

b. drainase buatan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat
pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;

c. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi
saluran, rehabiliksi saluran, penambahan salwan baru, dan
pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang
prasarana drainase;

d. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan
rencana penanganan karryasan tertentu yang rawan banj ir;

e. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur wilayah;
f. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan

fungsional seperti kawasan industri, perdagangan, perkantoran dan
pariwisata, yang terhubrurg ke saluran primer tanpa membebani
saluran di wilayah permukiman dengan memperhatikan kontur
wilayah;

g. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi
beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban
pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan

h. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran
drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka
maupun yang tertutup.

Paragraf 6
Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 16

(1) Jalur evakuasi bencana yaitu jalur evakuasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. Jalur evakuasi bencana
b. Ruans evakuasi bencana.
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REN.AN, 
Bi3luo 

*uo*,
WILAYAH

Bagian 
-perta 

m a

Pasal 17
,t) 

ff;fffrojfufifls wilavarr meliputi rencana kawasan lindung dan
(2) Rencana pola ruane wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )dituangkan dalam bentuk 

-peta 
derigan ,f.a" 

-i,lb.Ooo 
sebagaimanatercantum dalam lampiran Ita .u_p"'i furnpi.* lri, ,** merupakanbagian tidak terpisalrkan dari peraruian Ou.r.J iri. 

- . ,

Bagia n Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18

ff;as* 
lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (l), terdiri

a. kawasan hutan lindung;

" ff;fril"J,""* memberikan perlindungan terhadap kawasan

(2) Jalur dan ruang evakuasi bencana pada ayat (2) akan disusun di seluruhwilayah Kecamaran secara bertahap ;;;, ;;#',tingkat ."sikobencana yang mengancam.

kawasan perlindungan setempat;

f::,:i suaka alam, pelesrarian alam dan cagar budaya;
Kawasan rawan bencana a.lam;
I(awasan lindung geologi; dan
kawasan lindung laimya.

d.

f
o
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Paragraf I
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a
seluas kurang lebih 77.684 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan
puluh empat) hektar yang terletak di: Kecamatan Balaesang, Kecamatan
Balaesang Tunj,-g, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Damsol, Kecamatan Labuan,
Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sindue,
Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol,
Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue Tombusabora, dengan
Rencana peningkatan fungsi hutan lindung melalui kegiatan penguatan
perlindungan, rehabilitasi kawasan yang rusak dan meningkatkan peran
masyarakal melalui pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan
mekanisme Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan
Kemasyaratan (HKM).

P a ra graf 2
Kawasan Yang Memberikan

Perlindungan Terhadap Kaw a san
Bawahannya

Pasal 20

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawaharurya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 huruf b, yaitu
kawasan resapan air.
Kawasan resapan air di Kabupaten Donggala seluas kurang lebih
269.515 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima belas)
hektar yang terletak : Kecamatan Balaesang dengan luas kwang lebih
13.619 ha,Kecamatan Balaesang Tanjmg dengan luas kurang lebih
7.217 ha, Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 2.483 ha,
Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 17 ha"

Kecamatan Banawa Tengah dengan luas kurang lebih 2370 ha
Kecarnatan Damsol dengan luas kurang lebih 39.021 ha, Kecamatan
Labuan dengan luas kurang lebih 9.251 ha, Kecamatan Pinembani
dengan luas kurang lebih 24.356 ha, Kecamatan Rio Pakava dengan

luas kurang lebih 53.356 ha, Kecamatan Sindue dengan luas kurang



lebih 8.138 h4Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih
12386 hu Kecamatan Sirenja dengan luas kurang lebih 16.781 ha,
Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 39.368 ha, Kecamatan
Sojol Utara dengan luas kurang lebih 7 .642 ha, Kecamatan
Tanantovea dengan luas kurang lebih 22.251 ha, Kecamatan Sindue
Tombusabora dengan luas kurang lebih 1 1.259 ha,

(2) Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan
dengan cara:
a. pembuatan sumur-sumrf resapan,
b. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir; dan

c. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan

dan meresapkan air.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21
(1) Kawasan perlindrmgan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 huruf c, terdiri atas:

a. sempadan pantai;
b. sempadan sungai;
c. kawasan sekitar danau atau waduki
d. kawasan sekitar mata air; dan

e. sempadan irigasi.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf

a, meliputi kawasan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi

untuk melestarikan fungsi pantai dengan jarak minimal 100 (seratus)

meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, seluas kurang lebih
1.802 (seribu delapan ratus dua) hekw, berada di 14 (empat belas)

Kecamatan, yaitu : Kecamatan Baiaesang dengan luas kurang lebih

167 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 368

h4 Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 117 ha, Kecamatan

Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 106 ha, Kecamatan Banawa

Tengah dengan luas kurang lebih 55 ha, Kecamatan Labuan dengan

luas kurang lebih 2l ha, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang

lebih 14 ha, Kecamatan Sindue dengan luas kurang lebih 84 ha'

Kecamatan Sindue Tombusabora dengan luas kurang lebih 76 ha
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Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih 6g ha, KecamatanSirenja dengan luas kurang teUitr SS tu, f"i";." Damsol denganruas kurang tebih275 r,1 5i.31""t* ii:;il;;;il. kurang tebih285 ha dan Kecamaran,sojol U^tu.a a""gun;;;:il."g lebih 7l ha,dengan rencana meninqkatlan tu"sri ;;li;j;;ai?o.iste_ pantui,melalui pengendalian slcara.ketat ;*I;;;;ffidaya di wilayah
-^. pesisir dan merehabilitasi hutan mangrove.(3) Kawasan sempadan sungai sebagairnla aimatsuA paaa ayat (l) hurufb, berupa sempadan be{arak 5 fii*") ,"J* JJliil'tanggut setelah

l* ouou sungai bertanggul, 100 Ge;tus) _"* ii-r"pi pada sungaibesar tidak bertanggul, dan S0-ilima ;d"h) ;; dari tepi padasungai tidak bertanssut di luar kaw-asan p;;j;; setuas kurangIebih 5e.e32 llima o--Juh sembilan ,ib, d;;i;;;; tiga puluh dua)hektar, meliputi : Kecamatan Balaesang 2J i3 lu, KecamatanBalaesang Taniune 1.5l9.ha, x".*urun s;n 
^*^'izo ha, KecamatanBanawa Selatan 7.t7o.ha,- f"ca.atar,-S;";;""g"h g66 haKecamaran Damsol 902g ha, Kecamatan r"c# gqi'L", KecamatanPinembani 6.237 ha, Kecamatan Rio pakava ili88 hq KecamatanSindue 1.521 ha, Kecamatan Sindue Tobata iiil U KecamatanSirenja 2.576 ha, Kecamatan Sojol 5.791 f,^, <""r_"* Sojol Utara1239 ha, Kecamatan Tanantovea 4.075 ha dan f"camatan Sinau"Tombusabora 1.t01 ha, dengan rencana ;;-;;;;k",kan tungsi

l":lt:toTgT sempadan sun gai, 
_metatui t.eil"" p";;""oalian secaraketat terhadap kegiatan ry.*ukT, rehabi-litasi, noriratisasi sungai,meningkatkan manfaat air. untuk p"rt""i;-1._'konsumsi sertameningkatkan fungsi rekeasi.

(4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
!.1) 

h*{:, berupa kawasan sepanjang p"*i*. a"re* jarak 50_100(lima puluh sampai seratus) ,"t"i airi titit pasan! rertinggi, yangberada di Danau Damperas Kecamatan ou.n.or a-* Danau Rano
[::Trt3:r"esang Tanjung ."ruu. tur*g'r.ljh irz lseratus dua

;,ff l*lixfl ;.ff l?i.f;affi ',.J,T"ffiiilllT'xiil"'fm:
melakukan rehabilitasi sempJan a-u", ,i"nuiu pohlnangtapan aanbudidaya ikan serta meningkatkan f"ngri r*Lr.*ii"'-'-"
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(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d,
berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus meter) meter sekeliling
mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter
sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.

(6) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan
sekunder, baik irigasi bertangggul maupun tidak.

Kawasan t'""lTXlit-: perestarian Aram dan
cagar Buday?asal 

z2

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l8 huruf d, terdiri atas:
a. suaka margasatwa;
b. cagar alam;
c. kawasan pantai berhutan bakau; dan
d. kawasan cagar budaya.

(2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )
huruf a, terdiri dari Suaka Margasatwa Pulau Pasoso seluas kurang
lebih 6l (enam puluh satu) hektar.

(3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
yaitu Cagar Alam Gunung Sojol dengan luas keseluruhan kurang lebih
22.621 (dm puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu) hektar yang
terdapat :

a. Kecamatan Sojol seluas kurang lebih 19.808 (sembilan belas ribu
delapan ratus delapan) hektar

b. Kecamatan Damsol seluas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar;
dan

c. Kecamatan Sojol Utara seluas kurang lebih 2.610 (dua ribu enam
ratus sepuluh) hektar.

(4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c, di Kabupaten Donggala secara keseluruhan kurang lebih
seluas 1531,47 ha yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan Pesisir,
dengan rencana penetapan untuk perlindungan, meliputi:



a. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Balaesang dengan luas kurang
lebih 248,43 ha.

b. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Balaesang Tanjung dengan
luas kurang lebih 269 ha;

c. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Damsol dengan luas kurang
lebih 137,03 ha; dan

d. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sojol dengan luas kurang
lebih 546,91 ha;

e. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sojol Utara dengan luas
kurang lebih I17,03 ha.

f. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sirenja dengan luas kurang
lebih 35,34 ha.

g. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Banawa dengan luas kurang
lebih 10,52 ha.

h. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Banawa Selatan densan luas
kurang lebih 147 ,21 ha.

(5) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdiri dari :

a. makam di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa, Desa Sipi
dan Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Desa Toaya Kecamatan
Sindue, Desa Tonggolobibi, Desa Siwalempu Desa Balukang, Desa
Pangalasiang Kecamatan Sojol;

b. lumpang Batu di Kelurahan Ganti Kecamatan Banaw4 Desa
Lombonga Kecamatan Balaesang Tanjung, Desa Talaga dan Desa
Sabang Kecamatan Damsol;

c. masjid tua di Desa Toaya Kecamatan Sindue;
d. tapak kaki di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung dan

Desa Talaga Kecamatan Damsol;
e. gua di Desa Talaga Kecamatan Damsol;
f. bangunan Kolonial di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol;
g. batu perahu Kecamatan Labuan
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Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 23

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal lg
huruf e, terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana alam longsor;
b. kawasan rawan bencana alam banjir;
c. kawasan rawan bencana alam abrasi pantai; dan
d. kawasan rawan bencana alam gempa dan tsunami; dan

(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
terdapat :

a. Kecamatan Sojol Utara;
b. Kecamatan Sojol;
c. Kecamatan Damsol;
d. Kecamatan Balaesang T*j*g;
e. Kecamatan Sindue;
f. Kecamatan Labuan;
g. KecamatanTanantovea;
h. Kecamatan Banawal dan
i. Kecamatan Pinembani;

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b,
terdapat :

a. Kecamatan Sojol Utara;
b. Kecamatan Sojol;
c. Kecamatan Damsol:
d. Kecamatan Balaesang;

Kecamatan Balaesang Tanjung
Kecamatan Sirenja;
Kecamatan Sindue Tobata;
Kecamatan Sindue Tombusabora:
Kecamatan Sindue;
Kecamatan Labuan;
Kecamatan Tanantovea;
Kecamatan Banawa;

m. Kecamatan Banawa Tengah;
n. Kecamatan Banawa Selatan: dan

f.

h.
i.
j.
t.

l.
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o. Kecamatan Rio Pakava.
p. Kecamatan Pinembani

(4) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
hr.ruf c, terletak di 14 (empat belas) Kecamatan pesisir, yaitu :

Kecamatan Banawal
Kecamatan Banawa Tengah;
Kecamatan Banawa Selatan;
Kecamatan Tanantoveal
Kecamatan Labuan;
Kecamatan Sindue;

g. Kecamatan Sindue Tobata;
h. Kecamatan Sindue Tombusabora:
i. Kecamatan Sirenja;
j. KecamatanBalaesang;
k. Kecamatan Balaesang Tanjung;
l. Kecamatan Damsol;
m. Kecamatan Sojol; dan
n. Kecamatan Sojol Utara

(5) Kawasan rawan bencana alam gempa dan tsunami sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, secara keseluruhan meliputi:

Kecamatan Banawa:
Kecamatan Banawa Ten gah;
Kecamatan Tanantovea:
Kecamatan Sindue;
Kecamatan Sindue Tobata;
Kecamatan Sindue Tombusabora:
Kecamatan Sirenja;
Kecamatan Balaesang;
Kecamatan Balaesang Tanj ung;
Kecamatan Damsol;
Kecamatan Sojol; dan
Kecamatan Sojol Utara.

a.

b.

f.

a.

b.
c.

d.

f.
6.
h.

i.
j.
t.

L
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Paragraf 6

Kawasan Lindung G eologi
Pasal 24

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf' f, yaitu kawasan rawan bencana alam geologi, yang terdiri atas

kawasan rawan gempa dan tsunami
(2) Kawasan rawan bencana gempa dan tsunami secara keseluruhan

meliputi:
a. Kecamatan Banawa;
b. Kecamatan Banawa Selatan;

c. Kecamatan Banawa Tengah;

d. Kecamatan Labuan;
e. KecamatanTanantovea;
f. Kecamatan Sindue;
g. Kecamatan Sindue Tobata;

h. Kecamatan Sindue Tombusabora;

i. Kecamatan Sirenja;
j. KecamatanBalaesang;
k. Kecamatan Balaesang Tanjung;

l. Kecamatan Damsol;
m. Kecamatan Sojol; dan

n. Kecamatan Sojol Utara.

Paragraf 6

Kawasan Lind u ng L ainnY a
Pasal 25

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana. dimaksud, dalam Pasal 18

huruf g, berupa li-awasan-kawasan terumbu karang dan padang lamun

dengai'luas kurang lebih 148 ha tersebar di Kecamatan Banawa'

feclamatan Bana*a Selatan, Kecamatan Banawa Tengah' Kecamatan

Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue' Kecamatan

SindueTombusabora,KecamatanSindueTobat4KecamatanSirenja,
Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung' Kecamatan

Damsol, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara'
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(2) Rencana peningkatan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi pelestarian dan rehabilitasi kawasan terumbu karang dan
kawasan padang lamun di 14 (empat belas) Kecamatan pesisir.

Bagian Ketiga
Kawasan Budid ava

Pasal 26

Pola ruang rmtuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal

I 7, terdiri dari:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian:
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf I
K awa san Peruntukan Hutan

Produksi
Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a di Kabupaten Donggala seluas kurang lebih 147.718
(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas) hektar terdiri
atas:

a. kawasan hutan produksi terbatas;
b. kawasan hutan produksi tetap; dan
c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdapat di seluruh Kecamatan, kecuali Kecamatan Banawa dan
Banawa Tengah dengan h'a"an kurang lebih l77.l2l (seratus tujuh
puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu) hektar.
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(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b terdapat di Kecamatan Rio p*akava Aan ai iecamatan Damsol
dengan luasan kurang lebih 12.096 (dua belas .iiu semUitan puluh
enam) hektar.

(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksudpada ayat (l) huruf c terdapat al fecu,outun 
-Sanawa 

Selatan,
f":u-u,g Pinembani, Kecamatan Rio pakava, Kecamatan SindueTobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang tLlung aeng*
luasan kurang lebih 24.932 (dua putuh empat ri;;;bitan ratus tigapuluh dua) hektar.

(5) Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksudpada ayat (4), metatui pola pengetoiaan Hutan 6;;; (HD), Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan KemasyaratatanlH<V).

paragraf2
Kawas an peruntukan pertanian

pasal 2g
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud daram pasar 25

huruf b, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan tanarnan pangan;b. kawasanperuntukanhortikultura;
c. kawasan peruntulan perkebunan; dand. kawasan petemakan.
Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:
u ll1 *yd yang ditetapkan juga sebagar' lahan pangan pertanian

DerKeran;utan dengan luas kurang lebih 14.216 h; melipuli :
Kecamatan Tanantovea 105 

,ha, Kecamatan Sojol Uru.u f .:+t t u,Kecamatan Sojol 3.589 ha, Kecamatan Si."nju- t.Z+S tu,Kecamatan Sindue Tobata 153 ha, Kecamatan Sindue
Tombusabora 45 ha, Kecamatan Sindue 715 ha, Kecamatan Rio
Pakava 471 ha, Kecamatan pinembani OO tra fecamatan t_abuan
261 ha, Kecamatan Damsol 3.235 ha, Kecamatan n-u*u f"nguh
55 ha, Kecamatan Banawa Selatan 900 ha, Kecamatan Balaesang
Tanjung 53 ha, Kecamatan Balaesang 1.979 ha;

(t)

(2)
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b. tegalan (pertanian lahan kering) luas kurang lebih 78.931 ha
meliputi Kecamatan Balaesang 4.336 ha, Kecamatan Balaesang
T.rj*g 2.429 ha, Kecamatan Banawa 2.845 ha, Kecamatan
Banawa Selatan 7.300 ha, Kecamatan Banawa Tengah 3.018 h4
Kecamatan Damsol I 1.240 ha, Kecamatan Labuan 499 ha.
Kecamatan Pinembani 9.655 ha, Kecamatan Rio Pakava I 7.1 88 ha
Kecamatan Sindue 1.205 h4 Kecamatan Sindue Tobata 2.076 ha,
Kecamatan Sirenja 2.303 ha, Kecamatan Sojot 9.973 ha,
Kecamatan Sojol Utara 2.269 ha Kecamatan Tanantovea 869 ha,
Kecamatan Sindue Tombusabora 1 .726 ha.

c. rencana pengembangan lahan sawah di Kabupaten Donggala
dengan luas kurang lebih 9.068 ha meliputi Kecamatan
Kecamalan Tanantovea 261 h4 Kecamatan Sojol Utara 290 ha,
Kecamatan Sojol 2.323 ha, Kecamatan Sirenja 1.168 ha
Kecamatan Sindue Tobata 23 ha" Kecamatan Sindue 284 ha,
Kecamatan Rio Pakava 764 ha, Kecamatan Labuan 290 ha,
Kecamatan Damsol 1.680 ha, Kecamatan Banawa Tengah 42 ha,
Kecamatan Banawa Selatan 362 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung
71 ha dan Kecamatan Balaesang l 510 ha.

d. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di Kabupaten
Donggala dengan luas kurang lebih 78.931 ha, meliputi Kecamatan
Balaesang 4.336 ha" Kecamatan Balaesang Tanjung 2.429 ha,
Kecamatan Banawa 2.845 ha, Kecamatan Banawa Selatan 7.300
ha, Kecamatan Banawa Tengah 3.018 ha, Kecamatan Damsol
11.240ha, Kecamatan Labuan 499 ha, Kecamatan Pinembani 9.655
ha, Kecamatan Rio Pakava 17.188 ha, Kecamatan Sindue 1.205 ha,
Kecamatan Sindue Tobata 2.076 hU Kecamatan Sirenja 2.303 ha,
Kecamatan Sojol 9.973 ha, Kecamatan Sojol Utara 2.269 ha,
Kecamatan Tanantovea 869 ha dan Kecamatan Sindue
Tombusabora |.726 ha.

(3) Kawasan peruntukan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten
Donggala.

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, kurang lebih 70.944 ha meliputi : Kecarnatan Tanantovea
2.253 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.069 ha, Kecamatan Sojol 5.344 ha,



Kecamatan Sirenja 6.246 ha, Kecamatan Sindue Tobata I '839 ha'

i;;h Sindue Tombusaboml'664 ha' Kecamatan Sindue 876 ha'
-fi"""-"t* 

Rio Pakava 15'320 ha, Kecamatan- Pinembani 195 ha
'd;il 

Labuan 1'668 ha, Kecamatan Damsol 12'815 ha'

Kecamatan Banawa fengah 2'6OO h4 Kecamatan Banawa Selatan

;.il]", Kecamatan Bolu"t*g Tanjung 4'560 ha Kecamatan

;;";;; 8.248 ha' dengan renlna pengembangan seluas kurang
"r"iii 

gi.ozr h4 meliputi : Kecamatan bda"s-g dengan luas kurang

lebih 4.791 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang

lebih 6.545 ha' Kecamatan Banawa iengan luas kurang lebih-l '432

;;,' K;;"* Banawa Selatan- dengan.iuas,turing lebih 8'37 1 ha'

Kecamatan Banawa Tengah dengin t*: kyTg. lebih 628 ha'

Kecamatan Damsol dengai luas kurang lebih 
-l 

I '971 ha' Kecamatan

Labuan dengan luas tcurang lebih 5il ha' Kecamatan Pinembani

densan luas kurang leuihl'"0l0 ha' Kecamatan Rio Pakava dengan

l,;;-"?u'; i"tilt i.ssz ha' Kecamatan Sindue dengan luas kurang

lebih 4.788 ha recamatan'sindue Tobata dengan luas kurang lebih

3.703 ha, Kecamatan Sirenja dengan fual 
^ky1e.]ebih 

3'896 ha'

Kecamatan Sojol dengan ffi k";; lebih 8'818 ha' Kecamatan Sojol

Utara dengan luas kurang lebih 1'353 ha' Kecamatan Tanantovea

densan luas kurang lebihi'716 ha' Kecamatan Sindue Tombusabora

denlan luas kurang lebih 84'846 ha'

(5) Kawasan pertanian tunumu" pang'an fi f^bqi*" Donggala'

'' ^r'J"ilirn-u 
dimaksud pJu uvur(zit'"*f 1 5T^::t^:t"pkan 

sebagai

kawasan pertanian p*g; b"it"t*iutan sesuai dengan daya dukung

lingkungan dan hasil studi '
(6) Kawasan p€runtukan petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, terdiri dari tt*J t"pi Ai sefrir'1 f13amata1' temak kambing

dan Domba di Kecamatan TLantovea dan Kecamatan Labuaru serta

temak babi di recamatair^ nio putunu dan Kecamatan Damsol yang

dikelola oleh rakyat Oan saaltlni ada pengemban-gan temak sapi potong

di Kecamatan Ou"tsof' ?*a-atan Sojol' Kecamatan Balaesang'

Kecamatan Sindue dan f"tu-ut^n Sirinja yang dikelola dengan

sistem intensif, a"ng* 
'"n"-t'u 

f"ti"'"U""e1 temak sapi potong di

Kecamatan Banawa T"t;;;;i;amat; Banawa Selatan' temak

kambing dan domba 
-Ji K""utut* Labuan dan Kecamatan
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Tanantovea serta pengembangan ternak babi di Kecamatan Rio
Pakava dan Kecamatan Damsol.

Paragraf 3

Kawasan Peruntuksn Perikanan
Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf c, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
c. kawasan pengolahan ikan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf a"-berupa jenis ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil dan

ikan domersal terletak di [,aut Sulawesi, Selat Makassar dan Teluk
Palu di 14 (empat belas) Kecamatan Pesisir, yaitu : Kecamatan

Banawa; Kecamatan Banawa Selatan; Kecamatan Banawa Tengah;

Kecamatan Labuan; Kecamatan Tanantovea; Kecamatan Sindue;

Kecamatan Sindue Tobata; Kecamatan Sindue Tombusabora;

Kecamatan Sirenja; Kecamatan Balaesang; Kecamatan Balaesang

Tanjung; Kecamatan Damsol; Kecamatan Sojol; dan Kecamatan Sojol

Utara, dengan dukungan sarana prasarana perikanan tangkap yang

ada, terdiri atas :

a. pangkalan pendaratan ikan (PPf yang terdapat di Desa Labean

Kecamatan Balaesang dan Labuan Bajo Kecamatan Banawa;

b. tempat pelelangan ikan (TPI) yang terdapat di Desa Batusuya

kecamatan Sindue Tombusabor4 Desa Tibo Kecamatan Sindue

Tobat4 Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Desa Tonggolobibi,

Kecamatan Sojol, Desa Labean Kecamatan Balaesang dan Desa

Ogoamas Kecamatan Sojol Utara;

c. Pabrik ES di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Utara dan di Desa

Labean Kecamatan Balaesang; dan

d. Rencana pengembangan perikanan tangkap, melalui peningkatan

armada tangkap, peningkatan sarana dan prasalana Pangkalan

Pendaratan Ikan (PPf dan tempat pelelangan ikan (TPI) serta

Mengembangkan kawasan minapolitan tangkap di Kecamatan
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Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa
Tengah, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara;

(3) Kawasan perunnrkan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf b terdiri atas

a. perikanan budidaya air payau dengan luas kurang lebih 3.845 ha

meliputi 14 Kecamatan pesisir yaitu di : Kecamatan Banawa,

Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah,

Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantove4 Kecamatan Sindue,

Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora,

Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang

Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan

Sojol Utara, dengan rencana pengembangan yang terdiri atas :

1. pembangunan tambak percontohan di Desa Tonggolobibi
Kecamatan Sojol;

2. pengembangan UPP budidaya di Kecamatan Banawa; dan

3. pembangunan kawasan minapolitan budidaya di Kecamatan

Banawa Selatan.,
b. perikanan budidaya air laut dengan luas kurang lebih 9.594 ha

meliputi 14 Kecamatan pesisir, yaitu : Kecamatan Banawa;

Kecamatan Banawa Selatan; Kecamatan Banawa Tengah;

Kecamatan Labuan; Kecamatan Tanantovea; Kecamatan Sindue;

Kecamatan Sindue Tobata; Kecamatan Sindue Tombusabora;

Kecamatan Sirenja; Kecamatan Balaesang; Kecamatan Balaesang

Tanjung; Kecamatan Damsol; Kecamatan Sojol; dan Kecamatan

Sojol Utara, dengan rencana pengembangan yang terdiri atas:

1. Pembangunan Karamba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan

Balaesang (Pulau - Pulau Kecil);
2. Pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Sojol,

Balaesang, Sirenja, Banawa Selatan dan Banawa Tengah; dan

3. Pembangunan budidaya teripang.

c. perikanan budidaya air tawar dengan luas kurang lebih 643 ha

meliputi Danau Rano dan Danau Dampelas, dengan rencana

pengembangan yang terdiri atas:

1. Pembangunan balai benih ikan (BBI) di Kecamatan Balaesang

Tanjung.Kecamatan Damsol;
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2. Keramba jaring apung di Kecamatan Balaesang Tanjung dan
Kecamatan Damsol; dan Pemulihan stok ikan di danau

(4) Peruntukan kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, diarahkan pada kawasan minapolitan yang terletak
pada kawasan pesisir yaitu di Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan
Banawa Selatarl Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang
Tanjung, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara

Paragraf 4
Kawasan Perun tukan

Pertambangan
Pasal 30

(1) IGwasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 htuuf d terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan;
b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
c. Kawasan peruntukan pertambangan batubara;
d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi; dan
e. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas:
a. Pasir dan batu (sirtu) di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue,

Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue
Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobat4 Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol
Utara

b. Batu gamping di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sindue;
c. Lempung dan Napal di Kecamatan Banawa dan Kecamatan

Damsol;
d. Pasir fesfat- kuarsa di Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Sojol,

Kecamatan Sirenja, dan Kecamatan Balaesang;
e. Granit di Kecamatan Sindue, Sirenja, Balaesang, Kecamatan Sojol

dan Kecamatan Balaesang Tanjung;
f. Andesit di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea dan

Kecamatan Labuan
g. Diorit di Kecamatan Banawa;
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h. Tras di Kecamatan Banawa; dan
i. Gabbro di Kecamatan Damsol.

(3) K-awasan pemntukan pertambangan mineral logam dimaksud pada ayat
(1) huruf b, yaitu :

a. Emas dan Biji besi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan
Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan
Labuan, Kecamatan Sindue, Keeamatan Sindue Tobata. Kecamatan
Sindue Tombusabor4 Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara
dan Kecamatan Rio Pakava;

b. Tembaga di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue
Tombusabor4 Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan
Kecamatan Sojol Utara;

c. MoliMenum di Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang dan
Kecamatan Damsol:

(4) Kawasan perunh*an pertambangan batubara dimaksud pada ayat (l)
huruf c terdapat di Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata dan
Kecamatan Sindue Tombusabora.

(5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi dimaksud pada ayat
(1) huruf d terdapat di Blok Dampelas, Blok Balaesang Tanjung dan
Blok Surumana.

(6) Kawasan pemntukan pertambangan panas bumi dimaksud pada ayat
(l) huruf e terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Tanantove4 Kecamatan Labuan Kecamatan Sindue
Tobata dan Kecamatan Sindue Tombusabora.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan In du s tri

Pasal 3l
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf e, terdiri atas:
a. industri besar; dan
b. industi kecil

(2) Pengembangan Industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea, dan
Kecamatan Labuan.
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(3) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri
dari :

a. Industri Tenun Sarung Donggala di Kecamatan Banawa,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan
Tanantovea, Kecamatan Sindue,

b. Industri makanan olahan dan industri makanan lainnya terdiri dari
bawang goreng, abon ikan dan gula aren di Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Banawa, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan
Damsol dan Kecarnatan Sindue,

c. Industri funiture terdiri dari kerajinan kalu eboni, meubel bambu
dan meubel rotan yang terdapat dii Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenj4

d. Industri kerajinan terdiri dari kerajinan tempurung kelapa di
Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan,

e. Industri bahan bangunan untuk pembuatan batu bata di Kecamatan
Banaw4 Kecamatan Banaw Tengah, Kecamatan Banawa Selatan.

f. Industri bumbu dan produk masak yaitu pembuatan garam
beryodium di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Banawa. Kecamatan Banawa
Selatan.

g. industri kopra, minyak goreng dan minyak mentah terdiri dari
minyak goreng dan Virginn Coconut Oil (VCO) di Kecamtan
Banawa dan Kecamatan Sindue,

h. Industri barang kimia lainnya terdiri dari pengolahan minyak atsiri,
minyak pakanangi, minyak nilam di Kecamatan Banawa"
Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Riopakav4

i. Industri sabuk kelapa di Kecamatan Labuan dan Kecamatan
Tanantovea.

j. Industri penggergajian kayu di Kecamatan Damsol, Kecamatan
Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Sindue Tobata,
Kecamalan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan,
Kecamatan Riooakava dan Kecarnatan Pinembani.
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K aw a s a n *::r";r*rTi"u p a riwis a ra
Pasal 32

(1) Kawlsan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 26huruf f, yaitu kawasan peruntukan p*i*irutu au_. 
-'

(2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
a. Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung, pulau Maputi _
, Pulau Pangalaseang di Kecamatan Sojoi
b. Tanjung.Manimbaya di Kecamafan Balaesar,g Tanj Lurg:
c. Air Te{un di Loli Tasiburi Kecamaran 

"il;;r, 
Desa SipesoKecamatan Sindue Tobata, Air Terjun ai O"su Alu dan Air tet'unOgololo di Desa pangalasiang K..urnuturrsojoibesa Bale, Desa

, Wombo Kalonggo , Desa Nupa BomUu ai i""a.utan .I-anantovea;
d. Danau Dampelas di Kecamatan Damsol;
e. Danau Rano di Kecamatan Balaesang Taajung;
f. Pesisir Pantai Tanjung nutu ."rp"ui [ulo?gu Besar Kecamaran

Banawa;

g. fantai-Tanjung Karang, Boneoge, Towale di Kecamatan Banawa;
h. Pusat Laut di Kecamatan Aanaia Tengah;
i. Pesisir pantai Bambarano di Sabang Kicamatan Damsol;j. Pesanggerahan di Kecamatan Tanaitovea;
k. Sumber Air panas di Kecamatan Sindue;
l. Suaka Margasatwa di Kecamatan Balaesang; dan
m. Cagar Alam di Kecamatan Solot, iecamatan Sojol Utar4Kecamatan Damsol.

(3) 
f.encana Penanganan dan pengelolaan Kawasan pariwisata diKabupaten Donggala, yaitu :
a. Pembenahan dan peningkatan kondisi obyek wisata maupun pada
. sistem jaringan jalan menuju ke obyek wisata.
b. Pengelolaan, usaha pemasaran pariwisata pada masyarakat luas, baikberupa periklanan di media, masa, bekerjasamu a"ng* sekolah-

sekolah, maupun ke4'asama dengan para p"nguruhu Uiro perjalanan
dengan menawarkan rute-rute wisata teruta.ia fada objek wisataprioritas.
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c. Membuka peluang kerjasama dalam hal pengelolaan obyek-obyek
wisata prioritas.

d. Pengembangan wisata bahari
e. Pengelolaan fasilitas wisata pada obyek-obyek wisata prioritas.
f. Pengelolaan sistem transportasi yang menunjang aksesibilitas ke

lokasi obyek wisata.
g. Melakukan pembinaan pada penduduk setempat dengan membentuk

kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan mengembangkan seni
budaya pada lokasi-lokasi potensial, yaitu pada desa di sekitar obyek
wisata.

Paragraf 8
Kawasan Pe runtukan

Permukiman
Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf g, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan
unnrk kegiatan yang bersifat perkotaan dan merupakan orientasi
pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitamya seluas kurang
lebih 583 (lima ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi:
a. permukiman di perkotaan Donggala; dan

b. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota
Kecamatan.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, meliputi suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi
sekitamya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan

dan lahan kosong serta aksesibilitas umunnya kurang, jumlah sarana

dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, yaitu
seluas kurang lebih 14.048 (empat belas ribu empat puluh delapan)
hektar meliputi:
a. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah

pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir; dan



kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang meliputi
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam
tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan
hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lain nya

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf h, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. kawasan pengembangan sektor informal;
c. kawasan pesisir;
d. kawasan ruang terbuka hijau (RTH);
e. ruang dalam bumi; dan
f. kawasan budaya dan adat istiadat.

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a, terdiri atas:

a. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia
yang terdapat di Perkotaan Donggala, di Kecamatan Banawa dan
yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala;

b. Kompi Senjata Bataliyon 711 di Kecamatan Banawa Tengah; dan
c. Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (POSAL) di Kecamatan

Banawa dan Kecamatan Sojol Utara.
(3) Kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diarahkan pada pengembangan kawasan khusus rmtuk
perdagangan dan jasa, meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani

wilayah Kabupaten Donggala diarahkan di pusat perkotaan
Donggala; dan

b. kawasan perdagangan skala Kecamatan pada kawasan perkotaan.
(4) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi

kawasan jalur pelayaran, kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan
Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol dan
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Kecamatan Sojol Utara, dengan rencana pemanfaatan lahan diatur
berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:
a. kawasan di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk

pengembangan industri dan pergudangan serta kegiatan pelayanan
umum perkotaan;

b. kawasan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer
diarahkan bagi kegiatan pelayanan umum dan permukiman

kepadatan rendah;
c. kawasan di sepanjang jalan lingkungan akan dimanfaatkan dengan

dominasi bagi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan tinggi;
d. kawasan di sepanjang pantai akan dimanfaatkan dengan dominasi

bagi kegiatan perikanan;
e. kawasan dengan potensi wisata.

(5) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf d, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 %
dari luas kawasan perkotaan, meliputi:
a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman

pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan

pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman

rumah/gedrurg milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan,

dengan proporsi l0 % (sepuluh persen); dan

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata

Ruang.
(6) Rencana ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf

e, meliputi:
a. wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau

wilayah yang Tengah dalam masa penyelidikan
pendahuluan/eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin
atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata

ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;

b. wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi

ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai

arahan prospek pertambangan ke depan;

64



c. wilayah prospek pertambangan tidak dipengauhi oleh kendala

sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam

pengusahaarurya tetap mengikuti ketentuan perUndang-Undangan

yang berlaku; dan
d. peniembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-

u*pJt tiif , *t .u t"tiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam

peraturan PerUndan gan-undangan

1Z) Kawasan peruntukan lerlindungan budaya dan adal istiadat meliputi :

budaya dan adat istiadat Marangkale di Kecamatan Labuan ' budaya

dan adat istiadat Unde, Uma di Kecamatan Banawa Tengah' budaya

dan adat istiadat Tajio, Lauje di Kecamatan Sindue Tobata sampai

Kecamatan Sojol Utara' budaya dan adat istiadat Mpendau di

Kecamatan Balaesang sampai Kecarnatan Damsol' budaya dan adat

istiadatDaadiKecamatanPanimbarrisampaiKecamatanRiopakav4
t"Aayu aun adat istiadat Tado di Kecamatan Riopakava dan budaya

Aan aaat istiadat Kaili Kori di Kecamatan Sindue '

Pasal 35

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain. selain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31' dapat dilaksanakan

apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan

tidak melanggar Kitentian Umum Peraturan Zonasi sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah ini'
(2) pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud 

^pada 
ayat (1) dapat

dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat

rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya

mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Donggala'

BAB V
PENETAPAN KAWASAN

STRATEGIS
Pasal 36

(1) Kawasan strategls yang ada di Kabupaten Donggala terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Nasional;

b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
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c. Kawasan Strategis Kabupaten.
(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran
III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Donggala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (l) huruf a, yaitu :

a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) PALAPAS
(Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi) yang merupakan kawasan

strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. Wilayah Sungai (WS) Palu - Lariang yang merupakan wilayah sungai

lintas provinsi dan kewenangan Nasional serta merupakan kawasan
shategis dari sudut kepentingan ekonomi dan firngsi serta daya dukung
lingkungan hidup;

c. Cagar Alam Gunung Sojol yang merupakan kawasan sbategis untuk
kepentingan ekologi dan lingkungan hidup;

d. Suaka Margasatwa Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung
yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan ekologi dan

lingkungan hidup;

Pasal 38

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Donggala sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan Damsol dan sekitamy4 yang merupakan kawasan strategis

dari sudut kepentingan ekonomi:
b. kawasan Lalundu yang merupakan kawasan strategis dari sudut

kepentingan ekonomi;
c. kawasan Surumana yang berbatasan dengan provinsi sulawesi barat

yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
dan

d. kawasan terusan khatulistiwa yang meliputi Parigi Moutong - Donggala
yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup.



Pasal 39
(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 36

ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

ekonomi;
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial

budaya;
c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan yang memiliki nilai sftategis dari sudut kepentingan

ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri atas :

a. kawasanagropolitan;
b. kawasan agrowisata;
c. kawasan minapolikn;
d. kawasanagroindustri,
e. kawasan ekowisata;
f. kawasan pelabuhan; dan
g. kawasanpertambangan.

(3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
terdapat di Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang ,
Kecamatan Sindue dan Kecamatan Rio Pakava

(4) Kawasan agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdapat di di Kecamatan Banawa Tengah dan Kecarnatan Balaesang
Tanjung.

(5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan
Sojol dan Kecamatan Sojol Utara;

(6) Kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
terdapat di Kecamatan fuo Pakava, Kecamatan Banawa, Kecamatan
Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, dan
Kecamatan Damsol.

(7) Kawasan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
meliputi:
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b.

d.

f.
o

h.

Air Terjun di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, di Desa Bou
dan Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, dan di Desa Nupabomba
Kecamatan Tanantovea;
Danau Dampelas di Kecamatan Damsol;
Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung;
Pusat Laut di Kecamatan Banawa Tengah;
Pantai Tanjung Karang, Boneoge, Towale di Kecamatan Banawa;
Pulau Maputi - Pulau Pangalaseang di Kecamatan Sojol;
Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung; dan
Cagar Alam di Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara,
Kecamatan Damsol, dan Kecamatan Balaesang Tanjung

(8) Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,
terdapat di Pelabuhan Donggala Kecamatan Banaw4 dan pelabuhan
Wani di Kecamatan Tanantovea, Pelabuahan Ogoamas di Kecamatan
Sojol Utara

(9) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g,
Denrpa:

a. kawasan pertambangan mineral non logam, terdiri atas :

l. Pasir dan batu (sirtu) di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue,
Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan
Banaw4 Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue
Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan
Sojol dan Kecamatan Sojol Utara ; dan

2. Granit di Kecamatan Sindue, Sirenja, Balaesang, Kecamatan
Sojol.

b. kawasan pertambangan mineral logam dan batuan, terdiri atas :

1. Emas dan Biji besi di Kecamalan Balaesang Tanjung,
Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan
Tanantovea, Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue, Kecamatan
Sindue Tobat4 Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan
Sojol, Kecamatan Sojol Utara dan Kecamatan Rio Pakava;

2. Tembaga di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan
Sindue Tombusabora, Kecamatan Damsol, Kecamatan Soiol,
dan Kecamatan Sojol Utara;
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(10) Rencana yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri atas :

a. perlindungan bangunan yang mempunyai nilai sejarah diseluruh
kabupaten donggala maupun pengembangan kawasan sekitamya
secara terbatas ( bufer zone);

b. pengembangan kawasan peruntukan perlindungan budaya dan
adat istiadat meliputi : budaya dan adat istiadat Maranekale di
Kecamatan Labuan, Unde dan Uma di Kecamatan buna*u
Tengah, Tajio dan lauje di Kecamatan Sindue Tobata sampai
Kecamatan Sojol Utara, Mpendau di Kecamatan Balaesans
sampai Kecamatan Damsol, Daa di Kecamatan panimbani samoa]
Kecamatan Riopakava, Tado di Kecamatan Riopakava dan
budaya dan adat istiadat Kaili Kori di Kecamatan Sindue .

c. pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata seperti hotel,

$e,n wisata taman parkir dan lairurya yang mendukung wisata
budaya; dan

d. pengembangan industri rumah tangga kain tenun sarung donggala
yang ada di Kabupaten Donggala.

(11) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, terdiri atas:
a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (pLTS) di

Kabupaten Donggala;
b. pengembangan Pembangkit listrik tenaga mikrohidro di

Kabupaten Donggala; dan
c. pengembangan Pembangkit listrik tenaga panas Bumi yang

terdapat di wilayah Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang,
Desa Lompio Kecarnatan Sirenja, Desa Marana Kecamatan
Sindue.

(12) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf d, terdiri atas:
a. Kawasan Hutan bakau meliputi Kecamatan Banawa, Banawa

Selatan, Kecamatan Sirenja Kecamatan Balaesang, Kecamatan
Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Soiol. dan
Kecamatan Sojol Utara.



Kawasan lindung terumbu karang dan padang lamun terletak di
Kecamatan Banaw4 Kecamatan Banawa Silatan, Kecamatan
Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabura, Kecamatan
Sindue Tobat4 Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaes:urg,

legamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan
Sojol, Kecamatan Sojol Utara.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN

RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 40

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana
struktur ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui
penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta
perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Pasal 41

( 1 ) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 g
ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan
yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran
fendagatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan BJanja
Daerah, investasi swasta dan ket'a sama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN

PEMANtr'AATAN RUANG
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 42

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
' ' d;g*tk* ^ seiagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten'

(2) iktentuan peng"ndaliatt p"manfaatan ruang terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasl;

b. ketentuan Perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan

zonasi
Pasal 43

(1) Ketentuan umum peraluran zonasi sistem Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman

t"gi p"-.ti*"tt daerah dalam menltsun peraturan zonasi '

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi unhrk kawasan lindung;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan

c. ketentuan umum peratutm zonasi untuk kawasan sekitar sistem

prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :

L kawasan sekitar prasarana transportasl;

2. kawasan sekitar prasarana energi;

3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan

4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air'

(3) Ketentuan umum pera$ran zonasi dijabarkan .lebih 
lanjut di dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini-
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Bagian Ketiga
Ketentu an Pe rizinan

Pasal 44

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)

huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam

pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan

pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan kewenangarmya.
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai

dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 45

(l) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten

Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b' terdiri atas:

a. Izin prinsip;
b.Izin lokasi;
c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan

d. Izin mendirikan bangunan.

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran VI' yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'
(3) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati'

Bagian Keem Pat
Ketentuatr Insentif dan

Disinsentif
Pasal 46

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam

pemberian insentif dan pengenaan disinsentif'
(2) insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana

struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan

zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini'

72



(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,

dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

(l) Pemberian insentif dan pengenazrn disinsentif dalam pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada

masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi

berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 ayat (1), yaitu insentif yang diberikan untuk kegiatan

pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu

dalam bentuk:
a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi

silang, imbalan, sewa mang, dan penyertaan modal;

b. pembangunan atau penyediaan inffastnrktur pendukung;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau utsur

Pemerintah-
(2) Ketentuan tata cara pemberian insentif tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

diatur dengan Peraturan BuPati.

Pasal 49

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagarmana dimaksud

dalam Pasai 47 ayat (1), yaitu disinsentif yang dikenakan terhadap

kegiatan pemanfaatan ruang yarg menghambat pengembangan

kawasan, yaitu dalam bentuk:
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a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan
besamya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang
ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengeniuur kompensasi, dan
penalti.

(2) Ketentuan tata cara pemberian disinsentif tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi
Pasal 50

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d
merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
a. p€manfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang

dan pola ruang;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRW kabupaten;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang

diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan

yang oleh peraturan perUndang-Undangan dinyatakan sebagai
milik umum; dan/atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur
yang tidak benar.
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Pasal 5l

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)

"' ;;;;li;iil nu*r d,"hwuf e, huruf f' dan huruf g' dikenakan

sanksi admini stratif beruPa :

a.

b.

d.

f.

a.

b^

peringatan tertulis;
oeng,hentian sementara ke glatan ;

penlftentiun sementara pelayanatr ulrlum:

penutuPan lokasi;

oencabutan izin;
oembatalan izin;

g. pembongkaranbangunan;
f,. oemulihan fungsi ruang; darlatau

i- dendaadministratif'
fZl i"riJup pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
' ' 

huruf c, ii-kenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;
penghentian sementara Keglaran;

penghentian sementara pelayanan rxnuln;

penutupan lokasi;
pembongkaran bangunan;.
pemulihan fungsi ruang: dan/atau

denda admini stratif'

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan pelanggaran ter$da9, rencana tata ruang

,*u" r"r"r, "air"tJpkan, dapat dit"nt* sanksi pidana sesuai dengan

i"t".-ntu* peraturan perundang-Undangan bidang penataan ruang'

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 53

(l) Dalam rangka koordinasi penataan ruang 'tan 
kerjasama antar wilayah'

'' ' ail.rrtut B"adan Koordinati Ptnut*n Ruang Daerah'

(2) Tueas, susunan organisasi, i*]"t" r"ri" uidan sebagaimana dimaksud
' ' 

pui'u uyut ( I ) diatur oleh Bupati'



BABIX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN

MASYARAKAT DALAM
Pf,NATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataffr ruang;c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan y*g ,".,-Li dengan rencana tata
ruang;

d. mengajukan keberatan . kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dingan rencana tata ruang di
wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Lepaaa pejaUit berweinarrg;
oan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dar/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kew a jiban Masyaraka t

Pasal 55

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Uinpemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perUndang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.
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Pasal 56
(1) Pelaksanaan kewajiban masy-arakat dalam penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 55 dilaksanakan aengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan atriran_aturan penataan

-_. llang yang ditetapkan sesuai_ dengan peraturan penmdang_undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang- dilakutan masyarakat

secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperiratikan
faktorfbktor day-a dukung lingkungan, estet*a tingtcingan, Iokasi, dan
struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin- pemanfaatan ruang
yang serasi. selaras, dan seimbanp.

Bagian Ketiga
peran Masya raka t

Pasal 57
Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain
melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruans:
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruans.

Pasal 58

Y:**^ pryi:tlli dalam penyusunan tara ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 huruf4 dapat berupa :

a. memberikan masukan mengenai :

l. penentuan arah pengemiangan wilayah:
2. potensi dan masalah pembangunan;
J. perumusan rencana tata ruang; dan
4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

b. menyampaikan keberatan terhadap rancanganiencana tata ruang; danc. melakukan ke{a sama dengan pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau sesama unsw masyarakat.

Pasal 59
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapat berupa:
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a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam

pengelolaan pemanfaatan ruang;
d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang laut, ruang udar4 dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung
jawab unhrk pencapaian tujuan penataan ruang;

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
dan SDA;

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintal atau pihak lain

apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 60

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dapat berupa:
a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan

pemanfaatan numg, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan
pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal
dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan
p€natazm ruamg;

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang
dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
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e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada
instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 6l
(l) Peran masyarakat di bidang p€nataan ruang dapat disampaikan secara

langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

disampaikan kepada bupati.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga dapat

disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah

membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan t,;la ca'3 peran masyarakat dalam penataan ruang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan'

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 64

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi

wewenang klusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik

kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenans:

(l)

(2)
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a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan
ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukli dari orang sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan nrang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang
penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana.iul tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik
pegawai neg€ri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan.
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BAB XI
KETENTUAN PIDAI\A

Pasal 65

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
' ' 

PasaL 44 iyat (2) dan Pasal 55, diancam pidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp'

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

Pasal 66

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (l)'
Aiancam pidana sesuai dengan ketentuan peratumn perundang-undangan

dibidang Penataan Ruang;

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

(1) RTRW Kabupaten dilengkapi dengan lampiran. berupa, buku Rencana

' 'i;t, Ruang wilayah raUupaten Donggala Tahun 2011 - 2031 dan

album peta skala I :50.000.

(2) Buku RTRW Kubuputen Donggala dan album peta sebagaimana
-' Ai-"r.."a pa<la ayat (l), tercanium dalam lampiran' dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Pasal 68

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b. penlusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

". i"ri*f*t* 
*g d* penlendalian pemanfaatan ruang di wilayah

kabupaten;
O. *"G"at* keterpaduan' keterkaitan, dan keseimbangan antar

sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
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f. penataan ruang kawasan stmtegis Kabupaten.

Pasal 69

( 1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala
adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dapat ditinjau kembali lebih dari
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayal (2) juga
dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika
intemal wilayah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semwr peraturan yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten

Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000

Nomor 8 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Donggala Nornor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 7),yang berkaitan dengan

penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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Pasal 71

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan

masa berlakunYa;

b.Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunanny4 izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan

Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangrmannya" dilakukan

penyesuaian dengan masa hansisi berdasarkan ketentuan

perUndang-Undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangmannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fingsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian Yang laYak.

c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini' akan

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d, Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan

Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang

diperlukan.
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BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000

Nomor 8 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 7), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala

pada tanggal, 19 Maret 2012

BUPATI DONGGALA

fid,

HABIRPONULELE
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Diundanskan di Don ggalq

oada tanggal' 19 Maret 2012

SEKRNTARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALAT

ttd'

Dn. H. tcASMUDPIN-u'll'Si
EMgINA UIAMA MADYA

NrP. 1953 0201 1982 03 I 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2012

NOMORT

Salinan sesuai dengan aslinYa :

sEKRETARTATTjI#Xff#l{i"jlR3:1,".'"1Xi"^-,
KEPALABAGIAN HUKI

ffi
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PENJELASAN

ATAS

PERATTJRAN DAERAH KABTIPATEN DONGGALA
NOMOR I TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

20rt-2031

I. UMUM

Penataan nnng sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain
dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga
diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna
dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan
ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung
dan daya tampung lingkungan, serta didukung oreh teknologi yang
sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang
yang ada- Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada
subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem
wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan
nlang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai
ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang
penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan
pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat
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daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak
boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan
bemegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada
sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan,
keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan
otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar
dalam penyelenggarazm penataan ruang sehingga pelaksanaan

kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan

keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar

daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin
tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai

dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,maka diperlukan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Tata Ruang

Wi layah Kabupaten Donggala.

RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011 sampai dengan 2031,

disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang. Secara subtansi mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16AGTS,ry1/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten,

sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri

Pekeriaan Umum Nomor 1 I/KPTS lM/2009.
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II. PENJELASAI\ PASAL DEMT PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan

keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara

struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan

manusia dengan lingkungannya, keseimbangan

pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa

penaffx l ruang diselenggarakan dengan menjamin
kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya

tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan

generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan" adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang

dan sumber daya yang terkandung di dalarnnya serta

menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.



Huruf e

Yang dimaksud. dgngan .,keterbukaan,, 
adalah bahwapenataan ruang diselenggarakan dengan memberikan aksesyang seluas-lnasnyf 

fena{a masyarafat untuk mendapatkan
informasi yang berkaitan d."e*;;,r_ ;;.

Huruf f
Yang dimaksud dengan ..kebersamaan 

dan kemitraan,,adalah.bahwa penataan ruang diselenggJakan dengan
melibatkan seluruh pemangku kJpentingarri"

Huruf g

Yang dimaksud dengan .,pelindungan 
kepentingan umum,,adalah bahwa penataan *ang iir"t"rrig*jan dengan

mengutamakan kepentingan masyarakat. -'
Huruf h

Yang dimaksud dengan ,.kepastian 
hukum dan keadilan,,

l*,,1 l3*. ,p:nutu1n ruang diselengg*uk- dengunDeflandast(an hukum,&etentuan peratu:ur perundang_
undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan denganmempertimbangkan rasa keadilai _aryaratut sertamelindungi hak dan kewaj iban ..ruu pit it ,"cara adil
dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ..akuntabilitas,, 
adalah bahwapenyelenggaraan .. penataan ruang dapat

diperranggungjawabkan. baik prosesnya. ftilUiuy**yu.maupun hasilnva.
Pasal 3

Y^ang dimaksud dengan ,.aman,, 
adalah situasi masyarakat

dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan iertindungi
dari berbagai ancaman.

I:q ltlrk.rd dengan .,nyaman,,adalah 
keadaan masyarakaroapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya



dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "produktif' adalah proses produksi

dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu

memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan

masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan- adalah kondisi

kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat

ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan

orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam

tak terbarukan.
Yang dimaksud dengan Pertanian, meliputi : tanaman pangan'

hortikultura, perkebunan dan petemakan.

Yang dimaksud dengan "agropolitan" adalah sebagai kota

pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya

sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani,

mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan

pe(anian (agribisnis) di wilayah sekitamya. terdiri dari kata

Agro (pertanian) dan kata Politan (polis : kota), sehingga

agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang

tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha

agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik,

rnenghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di
wilayah sekitamya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota

pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada

iisekitarnya, dimana kawasan pertanian tersebut memiliki

fasilitas seperti layaknya perkotaan'

Yang dimaksud "minapolitan" merupakan bagian dari kawasan

agropolitan, dimana berasal dari kata MINA dan POLITAN'
*inu - ik*. dan politan = kawasan. Kawasan minapolitan

berdasarkan turunan kawasan Agropolitan : adalah kawasan

yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah

p"rd"tu- sebagai sistem produksi perikanan dan pengeloaan

sumberdaya alarn tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem

permukiman dan sistem minabisnis.



Pasal 4

Pengembangan kawasan agropolitan' pengembangan industn

dan pengembanc"t. d;at; akan menjadi sektor andalan

pembangunan oaeran ntngga 20 tahun mendatang'

Pasat i
CukuP jelas'

Pasal 6

Rencana struktur ruang wilayah kabupat* "':il*i 
kerangka

tata ruang wilayah tabupat"n y*g tersusun atas konstelasi

pusat-pusat kegiatan ffi *tfti"t*ti 1tl1.:ff" 
lain vang

iiltti,l"*t"t oLr' titt6* i*ing* prasarana wilayah terutama

jaringan transportasl'

Rencana struKur ruang kabupaten meneal,111l1i rencana

struktur ruang wilayau riasional' rcncana stnrktur ruang wilayah

orovinsi o* t"tp"'t'uitit*tt*anu sttuttt"t ruang wilayah

Labupaten sekitgar yang berbausan' 
-

Rencana struktur mang kabupaten berflrngsl sebagat:

l. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten

vang memberikt""*t;; uaei f<a1a11^ry-rkotaan dan

kawasan perdesaan ii""[i"*v"'v*g berada dalam wilayah

kabupalen; dan .layah yang
2. sistem perletakan jaringan P'*31,.^1lr,

menunjang ttt"'tuiun"vJ'erta memberikan 
^layanan 

bagi

tungsi kegiatan v1e@gay *t {*:10.:*"" 
terutama

pad; pusat-pusat kegiata perkokan yang 4ud'

Pasal 7

aYat (1)

Sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan

perkotaan "uat:i fu*t kegiatan 'di 
daiam wilayah

kabupaten yang"menunjukkan keterkaitan saat ini maupun

rencana yang memUennrt trirarti pelaVll 
{en9an 

cakupan

dan dominasi hngsi tertentu dalam wilayah kabupaten'
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ayat(2)

Cukup jelas

ayat (3)

CukuP jelas

ayat (4)

CukuP jelas

ayat (5)

CukuP jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukupjelas

ayat (9)

CukuP jelas

ayat ( 10)

CukuP jelas

ayat (1 1)

Sistem pedesaan adalah sistem pengaturan ruang pelayanan

pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian'

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,

pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi

Pasal 8

Cukup jelas



Pasd 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Jaringan jalan sesuai dengan SK. Mentri PU 630 th 2009

tentang jalan.

ayat(4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

CukuPjelas

ayar (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas

ayat (11)

Cukupjelas

ayat (12)

Cukup jelas



ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal I I

Ayat (l)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Yang dimaksud pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
(PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang
mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis,
memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya
listrik skala kecil, yaitu sekitar 5_ 100 kW.

Hwuf (b)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Kriteria dan penetapan wilayah sungai sesuai dengan peraturan
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Menteri Pekerjaan Umum Nomor I I A tahun 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jaringan irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 390 Tahun 2007.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

CukuP jelas.

Ayat (7)

CukuP jelas..

Pasal 14

CukuP jelas

Pasal 15

CukuP jelas

Pasal 16

CukuP jelas

Pasal 17

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan

berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten

2. daya dukung dan daya tamping lingrmgan hidup wilayah

kabuPaten

3. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial

ekonomi dan lingkungan; dan

4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait'
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Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukupjelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayar (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang
berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian
masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnyadi
dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan
peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para
pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan
pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan



sarana penunjang' penanganan dampak lingkrmgT' To"tup*
mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada

p".,i-u-** bahwa penyediaan nrasarla , 
d1 sarana

*"*,i-t *"*iatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang

ii*"i**t" tt"miliki besaran yTt t"-*{1**rtercapainva

,kalael.onomidalampenyediaanp.lasaranadanSalana.
Peruntukan kawasan uuOidaya disesuaikan dnegan kebijakan

Pembangunan Yang ada'

Pasal2'l

CukuP jelas'

Pasal 28

CukuP jelas

Pasal 29

CukuP jelas

Pasal 30

CukuP jelas'

Pasal 31

CukuP jelas'

Pasal 32

CukuP jelas'

Pasal 33

CukuP jelas'

Pasal 34
AYat (1)

CukuP jelas'

AYat (2)

CukuP jelas'
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Ayat (3)

Cukupjelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau
yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang
digunakan unhrk kepentingan masyarakat secara umum.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal
untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik
keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat,
maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan
meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan
masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai
estetika kota.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua
puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah
dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal
dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan
pemanfaatannya secam luas oleh masyarakat.

Ayat (6)

Cukupjelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar
terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya

2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di
bidang lainnya; dan / atau

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
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Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukupjelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur

pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun

untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata

ruang.

Penyusunan ketentuan umurl peraturan zonasi disusun

berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-

kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat

berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik
pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian

secara ketat.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait

dengan ijin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum

pelaksanaan pemanfaatan ruang. Ijin dimaksud adalah ijin
lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 45

Cukupjelas.



Pasal 46

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukanuntuk perizinan skala keciVindividr"t ;;;;;an peraturan
l-"lT! r"dTgkan penerapan insentif dan d]ii,isentir .e"a.ubersamaan diberikan 

- 
untuk perizinan skala besarlkawasankarena dalam skala besar t ty^"r'ar-*Stint* ua*yupemanf.aatan rwug y1C dikendalikan ?an didorongpengembangarurya secara bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar_.pemerintah daerah yang saling
trhulunean berupa 

. 
sutrtai^ silang--'ail"'l*rut yangpenyelenggaraan pena3an. ruangnya .".U".ii* dampak

ferada fyrah. yang dirugikan, ;tau *,"r;";;erintah danswasta dalam. hal pemerintah memberikan preferensi tepaaaswasta sebagai imbalan dalam mendukung p"..*uiuO* ,"rr"u*tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakanuntuk pemanfaatuo -Tg yang ridak ..i*i".1n.iu rara ruangmetalui penetapan nilai.jual obyek pajJ OllOpj a'il nitai jualkena pajak (NJKp) sehingga p"rn*i*t ruung ;"rniayar puiuklebih tinggi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukupjelas.
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Pasal 53

CukuP jelas.

Pasal 54

CukuP jelas.

Pasal 55

CukuP jelas.

Pasal 56

CukuP jelas.

Pasal 57

CukuP jelas.

Pasal 58

CukuP jelas.

Pasal 59

CukuP jelas.

Pasal 60
CukuP jelas.

Pasal 61

CukuP jelas.

Pasal 62

CukuP jelas'

Pasal 63

CukuP j elas'

Pasal 64

CukuP jelas'

Pasal 65

CukuP jelas'

Pasal 66

CukuP jelas'
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Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 7l
Cukup jelas.

PasalT2
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2OI2
NOMOR I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERTJNDANG.UNDANGAN

N,IUZAKIR PANTAS. SH.M H
NrP. r960030s 199403 I 03

r02



LAMPIRAN IA

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1 TAHUN2012
19 MARET 2012

RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2O'I 1 -2031
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LAMPIRAN IB

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1 TAHUN 2012

19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 201 1-
2031

PETA SISTIM JARINGAN TRANSPORTASI DAN PUSAT KEGIATAN
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LAMPIRAN IC
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PERATURAN DAERAI
KABUPATEN DONGG/
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RENCANA TATA RUAI
WILAYAH MBUPATEI
DONGGALA TAHUN 2
2031

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA ENERGI
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LAMPIRAN IC

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATUMN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1TAHUN2O11

19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011-
2031

PETA RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
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LAMPIMN IE

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DONGGALA
1 TAHUN 2012
19 MARET 2012
RENCANATATA
RUANG WILAYAH
KABUPATEN
DONGGALA TAHUN
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NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN IIA
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1 TAHUN 2012

19 MARET 2012
RENCANATATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011-

2031

PETA RENCANA POLA RUANG
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NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN IIB

TENTANG

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DONGGALA
1 TAHUN 2012

19 MARET 2012
RENCANA TATA
RUANG WILAYAH
KABUPATEN
DONGGALA TAHUN
2011-2031

PETA RENCANA KAWASAN LINDUNG
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LAMPIRAN IIC

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1 TAHUN 2012

19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 201 1-
203',|

RENCANA KAWASAN BUDTDAYA KABUPATEN DONGGALA
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LAMPIRAN IID

NOMOR
TANGGAL
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PERATURAN DAEMH
KABUPATEN DONGGALA
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LAMPIRAN IIF

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1 TAHUN 2012

19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
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2031
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PEMTURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1 TAHUN 2012

19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011-
2031

LAMPIRAN IIF

NOMOR
TANGGAL

,l

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
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6, hrbrfun.lTdrrhd TfpoB

L Psmbq{nsr fu!81drhEgE don [flil8n

: PEMTURAN DAEMH KABUPATEN DONGGALA

: 1 TAHUN 2012

:19 MARET 2012

INDIKASIPROGMM

Tabel 1,1 Indlkasi Program Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2011.2031

LAMPIRAN IV

NOMOR

TANGGAL
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10rX dln KoN 190i

. fcrnoangrnan ll|rMr
drn Pnl.rma pada
|(lwaan ht dtbatrrl.
8rn$xm y3m i{d.h
.d! dln tldll
m.n|g!n38u fun$l
Lhdun3 ml'lh
dlpa*anrtrlkln rclam!
drptt imricnuhl

Danglman (|ln tatap
nllhtukrn tlndabn
l$n5.ry!31, l|rr.unrn
baru tldlk dilrhhn.

8a:abo

a iallrhn ylnl rud.h ad.
d.n tL,!l mahJarnln fungtl
tlnd,,nl, 3act6 bartrhrp
dlkemb.lllrn pdr

dh.flr|lt|n dm$n k ndlrl
tlrll, 3oalrt d.n d(omlnl
lttamptt, dan k!rh![rp!ln
P€marlntih dlt6rtai
Danftrnt!.n vl.fi lrvrk.

. Pldr rlwil.n firlounl,
kqhtm b0dld,yr ya.I
dtparl(.n!n*an sdallh
Irgbt 

'l 
y.n8 tldak

dFntolrh tlnalr l.c!a!
ht |ttlt 3.p.ai hutrn
6tau lanrmln lens y!n3
plncnnya atl' drsr

!.car. !$brtd/renlilh
i.hlry8. ll&k te4.dl

marub$ !.ntang ltam
ilp€rtl gena|no&B.n
b$an tdl6fl etau
grrlndultrlln, k!<u.il
hetiltln t€r*hn

€konoml tln$l bagi
lao.ndmln kabuD.ten,

a ll(hl dlparDoFnhn adlDya
p.rbultM iukum ylry pot nrhl
n.lnpanul|t 9s lJudln
kaghlan ltutan lln&ng 3€ponl
Pavrrjran ungfi larnxJdm.n,
ltru lult bcll p.dr plhlk yrnl
ln$n meryolah trnln r.<ar.
ln!.n{l.t.u rEmb.muh
blntun.n tlsh.

. Pembataaan pcmbrngunrn
3.6nt d.n pras.run!. EanSunan
y.ni sudrh aaL dln lldak
tnen$.nfiu tun$l tindtJnS ,narjh
dlp€rkenankM leLm! daprt
rncmcnuh! Ltentuan tats
btnlr}nan dan t€tip m€blukin
llndakrn lonrcm!|. Sangunrn
b.ni tl(h&dlUlnk|n.

. lGgJttrn .tlptof|ll d.n
€k3ololtr3! vaft bcn|Jlutn untul

.! T&an rusat atru llnrlr
3undut ylnl rd! (,1 hutrn
Undun3 lc$ru dlhkLdon
r€bok!!i, dln y.n8 bendr
dl lu.r huun ltndunl
dll|kukl'l Fn3nlr.t|.n.. H* lt$ t nrh ylnl idah
rd! dl hutln lh(fury tqtlp
dthonna( d.n ln&ih bot h
dlku6t l !.prnJ.nl
krllrlln dln Pcnl8ufiaan
tanrfnY. m€flr.nuhl fuagsl
lindu'|| d.n rEl!futrn
tlndlbn *oniafirll iacar!

1 Di dlbm k6wlrafl hutan
drn hutan cld.ngrn

pdnunSulrn na hutln
d.ff n rnadrunatln alrt.
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u.n th{rn hiitllnn

ITLI! U{l|lrn ga{[|,r hal
tar|lihm tt'|r4n

ht|.nfa l.rl|'!m
fatantnr lrr rn
fturrr nffittlm r.niufr lh||ltn Uhotr

laaw$m y|nt [|.rr!.rlbn X.w!|n Lwdl|nnyr
I ltry|'an Hlt|n

Uirdur'.
a DDCmobhxln ap$th

tdr hutln produljt dln
k!d!t!n Mtdln
blnnyl ylq m$!k
dlbm hut|n tlidl|{
&Dt!n dl$ru upaya
loflrrv$lny! mnjrdl
hutan prcdukj terblta5.

Dll!t|n| r9rblh lcllftli y!n8
ldr dl hut$ tlndln| tjdrk
mlnllmln tunii tlM!ry. Dcntln
d.nlklrn 1.t1r. b.nah$
dlken$rtlhn pdr fun$l tunrn
tlt|dut, PrctcN p.nllan tun$l
dlrclurlkff d.n&n hndhl fblk,
rorhl clomnl rtriDat. drn
kln.mFlan panrrlntlh dengan
par4.mbit[n y.n3 t!y*,

a Pcn$$$mn $rar
dln prararM! prdr
klwd|n lni dtbrt$t.
B.ngunln ylnt sdah
#! dln tldrk
flnnslngtu furuli
llndurt m$lh
dlprrl.ninkrn s€lama
dtpat rnctl€nutl
letanturn tlU
&munrn dln t tlp
mellkukrn tlndalon
lrcn€ilul. &ngunrn
baru tldak dilJl||lei,

a Jrlln letlpd( dln
3U!b

a xlilitln y.n8 qd|ll tdr
d.n lurk m.n cnh ft]nst
tlnduni, i4(!6 bcnlh|p
dltenb.(lk n prdr
frrBd0y!, dlman
peliRsansannya

dhcltalkan dentNn kondhl
filih, loilal dai dongd
$tflp.t, dan kcmrnpun
pefierintah dlrnrl
p?ngSanthn ytm hy!k,

a Prdr lQr6rn thdury,
k!3!.tan Mldry! yu{
dlpc*$mkan rdrldr
lc8{.trn yrry tlrrl
mn$bh t! h racrrr
lnEl6lf r.pard hutrn
ltau trnrmn keni ya.ll
pai€flnyr rtil d$tr
pcneban$0 pohoi
!.c.8 tedrt$/tarpltih
!€ftlng! tkLk tr4rdi
crprl tlndl rtlu
m..ubah bcnt|rn.lam
lcpcftl paninbrryan
bahm galbn at
padndlstrlan, tecutll
lallrtrrl lcrsblt
rn mpunyal nlht
t*ordnl un$l b68l

k4€otlncm lshprtcn,

a TJd.l dlpedotahkln ldarya
Pernuitan hukum y!n| potcndal
m€mpcB{ft paffrlrud.n
ked.bn hlt n tlrdunl !.pertt
t€r$.i$n untul pafllukinrn,
lttrl Ju.t b.ti prdr pth.k ylni
lnSln mcngobh trnrh rccan
Intlnrlf rtau rnembal{un
balt|wai fl! (,

a Psnbrtagan pambangunan

tarunt dan pn$n . Eantlinln
ylfl ludrh tdr fin tld.k
marltllngtu ftfigl llndung nErlh
dlFtkenmk.n rclann drDEt
ttFnenuff kltlntun lata
DanSunan d tcttp rDltakukrn
tlndabn kon!arva!|. languntn
baru tldak dtul*an.

{ Xcglatan elrptoci dan
ekptolt8l ylng b.rtullan untuk

r Tandl rt6i* nt|u hnah
luidul yln| .dr dl htbn
unduq ial.ra dlbluhn
nboh$|, dan yanf b€ndi
dl luu huun lindunl
dttakutrn pcn8hlrru.n.

4 Htt atll tinah yrry ludah
da dl hltan Unduil t t|p
dlltornatl &n m!'ih bot h

d{k!aa!l 3.p$l!ng
kc$atln d.n pllIguErn
tlnahnya n€dlcnuhl fungsi
tinduq dln ||Elltukao
tlndaklo koilervri latlra
Int€nrlf.

{ Dl drl&h kawa3rn hutan
dan hutln cldangrn
dlt.ring nElak*ln
pamuqutan h$lt huta.
dengrn mm$.n.kan ibt.
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Poh llr|trl frwaaan
lklxt t n

trar|.lla fltrfdrn
|!$Onal,

a KaL3urtn 3ufibq !k dl
dakm klwrlrn huUn,
iutln cad&8an, dln
hutln hlnnyr hlllj5
dlparuhsnkrn

'rnt 
dtt.kuk n dl d.bn Llv

n6.n &au hutan c.d.n$n,
dlbarikln olah lnrunrl ylq
bcrwenot *rrtrtr mci,jritt
panatlJJuan lLntari.

r Shp.pun dibru,3 Ephkvkln
pariaD.n$n poion drbm r'dt(6/
J!r* tcrr.ntu d.rt rut| !k, r.rt
Junng, Yvrduk, 3!,laj! dln lnak
,|/nlrl yang t.rtltak dt drtrm
r(!rv$an hutln, iulan ctdan!6n

(l.n8in kondt.l l| h dln
||p|ngln ltru |lehkLfun
parbuatrn tajn ylni drprl
mrlnbulhh kcarr*rn
tanlh dan tr$kn,

dlrtok|'lk!n !.b|$l
kebln camplrln dantan
unirn|'r te$lei ttn3|l,
tadmtn tdnrnrn, hutrn
produkrl tcrb{r3
alrupun h{4!n tlnd\in8.

klmsntkhrn .d.nya tnftttru3t itr
te$atln yanf bc|:lflt mlnutut

10cl dln Xol :901
dltrln*lnrl0i, Xl-8

&n$n& y.ni srdrh
!.u dln u&k
ftcn3l.n3is lun3ti
thd|,l3 dlp.ri.rant(ln
rabm ntnanuhl
kltcr|turn ltta
Dln8lfiln (hn lctrp
nrhluhn ttndrkan
komdv*t. Bro$lnrn
Drw tldll dtutnkan.

a Jrltn xt@tk drn
3azcbo

drn tld* fi.nj rtr! fun|d
undun3, t.<rn banahro
dlkqrbdthn prd!
r!n8inn, dlman!

dtallrllkrn dcn$n kondtrl
fidk, rortrt d.n lkoma{
ltampat, dar kamlht{tln
pam.dht i di!.rrrl

yrry b.df.t firmblri hutm
tt&l dtp.lkrnankin, lrrldu( yan{ t(|t l.Scn

drtakd.& naboir!3i, dan
b.r.& dl turr huun

.ddrll Fnrnirn
ttntmln t.lhqtln ftlu
tahutun y.ry diranll
tlnddcn lonlarvarl dlo

4 Xc81at!n ylnt ti(tak
m.rtrolah unlll $<an

rq|tln furyst tirduni tidlk
dlpcfienlnkai l€cu6u kco$r
(.1o. pcmlilk trnrh ylng

ffijo*tuaunt'*'

.d! trrlp dtho;.ti d.n
rn|llh bot h dik!.!ri
r.p!nl$t kelt.t|n drn
panlgunmn tlndlnyr
rmrrh rnaianutrl fuo8'l
rr.oung dm rnrtrkuton
!lnd.k!n konrrrya3| laaarl
ht.nrlf.
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Kat.ntuln Umum Peraturrn Zonril

l(.buprt.n Kdamurn Unum Xadrtrn Kat.ntuan Umum
Int.nslt8 Lnluntn

rarcntuan umum
Pras.rlnr, lnlmumDloerbol.hkrn/Dllzlnkrn Dllrrrny'Dlizlnk.n Dcntrn Syrrrt

orPanoang memruxr nrtal
ekonoml yang tingSl baSi
kepenthgan reglonal
dan naslona[.

I Pambangunan sarana
dan Drasarana dibatasl.
Ban!unrn yeng sudah
ada dan tldak
mcnSgangg! fungei
llndunl dipcrkcnankan
setama memcnuhl
kctcntuan tata
brnlunan dan tctap
mcIakukan tindakan
konscrva3l.0angunan
baru tJdak dlUinkan.

xnususnyl HIK (,unt
8!nguIan tldrk
dlpcrplnjan8, kccuatl blta
dlfungslkrn untuk
kont.ryall tsnah dln alr,

t P.ngursaan dan pcmlllkrn
tanrh ylng candcrunS
bcrtentangrn dengan
keglatan kons€rvail, secara
bcnrhlp dlbcbalkln h!k
rhas t!n.hnyr dcnSrn
pcnSiantlan ylng tryak
oleh psrnerlntrh untuk
dlk mbatlkln fungilnyr
nenjrdl hutan tlndung,
apablta pcmltlk/ p€ngu!ra
tsnah tldak mrmpu
m.wurudkan hutrn llndung
dl rtrt tlnrhnya *ndlrl.

A2. Krwas.n P.rllnduntan sct.mp.t
I KlWtSln

Scmorden Prntrl
! Kc8latan yang

diperbotehkan adatah
kcSlatan yanS mampu
mellndungl atau
memoarkuat
perl.lndungan kawasan
samDadan Dantal darl
abrasl dan Inflttrasl alr
taut ke dalam tanah.

Kcglatan yang dltarang adatah
kaSlatan yang dlkhawatirkan
daapt mengganggu atau
mengurangi fungsi tindung
kawasan.

t KDo yang
dil,inkanrl0X, KLB

1Osi dan KDH :90*
{ Sempadan pantai

mlnlmall00 meter drri
pasenS tertlnggl

! Dltarang mendirikan
bangunan dl kawasan
sempadan sungai yang
b.lum terbangun (lMB
tldak diberikan)

I Pada kawasan
sempadan Pantal yang
belum terbangun
diUinkan untuk
pengembangan
mangrove, pemasangan
paPan
reklamc/pengumuma,
pcmasangan fondasl
dan rentangan kabet
tistrlk, fondasl
iembatan/jatan yg
bcrsifat sosiat
kemasyarakatan,
banqunan

I andn Paor Kawt$n Int
dlmltlkl oleh negara dan
apablta dlmltlkl
ma3yaral(at, nukt
dlb€brlkln dengan
pengltntlrfl yam tryak.

Keglatan prasarana dan
sarana yanS mendukung
transDortasi taut.

1 Untuk kawasan terbangun
diadakan program konsotjdasl
tanah dan pemctiharaan
tingkungan, sedangkan yang
bctum terbangun dltarang
memberlkan lM8,

Pemltlkan .t!u pcnguritrn
trnah y6ng tldak se3u!1,
dlbina untuk rnanyalurlkan
kcllrtannya agar lcrusl
rtau leralrn se€!r!
bortahrp, dengan Jrtan
membebaskan rncrakr darl
pcngenaan paJak bumi dan
bamunan atau bentuk
tumbangan hlnnyr yrng
dlkattk.n denean o€mttlkan
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tolr lu.n| lOw.{n
t\.b!t t n an

Intarr'tlra Lr|rrn$
lQt.liluan Ulnum

Pr|.rdu r#ilrnum
b.ndunt/bcnduntrn
0.n bmaunan uls
thl!! llr, $rdu ll.trjk,
b!n8un!n
talll@tnunlkai dan
Pantontrot/panlukJr
dcbit .lr.

{ Jatln s!t!p!I drn

Lta.rtsan Ulnum Lrlniyr
rrau paryuasaln t!n!h,
Ap.blh ybs tldlk n rnp!
mcLhianakan p.ayalu.hn
de4an lukrrut!, mlta
pamrnnlrh balk pulat
mlupun daarah dapat
m.t*uk n pcmbcb$.fl
6nan racar! banlhlp yrng

kar63, trnamln pardu,
pama3.mfi b€lon u.rtlk
nEunduryl p.ntri &rl

.! xe3l.t.n p€rtkanan dan
budtdrya laut yan| tidak
|14eru5i< LIn*uni.n.

{ untuk rh!5ytrlklt pantat
Y.ng ttbn hldup dt
sa'|njml F3l5lr pantal
dln dl .l.r h0t, dthkuhn
konlolldast dln pan|tlan
tlnlkuryff tarta kadrtan
yanl t'l.ftrnbah
patdt.rian Pantll dln
t!ut.a s.mp.dm

5un$l
Pad! l(!wal.n i.mp&hn
3'Jn3al y.ry bclum
trrb.nrun dlljlrlan
kcglltan p€n.ntln
dcnt.n r.nh t.n!m.n
yMt ta'lar $pcnl
t$am.n tenr, p€rd!r
pctindung $ln$l,
pafiasang.n papan
rc*Lamr/pcnfumLrnan,
pcma3$lrn fonda3l dan
rent:n3ln kab€l llrtrtk,
fondarircfiblrfi/Jahn
yg beBlf.t toihl

banlunan

a Dllanry rnendlrlkrn tuntunan dl
uw?$n scmPadm rungt yrnl
bctum t rb.ntun {lMB ttd.I
dlbcn|(ln).

I kda!$/b.ntuk bln8|lnln yrng
5acr6 9rnSaja dtn Jgb!
m.nlh.nbtt arah d.n tnlentttas
rllrun ak lana rlkrLi tidlk
dlr.rbot hkrn.

I Klglatln laln yang Jllstru
nl.mp€fi utt f un$l p.rltndunien
rdwa5an iempadin sun86l tetnp
boleh dltlk3 nakrn tapid?ngan
P.n8.nCrU.n aglr tldak
fipngublh fungll kegl.t nny. dl
m$a yt tkin datam.

a KoE y.nt dtlrht|n 105,
KLB 10X, XOH 906

a sempadan tun3ii bcsrr

pannuklman adalah
1m m€kr, iadrrykrn
9rmplotn anak.rnak
turyli !€beraf 50

sungrl dan lnal ntll

pcrmuklrnan mlnlmaL
15 meter

+ olLlf!ry fil.ndlrlk n
br4un.n dl k!wr.!n
rampld.n run3at yanS
balum terbangun (fln8
tld!k dibcrtkln)

lamprdln 3un3!l y.ng
DaLum terbrhlun
dllJinkln kedat.o
Pc|trnirn danatn Janji
trnrm|n yanl lcruri
lep.nl tanamrn kar$,
Pardu, pcltndunl
tunlar, Pamasanlrn

naxurnc/ F€ntumuman.

Jltr rtlrln run3rt

tarmarut tatiatrn
p.{(/7!3an rungrttuu
i(ctlalan t.lnl! panSatr.h
{rhnyr, fiDk! rlhn iongrt
Gmr m.nJtdl tlnah negrra
bcbr3 yanl dlpat dlnohon
nak ||nahnyr, Pdorltas
pcmblrian hak tanah
djb.rlkrn k.padr bckar
P€mllll t!n!h y..t
tanahnyr !a*€n. attran
tuual yary biru, Fkl gut
reDl3al toanpenrtsl
tanlhnya y.ng hlbnr,
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Pob Ruat,|t Xarat Nl

lobuFrt n

|,.n tt|nrn atfltuian Ictal
(Gant{n UrnlJft

litrndga lanlunan
X.taaturd t |num

Pr.rarda lAdnum lotaatlan t rm Lalon aDtp.rloH*|,l/0lldnt n
bcnd0n8/ b.ntutEan O.rn

blngunrn hlu llntltrlr
(ae9anid.rfta$), grrdu
llitnk, blnlunrn
talakomunll*l dan
p.n$ntrot/p.ngul!r
dcbit !lr.

pama3an8an rontb$
dan r.ntrnttn krb.t
llstrlk, fondall
,emb.t.n/J.lan yg
balllfrt loiht

brnluntn
DGa{unt band',rntan
dan bln3unan lalu
lint.s 3k, Irrdu llstrlk,
blnllnrn
teLkomunlk!3| dlh
panFntrov p€nlukur
d€blt rlr.

Gazabo

3 r,c8t.bn lrrn yrng dd.K
ficmrnfa!*an bhan
!GC!16 lUr! dlpat
dlpc|totrhbn.

{ Kcght.n yant mrmpu
dptlndlnll atau
mam9arkret labln3
runtll alau s.llrln dori
k.lor$o6n, k lj.tan
yan3 tldak
fiamparlambri l al,nnyr

El.inrng tanSaJa
bamrlold untuk
l'€mp€rllmbrt l.lu .rus
rlr i€parll Fambsatan
cak dam atiu lrib, atru
drm, rtau pamb.lok
arus arr $n3tr.

{ untuk k wa$n t.rbnnSlln
dladakln prqr.]n kon$lid.rl
trnrh dan paBEllharun
tlngktln$n, !.d.ngk& Fng
b.{llm t.6!ngun dllrrang

Tanah tlmbul dI sLrnSal

be6tat!s tanah felara

Pamltikan a!.u p.n3!asa.n
ranrh yanl tldak se!Lrai,
dlblia untuk m€nyerdatkan
ketiat.nny. aSar e.rasi

be(ahap, dengarl la(an
m?mbebarkan m.reka da'l
pengenaan palak bumi dan
DanS\rnan atlu D.nilk
sunrban!an tain.ya yang
dikaitkan d.ryan pemilikan
arau p.ng'ra3aan taiai.
Apibila ybr tldak mamp!
melaksanakan P€nyctuaian
d.nlan slkareta, meka
plme.jnrah bilk pusar
maup!n daarah dapat
melakukan penb€basan
Lahan s.cara bcdahap yang

I s.kltrr a Pertk$ , .<ow!atr,
pcrunlan d.4rn jeni3
t namln Yrn3 dllrlnk n,
p€mll8|rlan papan

pcmr$nlrn fond$i dln
rent |E kab.l, fondld
Jllan/J.mb.trn,
banturun latu llntas alr,

d ollaranl [rnyetlnllff lkan
kcgr.tln yang rrn88m88u
k Lttarian dry! tarnp0ry wadul
sepenl pcndlrlan b!4un€n,
bcrlnuktman oan ocnlnlman
tinaman *muslo yan8
mempercepat pendangkatan,

a la€dat.n ynna dlprrkerunkan
rditah kerlatan vam beRaltan

{ KpE yanS dllJlnkan 1q},
xt! 10fr, xoH 90*

i Sampidan waduk 50.
lm ftEter d.d titlk
prlanl tartlngSl l(.rrah
barat

a Dltrong fn.ndlrlt|n
ba4unan dl liwilln
$mP!d.n waduk yahl
belun t.rb{gun (lMB
tidak dlberlkan)

adnpaoan llnlar yanl
xtun Grblngun
dllllnk|n k rlatan

r P.nt8lnaan tanan t?rus
d{usahakai denSan t.tap
menJaSa k Fnadan
linSkunaan honlcrvati atru

. Pada kawasan yang sudah
telbanS!n dladakan
Proiram konsoildasi dan
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., Trn$ P.dr l(.w$an
talltla wlduk dikullal
olah nailr. dln $lDtLr
dlrntLjkl obh m8!Y!rlk!t
dlbcblrltn dcry.n
pan$.nlirn ylni t ylk
drn dr9!l dlbcrlbn H.l
Pihli pldr Dinlt

Pary.lran.
{ Plhlllkan 4!u pangullafi

trn,h Y!$ tldlk tarlil,
dlbln. untuk ftny.ru.ikan
kadllrnnya lgar l.rusl
atlu lEttlln laclra
bcrtlhrp, d.narn rrtln
nlcmbcb|t|Ln dlcllla dan
pcngenlrn pdrk bqnl d.n
b&tunrn &r! ban$r
lumb.ngln trlnnyr Y.ng
dlkrlthn d€ntan P.nitlktn
rtru pcnpasaan t$ah.
Aplbll. yb6 tld.k nrmgu
floLakJan&rn p.nlic$Llm
dan3M iutrrut|, mak!
p.mcrlnt$ balk pur.t
mtugun da(ah daplt
lrElrkul(.n PamnaDrsln
lrhrn racrr. banairp yanS

diprofflmkan untuk
krd.trn s.buk hlt.u /

!a9ad untmln kcrus,
pcrdu, Pcllndung
$rngal, plm$anlln
ptp.n
rllLm?/Pengunum.n,
pamalang foMl3l
drn ranttnlan krlel
Itstrlk, fond$l
lcmb.on/J!hn Yi
barslllt rorlrt

banSunln
bandona/ ban6u4rn
dln banlunln latu
llni!! alr, Itrd! liltrlt,
bangunln

Pamontrol/ Prnlulsr
d.blt.lr.

I Jlt n s.t4.k d6n
Glzebo

run;h mrkln, t!|nplt rckre.sl
dcn$n tctrp mcniLrp.Ylkln
pelhblnlunan flgll yrn3 mlmpu
m€nca$h t!rJ!dlnY! g.dlfiPnt.sl
ka datam wlduk/dan5u,

b|n8unan Y.ng
nGnduk\im kel?sbn!n

dm d6pdt fi€ngtrngSu

PangSrntirn y.nt l.yax

rtru pc-rubrhrn benruk m€dln
.|au pamb.nSunrn blnlunan
flslt y.na m?n8*lbatkm
p.niup.n ,.t nnyt nutr arr

k€glltrn p.ngnultMn
,tau tanal'||n lanunln
yrnS produ!5lnya tidlk
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PaL &l.r| Xrwrr.|r
t8uD|ran

|n Unru$ Fl'ritan
iattrttrl.n ltrr*ri

I|ltrtlttBL.tlln|n
l(!t .i!ai tirnum

Praaara *lnlnrrm |(i.itrrn t rru|n ldnitr
dan kcl$trdln mrta alf, &rur bab8 darl

Dan$n n kcauatl
b$gunan panyatunn
rlr

pcrtanhn danlln Jent!

|cn'gangtu mata rlr,
patnrrlnarn p4an

paryrJmumrn, pond.ri
drn .cntlnian hab€l
(AMk, kaglrtrn sogat
na3ya6kat yang tld&
mcn,$nd(rn tlmh

tungunrn titu llnt$ rtr

parlkanrn nl! h
{ rowa56n lekllar mata rir

ylna lumbar lirnya
dltltoh ol.h SUI{D . PDAM
dap6t dlb.rtlon h* oahl+ Icilltrn yrnS nurih

dlpar||nrnl(An rdrtah
pcrtanlan &n$n Janis
tanaman yang tlallk
manlSlnl8u rn.t. rt,
pQrnrlangan papln
lckt hc/laqumuhtn,
pondlll dan rantln8an
Irbat tkink, k€ilrtln
rorht maryrnklt ylnl
tld.l fi€nttunlhn
t.nlh ltc!|. nrrnrtap
luu tallf ftlncrua dln
blngun.n hlu tint8 !lr.

d Arlal tlnth plda kaw|!!n
3atlT|ldln rnata rlr
djtu.r.i l.qsni ohi
nclan dln ,l]tl dlturral

dl.d*!n prnS8anttrn ylng

{ tlndlk n konsatutil ylng
dlutlmakln tdtbh yan,
balllflt v.ictltll.

a X.datln y!n8 itf.tnya
ljdak 3a!l/!l denian
kclentlan, bal* laon

P.nt$nthi yrll3 hy.l
olrh pcnprlntlh trrnJldt
tanah yeng l.ni$ml
dlmitlkl oteh ooi.r., drn

anamrogafl*an 3€c$a
b€nrhlp paniiunaln
unan yang matnpu
lncnletlhtru ke{rncann
JrLanryi mrtr tir.

a Dllrkll|n proy6$i.n
rallrtln yan, nEndukuna
lQnlkonicrvagbn m!t, !lr.ar. awun lu|a.lArl rm, Pal.trantn a||m orn at ludaya

CaSar Latrt
.l K.llatln lrln lalitln

pcrllnduman pllsDa
nuitai yang
dlFrk!nanhn telap
b.rhn$lng dl d.l.m

katlltln acowtata yant

{ qi|,nnl nEo}rtanlgtrrkln
ledrtan pamb$lunan yrnl
rn€ng*ibatkan pan!runan
I((lallta! tlngkunian dan
PedlndunS.n pt s|na nurf.h.

+ xD! ya|'| dllJlnkan 51,
XLB 5X, KDH 95i

.r PamMnSunan ,atan
Pltlotl drlah kawa3.n
ahn|an dFmpcrhattkrn
rspek ekologis

{ Pu9a! Infonnlsl,
dldl6k5udk!n 14bagat
$rana pangmbangan

1 xcil"atln ytng $ldth ed! di
dllrm krw.iEn callr !{am
yln3 nery8.n3gu furyri
irwasan scca.l banthlp
*.n dlphdahkln d.ngan
diben pcn8.ndan yaq
tayak oGh Defiarlnt.h.
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Polr furq (.*ar!
l(de!.!.n

n urnufi
xatanlro ullu'n

htarrlUr Lrtunan
Xata

Ptara
|.r lJnuil
| rurrtnun Xabitnah lrfiIn ulnnyl

bhan, pcnelhi$ dan
keghtu y.nl
barmrntllt bagl
penlngkr$n ltmu
pery.tlhu.n yln| tldak
|nen6d( llngtunlrn at.u
pos peryawG yana

dlr,Fyrkan lcdroiklan
rup. *hln€8r ekorlstlm
bln.tln3, lk|n, .t u
tumMan lrnlka yanl
dlllndln5j tldlk

Itanu pan|ctlh|l|n drn
panclitlan

a amru panglntti
a Po! pcnrrg.n b|u5

perbrtsan,

a .! KeSlitrn Ekowlsata dan
prn€lltl|n y!l|t tld€l
nerusal lin3{0ngan

Tldai( dlljlnl.in nalakukth
pcngambllM tarufi bu karan3,
PcnanS*4$ ik n bertuJu$
el(onolnli dan pan|n3klptn ik n

d!t!m ikaL berar, p€ngerukan
pa9k, panknbuDn p|ntal yrn3
mengSan8lu ckoslneh, ahn
ketlat.n scjenl!.

{ rca yaq oflJrnk|n 5x,
KLB 5X, Kofl 95X

a Panban3unrn Jrhn
prtroll drhm kaw$an
da4an mcnp€filti*rn
.3pck .kotogl!

dlmlk5udkln rab|3|l
3ar9na pangambangan
llrnu pcng€tlhum dan
Pcf€lltj!n

1 Po! panragarn bat!!

Pafiblglan zona d&
k ilrtln : zom lntl :
dlhlob ,r<ara rlrml dan
ln.nlhlnd!r}Jn camp!r
ilngrn manusl!, tktltlt!!
t netlthn d.ng.n

diirlnlan, Zon!
Pertjndungrn ; dtk toh
trDaSal k walan ru*.
narga!:twa. Pengdoh
dapal mcl.kuk n
pamDlnasn aneal dang.n
tanp. m€rygtn8gu tun$i
sulkr atan, Panallthn
yary tld.k |rl.rl'J3.k
ekoll3ta.n dl k!w!$n hl
d.prt dlt kubn dcn$n
Intanrlf. lol1.
Pemlnfralln : dlkctob
lablgtl taman wlraE dan

kapantlt.n rckralj (hn
budryr, dlkcmbngkln
untul p€ndldikan,
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Foh fir.rl3 x.r3an
l(j{/p.tai

r f!aa!r.n zoi6l
f.tdfi|.'r Urx|m }|th.n f,rtant!|.| ur rth

lnwlrlt a furufirt Lti$er U|rrfi Ulnrn
penlArlrhan drn ol|h rlga
lchma dalam
pet.krnamny! tldak
men33.ry$ f'Jnd su.kr
!l!m. Zonr Inl drpat
dlkalotr otah swaltr
dangtn rukomand$l
Gubcmur &n pcra|uruln
Direktur Jcnderit
Pertlndungan dan
Pctertlrlln Ahfi, Zoo.
Panyanfa : dlpat
dlmanfrrtlfi s.aaru
trn$ufi dan tld.k
bn$um olah mat alat.

a 5|r.l(| lcotourlrr€ d3n
pcn€tltlm yrry tl6l(
nen$ani8u hablt t.

J Dilaran8 [reqaLnlgaralan
kethtln yanS lrlcn3lklbttkin
terliamsLrnya f ung3i suaka

. KDB yang dillnkan 1q;,
xtE 104, xDH 90i

{ PamDlnSuaan ,ahn
9ltmlt d.bm krwa$n
denlm mfirpGrhatlkan
$p€k akologlt, mB :

buhn merupaken lrtur

dlmabudk n r€b4el
3a6n! penlcmbanSln
itrnu pcngetrhurn dan
p!ne(ltlen

{ Por penh$an balas

Perbata3!n.
{ Jalan sctlpak, 6a:ebo,

3 Ka$at n yrng $dah ada dt
drtrm kiwasan (.8rl atam
y|ng tldlk g!u!l dan
rl|entSrngSu fun$l
liwasan saclra banlhop
rkan diplnd.hlan denSan
dlberl pcn$lntl.n ylng
kyak oleh pcfi€rintah,

Laut

{ xcglatan ccotourlrm€
terb!t!! dm pemlitlrn
yan| tldak merural
trrn$ Yri5ati lLem dan

I Dlhranl n€takuldn Neglatan
yang tldak mnunJanS
pcrtlndungan t.dradap tl|llan
wlsata rtam dan tanan laut.

.r KDB yan3 dllJhkan 5r,
KL8 5X, KDft 95*

{ PanDlngu n JaLtn
patrcll drbn k w!3!n
den$n m€mparhatilcn
$pak .kotoglr, mls I

bulan fiErupakan Jatur
mlgrall nlw,

dlmakludk$ *balal
taflnt o€nrcmban$n

a KagJrtan yant suolh aol 0l
drhn kawa$n caN6r llam
yanl tldak 9€3ual dan
ltl.mSangSu funS:l
kiwaran 9aaar€ !€nahip
rkln diplndahkin dengan
dlberl pengSlnlhn ya|lg
Lrylk ol.h peh.dntlh
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P.L lullt trm!|n
xrFrpatan

L.lrt!|.r Uintn
lntrrrltat Lni$.n --Eiiiruar unum

PrM4,$hln|Um._
xri.nq|n l,lnum ldnnY.

llmu panl€tlh!$ dln
pcmlttlln

a ALnlra panglntal
I b P.nJ.$!n b.tlt

parbetl!!n.
{ J!t!n !ata9.k, G.zabo,

$rdu Dlndlnl

fkEB-:6--ffi-,EE'S. 
*

soxdrn KDH 50'701
| . Tidak dtbcdbnny! |
I sar|na dan po!.rane I
I pcnunrrn3 k dlt n I
I budldly. dj klw8rn II tlndung, I

lniiai-a.rrh yang ildeh
terbrn$n, httldal(nyr
dJrdak$ panyuLoMn lk.n
blhryt yanl munat|n
t€r,#l 9adt mas! yrnE
ltan d.tan$ la<ara
ban$ap drn tcrcncant
oanfl uklman dl9lndlhl(.n.

I Rrwan S.lrana
l.n|'o.

a Tanutu9 Da$ x!8r.En
oannukjmrn, Panlwahrn,
ianaoan s.nush dln keghtan
budlday! trinnyr Yrry bc|bahrya
brgi katahd[bn manuna dan
llntkun3an.

:Tii;EE nl6bk!n!k!n kqJalan a K08 10.50ff, KL! lo.
t0fidan XDH 50 7cff -Tld.k 

dlbadk nnyl
srrlna dln pl!!lrana
pcnunJ.[ ke$run
budldry! dl trw$ln
llndunS.

aljniirk d!e[h y.ng tudlh
tcrbln8un, hend*nY!
diadakan panyltuhm al,;n
Uhry. y.n8 mun3lh
terJ&i padr m.i! YtnS
akan datani, sacrrl
bartlhrp drn taren<am
o.rmullmrn diPlndlhlrn

- Rrwan Lncrn.
8.nJlt

a Parnban$lnrn 3auon
dr.lnaie dan bdatan
yan| pancagli Dlncma
banrlr'

:T-tannf m.tatukrnkqlltan
yrn3 b.rdr|nPlk bgruk dtn
mrnpcngrtuhl kctlncaran tata
dralnala dan Penanglutanlrn
hnljr tllnflY!

ai6d! zona w.sprd. oln I
zon! sl!8r dl l'rwt!5n 

I

rrwan Dancina anm, 
I

maslh dlpalkan.nkan
adanye budldaya Y.ng
b€rsifrt t€m€nt.r!,
9€rtlnl!n tanaman
i.mudm dan tahunan.

{ pada ront elrl! math
dlpe.kanankrn ldany.
Damullfiln, namun

-i-!6fuGFrva dan rona wr*adr
ditltapkln iebllal daemh

tanltup brgl Pannukhan
o.nduduk. Slta terd8pat
;rlnuKm.n, m.ka Penduduk dl

klwas.n lnl m€ndrpal Prjorttae
p€rtam. untuk dlplndrhkln

I xDB 30.56, KLB lo.
5{Sdan XDH :O"7tfi

{ Krp|dltln bangunan
lingd 0kuruff d.r! 60
unlt/H.), s.drng 30'50
!nlt/H., dln rendlh 30

wtl.yah iununl aPl

hlru mcmParirtlhn
o€t! bonaa€, ilLt

. Tldak dlb€rllrnny.
sar|ru dln prutlrlnr
p€nunjang l(llhtlrr
budldryr dl krwaen
llndury,

pcmtntsl dl wltaylh
rawln bancam untuk
d!p!t n€nd.takt
sacua dlnj l(eladlan
banaan! dan

+ lJntuk daorrh yan8 suoan
tlrb8n3un, hendaknYr
dLdakrn Panyuluh,n al(ln
bahry! yan8 munl,(|n
terradl pldr m$a Yant
rk6n datang, 3.ci6
brt h.p oan tlreftana
pcrmuklmrn diPlnd.hkln.

Gununl API
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ma3Yarubt dl wll,rylh
rawrn hnclna unluk

4 P€n8adaan 3ar!n! dm
pn$rran y!n8 trrsnldll
untuk rnandetelsl dhl
k€J.dl.n bencana

a Pcn!Fmb$8!n
dlmannl,mr6hl
poteml
1. Daeaah tanlr|ng

muttrk tld.k bls.
dibudlday.kan,

konsaNdl muthk
2. D|.r!h b!h6y! 1 blsa

dlkc|nbln8l(.n unt0k
Pcltanlan diLranS

3. D!.nh bthayt ll,
dlPartlkan
peffrmDtn3rn

pene SuLngan
bem.na kh6uinY.
bahayr $xuno€r

penSungisn aptbll!
$wrktLr.wr*tu 3urung
baGpl m!tunlukkan
aKlflt r y.nl
mernbrhay!k!n

I 8a[unan penlam6l
aktlfltti tllnunl DGr!PI

dan banSumn Yant
mcndukung mltiatsl

kawalan huten Ylng
dlkctot! oleh msyarl|.At
(hutan 6kyat) dlprt
dlberlkin Hak Pakai atru
Hik Mltlk !.!ual @n8an
3yant 3uDyek 3ebaSal
pc|n4lng naK.

{ Apablh kdt rl! kawasan
b€rub$ fu.Sdny! menlrdl
hutan tlndung,

dlsclrailin dan$n teblh

dillhkan ldrtah Ytnl
dibutuhkan untuk
menunJam kcglatan

rf-ratan Lh.; Untuk tum.l'
yang b.rdrnptk n latlf .

r€rliad;9 t$clmbansln ckologl3.

denlan mampcdattkln
Prhstp.Pr|n!19
krl.3tlrlrn llngkungan

Infr$lruKtua Yanl
dllJlnLn adrlah Y.ng

menunJang kedatan
pcmlnfalttn h$ll hutan
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nut n produg d.;re;
tcD$l pttth).

{ Dlldatiln d.rtib.n
panSuanln (hn pamilthn
tanah !an! l,.rnblnran dlnpcrhrfit|lt|nnya y!n3

x.p.nUm.n t(pH dr4.n
masyaoktt 3ctc,npat b.gl
Fiw.gan y.nt ligtkny.
ocrvpa tlutan olyal,
raSdan rt'u pcniSunrln
non hutM {llnnyr dln
sud.h mlnhdt bhn

0.r.h m€ncmi s€sull dcnSan
POl. tlnl|n tartentu.{ Panrninan tlnsDan
3€titn p.di, d€n8an
memper{mban8kan
thgkat kctarsedt.an ak
dan opl|matira3l
kemrmplan produkri.

{ Xegiaun pcne[tian
dlllnkan.

{ Pemanfralsn untuk
PehbanSunan
Infrrstruktur penont!ng

(ldgast).

pcmb.ntunln flstt dmtan tungsiy.ry ud.k ricndukuq k4t!t.n
pcR.nl.n, keaualt k w.san
ters.blt b€reda dl t!\,va!.n
Peircban dlrnlna krw6lan
t3'nnyt lidak drprt rnon.nDrrns
k tlrttn p.rnblnSunan yant -
alDltunk.n k.wt3an pcrtrctaan.

a Pcmanl.ltan llhan untuk
xeSJatrn pediniln bukan tah.n

pertorran dtjrhbn
nAktlmum 501
1. Untok pannu mln ;

KDB y.ng dtiJtn*rn
50.70t, xL8 6&210
dan KDH l0-/t08

2. untsk pcrdsg.mln
d.n rrsa | rcB y.ng
dtUhkrn 70.80i,
XLB 70-2,t0 dan XDH
20.30i

l. Unt|* f.ltltt.s umufir
: xDt yrn3 dlilhr(.n
50-60i, xLB 5G180
drn XoH,tO.ioi

{ Allh fungd 3.w.n tr,8ar,

p.fth$ln dilttnkrn
mrkr'rlxnn 2(B
terutan! di ru$ Jrhn

p.nunJanS k Shtrnp€rt.nlan {tdgr.t,. r?mDln3,/nan 8aa,un9,
pcrum.han dm p.brik
arau blntunan thtk d!

ldnrn b6!.h dt t!.r
lld!k dip.rtcnlnt.n
kccu.lt blngunrn fbtk
pendufung p€rarana
rrr8ltt.

lah.n drn perd;t.n tc
non p.nlnhn w.ttb
rn€np!.ll!flk|n .anc!n,
Produk{ panian 3a<aa
hrronat nauPun r.3tonrt
s€nt l(t! trtn tok rt dri
rzrn parub.han pfi$unaan

.l Llat56naan konsorvasl
tanah ata3 dr3!r 3trtrr3
lrlt.!!, produkflvttlr, rtf.t
panggun.M l.nlh
{lertotun drn l|er(hsaanl
oan tetak, scnr tu.r turh
dllatutdn rac.ra bcrt.h|p.
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H. fuqt w..n
Xabirpatart

Xrtrrisrn tlrnum Xlr|.t!n Kataitlrn Utrlrlh
l|lt.rdt|t lafitr,trn fataflt|rth Urntin Lrlnnyr
rylr.t yanS tetah
dit lapkan otlh

1. Untuk Parmuklman ;
X08 y.n3 dflrhkln
50.60i, ru8 50-1E0
dan I(DH 40-50X

2. untlk !€rdagrn$n
dln t.6e I XDB yanl
dl!hk.n (i.70*,
XLB 60.2109 dan
XDH 10.2106

3,lJnt* fasillt s umum
: ru8 yan8 dllrlnldn
50.60i, xL8 50-18!*
dln KDH 40.50*

i Pehanlattan |lian
untul tltlbitnlt,
a3rclndgstrl d.n
rgrowj$ta, panatjtlan
yr4 tld* m.ru$k
unthJntan.

rc! Yant dlul.kan 5@
60f,, KLg 50-1€0 drn
KDH:10-50i

.! Pany€dlftn rarrna dan
pr$anm JaLn, ultrik,
.lr mlnufi, Jffintln
ln8a3l, pipa mlny*
d.n g& yrq tld.k

{ f .mp€rt$inkan t|n.man
karas yanS $r, Sudldrri
hh ylm dlpcrk nrnkan
Plda ldwasan b\idtdlya > 8
I pcrlu mengacu pada SK
l'fantcrl Pertanlan No.
173t KPl tRC-z& tyt 1987
tantang Pldotnan Poh
Pambrn8lnM P.n|ntan dl
d:erah ALlran Sun$l

3ebatal kaw an
pertlnlan lahrn balrh
dcn3tn
ftcmpenimbantlln
daya dlkunl tlngkuncan

4 Pcmanlartln llhan untlk
l(.$ltan p€nyadlrrn saran. dan
pra3aran! lat n, llstrlk, rlr
mlhurh, ,taln$n lrl8.rir rcrta
plp. mlny!k/3$ d.m$ syara!
tldrk mcnurunkln ku.llt!!

+ Pangugah&n lanatntn
krras yant 3.ault d.n88
rylrrt tumDuh tanrman
dan daprt dlberik6n hak
guna usaha.

a l}|t|l|ng menyalenSSarakan
pemrnfmtln bhan untu* l!n$i-
tunSll yanl b€rdamplk nrSrtlf
terhrdap l.*lmb.man .kolo91s.

a Dapat dllbalr menradl
Irhan balah d.ngen
memperhatlkan potansl

rcncaru 9engrmDangln
larlnrrn lrlc.sl.
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Poh Rsaq Xar{dan
Xtb!patrn

|ntalr'ltrt Lni|ln|n I'rtantu& t rru|n talnnya

pnr.ram ttlrn, ll!ir,k,
llrmln|Jln, Jlrlngan
ln&sl, pif'a mlnyat dan
gls ytn3 tldrk

dangan mesin bcrli drn timbah
b.rb$ayr

{ hdultrl dengln timb.h yant
6rpat dlolth untuk kepentlngan
a8|!90llt

60X, XLB 50.180d.n tol dengan idt;ds I

r menpuny.l thgkrr
PelaY!nan
kormanan d|n

llbih tinigl
r untuk lal! llntrs

!nt!*ot! dtdelatn
hrdt6a*!n
k€.apatan rcncln!
PlUnl rand.h 80
{dcbp.n puluh)
klLofictcr par ,an,
dln untL*rtlan tot

pcrkotaln dld€$ln
da,ngrn kaclprtan
rencana prUng
rcndah 60 (en!m
puluh ) kllomet.r pal
J.m

terbent (li{sT)

Fllng rend.h I
ldetapan) ton

r i.rus dlhkukan
pem{&rn, d6n
dil.ngk pidlnt n
fadlltrt

prrtrnlan (b.ngunan
hd$trl)yrn! nmlh
llngk!ngrn,

{ P?ng.lot!!n ltmblh yanl

rrn$un$n.
a Lrmbagr kaJ.ngan
3 Kalemba3aan pctlnt

(l.tompok t|hi, kopera5l
{tan riodl3l} yanl
blnungsl sabagal kntta

P.nt.nblngrn Agrtbtsnh
(5PPA)

4 l!ta1 Panyutuhrn P.rtantrn
(8PP) ylnt bcrfungsl
5cD:&j Ktlnlk Xoniult.d
A:'lbJrnlr (XKA)

{ Pene&rJl.n teknoloil
4rlblrnls

{ Pus.t bcrb!8at kegjatan
flnat mtnufrctudni
hd6td peftlntan
@octfng), stol
pe4udrnlan dan
PerdrS.ryan buRr
kofilodltrr

r furat balb|8.i kedatan
tartl.r ltro.bhnls, Jae
p€dr3ary.n, rgn nrl
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jarl|ltan lrlalsl
{ P.nlambang$

t€talomunil!51 dan8.n
Penyebr.an BT5

{ P.ny.dLan tirtrik yanl

{ Peny.dlaan alr baku
untlk rk b.aih d.n ah

{ Penglmban8ln rub -
9!b tennlnat pada

1 Pur.t b.rbag.l Fbyanan
l3en.ral ayo'l&uttry

r Prnyed,arn plpuk dan
oDat - obttrn tlnllnan
pcrt.nl.n dan p€ cbunrn

pla$ram Jatln, Ljstrlk,
atr mlnum, JrrtnSrn
lrigasl, plp. mlnylk
dan g$ yant tidak

KDB yanl driJlnk n tl
O*, KrB 50 180 d.ntuBsi non p€n(€ounan.

.! Pem.nfastrn trhrn untuk fungli.
funtsl y.nl bcrdnnpal n.gaur
terhadap kc*imblngai etologis.

penanahan tanamln
pcrlcbunan laarla tctui
merl.rur €tual der8m
pola t|nlm lrft.nlu dan
kca€$alan daya dukJn3

{ Olljlnkrn unluk
pgnSemDanSln
koriodlts D|ru ylng
9otlnilal dm dr.mfllkl
kls65urian Lhan dcn$n
kateiorl!a!u!i.

4 KcSlrtrn Pamtltl.n
dllrlnk|n,

a Peinlnfartan unluk
p€mbanSun.n
Inttlstruktut pcnunJlnt
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untuk rrunllga
keLnalun$n u$ha
Fn3ambrn$n p.d$nln.
Diu3lhrlin lok6l dl lurr
lrwl3an Yang mldrn
t.{.nang !lr.

a Untuk Per nn umunr
parl! dlrt$ JanB dln abl
tsngkapny. untuh rcnl.gr
k.t rtlirn iurnba. nayltl

p.ndukung budldl60x, Kt.B 50'180 dln
i(oH a0.5Gfr.in$l non oanl(lnln'

r Per;.nfaatan lah|n untut fungll'
tun$lyrn| berdamPak nc| lr.
terh.daD hetclmbangln ?xoLogls

p.ilellhrr|.n drn
pendtndn.n ll3n e€(!
pcnctltl.n yln8

penEambanarn keSlalan
budlday6 Pedkanan dan

.<otourlgma yan3 tl6ak

dr; d!k!.J.bn ddgln
kait.trn parlkanln tctrp
dlp€rtahant|n den3an

lyar.r !ld.k m€takuk$

peng.mb6ng!n

Dcrlklnrn {DMgunan
industrl) yrnt ramah
tln3kunt n.

r Panrctotlrn tlmblh Yrng
ddak ntncemari
llngkun$n.

+ Lambal6 keu$aan
{ XaLembag$n nclayan

(k.lompok n.hy!n,
koper.5l dan asoslr3l)

{ t.nik ll.n tlknotoll
mln$oulin

{ Puial b.rbagll k l16t.n
fhrL nanulKtudnl
lndultd pldkan.n
(pocttng), ttol(

Jarl;3!n iatln (.rt ri,

r sanlra Pc|n$arln (TPll

I cold 5to[9a

KDB yang dlll|nkln )
6cff, KLB 50_180 drn

lun85l non P€nianBn.
.a Penrntlatan lahln urtuk lungl!

furrgll yan3 blrdamplk nel'or.
tertrdap lr.r€lnb!ng!n exologrs'
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hh &r.q lowd.n
(.butatan xql.t{r

Intdrtltd lLnt!/mh
l(*.nt!.n U;um
Pru na lllnfinurn lot'||t(.n lj|n{|n |. lnntr,i l).n|.n !y.r.t

4 PaqambanSln budldryr

85. Xrwlen
{ Pam&f$tan hhan

untuk kcalltrn
pcn€llhlrlan,
p€mbjabn dan

a Paflrnt$un lanan untuk
k ght.n Ind[6trl t€||'olrhan
pllan drn hasll tamlk l.cara

{ KDB yang dlJtnkan 5(x,
KLB 50t dan XDH 501 pr.3rram y|ng

dlbutuhkan untuk
ke4atan petemakin

dlulahakln plde tinah
yrn| tldll p@duktlt d.n

Partr|rlln f,cnduduk

{ Pamlnflatln uhan
untuk l(.tl8tan
p.n.tlti.o/p.ryrnban3a
d telmlod petemakan
yani ildak nErusak
tlngtunlm.

Pemanf ,rtan tdri|1 untuk
k€tlatan.ketlatan lrlnnya yang
b€rdrmPat n4*ll tcfi adap
DroduKltltas o€tamrk n dan
lerhadap kualltar lingkuntan.

.! lJntuk rlcm$ok leMuhan
ma$ftn b.gl patamlkan

p€ngamb!ryan ,cnk
tanarl.n n*anan tehrk
(dlYeBltlkarl tanan!n
malan.n temak dan
Pengotah.n llmb.h
lanrrun pangln)rgar
kehn$ugnrn us:ht
pcnterhDanlan pet6mekln
tldrr!.

{ Plmban3unfi 9rutaruna
yrn3 dlbutuhlon untuk
kalJatm pciem*l|n
ung$r.

. fl,w.|.n [,.runtuk n furtnD.iraln
{ x6tlrt|n ying dllllnlan

adatlh p.netltLn,
panarnbln8an,

Paryol$rn rwat dln

panSangkutan,

P.n$lohan dan
DcflEntauln krwtitn,

,r Pernanf.ltrn l.h!n yanS
berpotensl nl€n$ang$ kedarm
0roduktif ltar Dertaalan.

{ KDB y.ng dlirlnbn 20*,
KIS ?0X dan KoH 80*

+ J€ntr Dlnlunan y|n8
dlijlnk!n rd.lrh
banlunan pcngotah!n
oan pehunJang,
farltlt$ pangrngkutan
d$ p.nunj$gnya, pol
pcngawas.n dan Fantor
PcnSelot., b.l6i

,r xeglrtan yaq 3ud!h ada
fang tidak m.nunjln8
kaghtan panambln8an dan
rnembeheyrkln le8lat.n
tersebut, r€cara bartlhlp
dlpiid.hkNn &ngan
p.n3$ntrrn yam hy*

I JenB ba4unln yang
dllthk n .d.hh
bang0nrn pcntohhan
dln oenunianr. fasitft aj

a |(cglltan panamDangan yang
lld.l bcmltll .konoml tlnggl dan
rnanSabrlktn kabnadan
ilngkuntan.

1 KeSllLn pentmbangan
yan8 sudalr 3!L!!l
dl!.ten8$rlkan h.ndakny!
m€takulan konservati dan
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Foh ftrrltr.wa n
X.buPd.n ht ntlqt Ltrl|rnln

bhrn bckri tlmDlng

kqllun prcduttif Lrlnnyr.
{ Pcrtu dltlkukln FnlnJluan

la<ara gcdodik mcngeitl
kel.n$unaan l(edrtrn
p.nrmbrqln. 8ll. tld.k
rEmlllkl nlhl leblh
handrknya kagirtan
panamblnirn dlhlntll(An
dln dlk mbrtlk n

f u6Srlny! n€nl.dl kaw'san
yang teirlll dan$n

P.nunr.nplr, pos
penlawasan dtn kantor
p.q?tolr, brlal
tenclltl .

dlp. emnk|n rprbltr
calon tubJek dlenPunyal
nht unl!* riai6klkln
k.glrt.n indu9tri rFtllul

dliJlnkrn addth

produksi/g'coSot hln
oan plnun).ry,
f&illt$ p.n$n$uttn
dan prnunttngnyi, por
p€nlrwrssn 6!n untor
peng.tolr

p€rdagangan dan l$.
!€rta larllite! umuh
nublmum2S* dlrl lwe

{ l(DB yary dllJinkan 50t,
XLB 50I dan KoH 50*

lun8 i y!ry berd.mprk n.Satlf
terhadlp kesclmbanSan eto(ogl3.

infrartruktur yaig
m€nunlang keSlatan

t!n.h yang t.L.h rda a
tldak t€llhn d.ryln
lcalatan lndustri tatrp
drplt dlpenah.nk.n

dllntenslf*6n rt!u
dlakst nrltkan ke k.w.5.n
lndugtri, Set.m. klw'$n
b.lum dlgunaxan untuk
teglatan lndustrl, p€mlLikl
tanah m.5lh daPtl
nan€rushn uslha Yang

btru yam tidal s!r!5i dengan
kadrtrn Industit 3epertl
o€nnuklman, partlnlan,
;.ruiahaan dan l.3r P€tlGntoran
iln3 !id!h ad. hubunganny.
drnarn Indurtri lldrk

tlnrh Yang telri ldr
dan tldrk s€lllan dcngon
kegjlt!n !nduslrl,

dlinl.$Jlk n alau
dlp€do$ Pada kawasin
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Poh lurt[ Xrr6.n
lhbsp.t o lit ||atLa BrBunan

p€manfratan Irhan yang
taLrh rdr sep.njant

utrma dllrlnk i pada

lurr dln menuru kawalan
Indurtrl tan!
rnenlpro,noslk n krwrran
kcpadr Invlrtor balk dalrm
maupun u.r ncaan,

.! P€rulahlah kawasan waJlb
mcnllll(l Pcr*turu.n
pritulp, Iin tot rl drn HGB
Indu*rl. Ji|.! HGB Induk
b.lum dlt.rbltk!n,
Pantlhlrn lndutrl d.p.t
rlcn3rtul(ln Pcnnohon n
HGE untuk kapllngnyr.
Pennohohan hak tlnah dan
pcrFnJanian lzjn tok si
dm HGB Indlk. Jlkl N68
Induk b.lum dlterbltkln,
pcrus.h.ln lnd!.tr1 drpar
mcn3aJukrn p.rmohonrn
HGB untuk kapungny!,

{ r,eflltin Indu3trl waJlb
dlkcnalin AA 0A!, Umbah
yang ketu.. harus berad!
dlbawah rmbang ylnl
dip.rkenanxrn l.belu|n alr
tlmbah dl3rlurlan k€

ad.la kuntungtn atau
p.trncongsn, olrhr!8a

maqinap/bermalrm,
pcnaamatan,

tlndakrn lalnnyr yang dapal
manlurrngl nilrl obyak wl3ata
!.fta daPat menacnld
I'nlkun3an.

perdrlrqan dm l$a

tnal(slmun 20X dirl
luas l$my6ng ad,
dcngan KD8 yant
dlulnkrn lo*, KL8 30*
drn XDH 7(II

dlltinkan adrLah t rdu
Pandsng, r.3torrn d.n
f.sltltls penunJang

rckraasl,olahraga,

wlsatr, !4na fa6itltat

klwr3rn wlsrta dlp€turkin

€lnpung kqlaun
parlwllrtr r8ar Girp
tarjamin kenyamrnan dln
k amrnan tingkunglnrrya j
mcnSuag oan
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bengunan lrlnnyr yrng
daplt tnendurunl
uDry! ganl€mbantan
wilatr yang .|m$
ttniktngan, diLsurlkan
dcn$n karaiter dm
tok!$ wl$t! Yang axln
dlkemb.n9kan

oenaemb..g!n y.ng dllakunn
tldai b.rt.n!.nlan denSan ruiStl
k|w.san, !ehh8$ h!rus
d$esJaikan dengAn f un3sl

krw*an tlrlabut' terutaha p6oa

d!lJlnkan idltrh gardu

p!ndan3, restoran o.n
lsslltlrs P€nuntrnl
lclnnya, farlLltal

tamglt pc(unjukln'

wliata, sart! fatilltas
pa*k,fltlutls

b|n3un!n tl|nny! Yang
dapd m.nduku4 upryr
lanirfiblnl$ w|l'l!
yrni r.m.h llntku4tn'
dlllsurlNln dengrn

kurtllr3 kehldup.n

tlmblh Yrng dlhasitkan
b.|k calr, gadtt

p€rdi|angan 6ln rrt
!4rla fatltltat umum
makslmum 2(X dld
lulr lahln Y.q .da

o€ftot6ln KDB Yang
bttttnran eo_201' xLg
60.2104 dan loH 30'
40x

J (!w3!$ Pardtgangrn
dan la$ dl ttngkungln
oemuHman P€rxouan
i(D8 yani dlltlnk n t0'
!o*, KLB 7G?10fr dln

yani memadri Prda

;;nyedlaln P€rumahan
b.ru, dan P.ny€oban
xaslba.Lkib! B.rdin
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PoL t|ratl t(rrr&l
x|Dgpdan

|j|n utNm hrttuaan
!!!! &ti.trn l(rLntuao lrtn{m

Intftlt r Lr{ur.n
KDH 20.30i

+ Krwalan farltit& umun
di lln!kungan
pcrmukJinen p.rkotlrn
KoB y|nl dlltinkan 50,
6OX, l(18 50.180* dln
KDH.lo.J0fl

I(.t itum tlfiurn tinryr
9r.bdKan dtn
llnglruntan den ,.hn
p.mb{lngrn rlr huj.n,
pan$d&n $rana
llnlluryan,
PcmbanSuntn Srana

^CK 
(n.ndl, cr,cl,

k*us)dln pat.rt/lnm rlr
baRlhi

{ DlUlnkln untuk
Par|gc|ibrn3ln klwaien
parmullnan baru dtn
hrrus disanal abnian
Pa /l.dlaan lnfdttrvktur
ylry rnamadrl, 3.pcrtl
P.nycdllln ,rrin3.n
drllnaro drn p€nutulln,
pcbyln.n J.rin8an
llnrlk, tltapon, ak

tlnll.d y!n3 ball.
l€wa$n permukJban
biru hrru! lr} thhdarl

a /ef$mbanlan pcrmlktman yan,
tld.k dlt.rykapl d€ngan
pehlarylnm Inrartruttur
P€nunlang permukinran s€.t
Yln| tldak eru.l (hnGn
P.runtulan bhth dan rn€rullk
llrykun$n.

.! PCrLU adanya pen$wa{n
darl pcnedntah ert,
k€rra 3&iu antara pthak
Fm€rht.h-d.veLop€r
untu|( pangemb$3ln
perm*lman yang lryat

. Dlillnbn allhfun$l
blnlunrn Lamr/klno
salk n tidak m€ru!.k

i! Dllaran8 m€ruial ttau
tllenllllhf un$ihn kawaran ylng
tlrdapat brnSrnan lana/ kuno
yary rn€ruaal bentuk dan londbl
banluna.nyr.

.r Perlu adanya Femaw$an
l(.ttt cbrj PerErintlh
mc4.ml pdmmfl.tan
k.wa3$ khulls saperd
kawllan palelt6rlln
danguotn

i.n Flrmlllm.n Par.L.un
+ qlrrankan

p€rxctnD!n3an

lrpmb€ntul clult€r
d€ngan pambatasan
p€n3ernban16n

a PerkemDanS6n kawrsan
D€rmuKmrh ylnS rEngguntkan
Enan p€runtuhn llndunfl atau
pcruntukDn parlani.n.

a ftyra$n Permullrnan
Perde$an KDB yang
dlllnkan 50'60ff, XLB
50.1601dan XoH {0.
50*

{ Krwasan p€rd.ganSan
d.n lara dl llnrk|lnran

. 5emua J.nls Dangunan
daprt dlkembrngk n
k culLluntuk Indultn.
Indlnd baapotutrn

kuaLit|s krhldupan
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XoB y!4 diljlnlon 60.
7CR, XLB 60.2l0ldrn
xDH 30-40*

t xawaran ffillltlg umum
dl tlngk'ing.n
pcrmukinln pardc$ln
KDB y.ng dltrlnkrn 50'
501, xLB 50.1806 d.n
KDH a0-50*

gaflnuklmln p€das.en
ytn3 rPmlllkl Potentl
*batrl p.n8hat1l Produk
unggut.n p€rllnlln lt6lJ
slbagrl ktwllrn santrs
prcdukli drn dit.ngxlpl
dcni.n lumblng d.5a
modcm, Ju8. pasar

perdrt !n Y.n8 ildak seiual
dcntlnp€runtukin ldan dan

tld.l rnemlLjkl,rmin.n
kelcrlcdlaln Pr.inrana
panunlrna bagl masyaardt

parin(*im Daru yrnS
mcmparhatlbn tesllp.n

dukury l$.n,llnh.n
klteE€dirln rk,
terb.nluknya ketompok

0anoukung
Ptmblnlunan

Pennuklmrn yanS tldlk
hsny! tnendukun3 u!6ha
panlnShtan kur tat
llnlkunSln hlduP, namun

JuBr usrh! Pcn|n$atrn
kegehatan orryamKrl,

113

EF &.rq r'!ri, I
lobuP.t n f DF.rlolthh l

tlrildrp pengomb.ngan
pcrnuklman di k.watln

Cl. Prrl.rlna { Ketht.nbudldly. Ytng
dap!! dlkefibarykan
s€p3njanS
memo€rhltllan Rumllr,

a KDB, XLE dan l(Drl
rl€nyt'u]rlldn dlngan
Janl9 peruntukxm YanB

teruttm! lf B Yang
dlkduarlrn otei



Poh R|r!4low.l.n
lq6!P.tt r

um Utnum P.otu.an Zon!5l

Int hriLa Lnffm lct ituan t nom lrlhnya

Runrlr den Gan9
iampadln yrnl teuan

oem€nntah *temoat

rab|grltnlnl k€tctapan

tufib.r o.yr

a K!$.t!n yang dlLakubn
dtlurr k€ghl.n ylnl
mlnunl.nt pnl3af.na
sumbar dtya ,k dltlran8

3 K.8ja!an yrni bot.h
b.rkemhng *8lah
kcalltln 9ert&tin,
peicbunan, hulln d$
RTH

$mpadff 3eDlgalmana
dlLtapkan d.hfi
kctent@n lampldan

a P.du &arry. p€ngcndall.n

dileLria rn oteh
Plmarintah Daerah

En.rd

I KeSl.tan budldaya dapa!
dlhtukrn d.n$n
persyarrtrn tcrtentu

pcrdalrqan Jasa dan
f6sltltar omum dlprt
dlk mhngl.n dl
s.kllrr prl$nmr
anaryl (hnlm radlu3
10-25 nEter darl
pr.latanln anatSl

a l(D8, KL8 d.n rcH
|n.ntl.surlhn dcngm
,.nls p.runtutlan y|ng
alrn dltlkukan
seba3alma ketetrpan

,l Perlu adanya penSendallan
yan3 kctrt drn 9arhbcdan
iaqd bagi yrng nElrn$ar
k.tentun Yan3 telah

C,l, Pr.r.rrni { x€dalan bldldsya dap6t
dllrkukan denSan
peByrrrtan t€nentu

pcrdagangtn J6ra dln
lr3llltar uhurd dapat
dlkembanglrn dl

€nerii d!n$n radlun
?0.25 matar darl

tdekomunlbsl
J K00, KLI dan KDH

ncnyeaualkm dengln
lcnis paruntuklon yang
akin dilakukan

{ Penu admya pentendalbn
nn| lctat dan Penb€rl8n
lanln b.gl yang |nattn$ar
lat.ntuM yang tel.h
dltctaplQn

174



Sumber: Hasil Rencona

175



LAMPIMN VI

NOMOR

TANGGAL

: RANCANGAN PEMTURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

:

AMHAN KETENTUAN PERIJINAN, PENGENDALIAN PEMANFMTAN RUANG, INSENTIF, DISINSENTIF DAN AMHAN SANKSI

Tabel 1 .3 Arahan xetentuin peiglnan, Pengendallan Pemanfaatan Ruang, Insentif , Disinsentlf dan Arahan Sanksl Pada Kawasan

Llndung Dan BudldaYa

rawAtAI Llll0ull6

kawaqn b!didaya dr

kawasrn Inj dlkcnri paJak/r.tribusi
khusus strara Progrgif Yang

dig!nakrn untuk kompcntasi bjaya

ocm!tiharl dan 0emcllharaan
lingkungan. Nlhlny! dlhitung
bcrdr$rkan kcrusalm lingkungan
yang dltimbutkm.

perorsngan/bdn hukum
yrng mancart kflntungil
yang ada !€bctum
psctrpan rencana yt
mampu mrwujudkan hltan
tlndun! di ata unahnya
[ndiri, bcrhak
mcndap!Uan pffgurrngan
pen8srin P.jak bumi dan

banguntn tcna 9unSutan
lalnnya yan! yanS

diperhitungkan kersra
penguasaan atau Pemjlikao
Unah.

mrirrmin tun$l llndunS, laclfl
bcrtrhlt dlkcmbrtlku Prdr
f ungsiny!, dlmana pctrk$nunnyr
dhGualkan dengan kondi3l fl3lk,

soriat dan eldloml tetrfiDat, dan
kernampuh Pentarhtrh dlseYtrl

tlndug yrng tldlk m.ortmin
fungsl llndunl, $ctn
bcrt hao dlkcmbatlkrn 9!da
fuqll hutrn thdJrB, Prole.
pentlrn f ungll d{sau|*8n
ddrS!|t kondbl fh*, sodlat

a{ofloml t€tarnPrl, d{n
kcmrmpum Pqncrlntdl
dcnSm pcnlrnbdhn Ylng
uyt(,

mulll( dalrrn hutln thdnS qlr
dtttn3kat|(ln upryr
konr.rvshy! mrnjldl huttn
produkll t 6!t8,

klgtrtln budldtyr lrhnya Yanl

budldlyr yrng dtPerlmrnl
ldrtah bglatrn Yang tldrk
mcnSotdt pamuklmln unah
s€6ra Intcittf !€PCrtl hutln
rtru t ndnan k$lr Yml
plnaony! atlt dailr
9€nrbur8|n Pofim lacrn
t rblus/trrpllh t.hlnlgr tlda
tcrjldl erorl unrh ltlu
norubrh b.ntaq llt'fl tapcrt!
pcnnnbangrn brhan glllm rtlu
Derln&stdrn, k€curtt kcdttln
tcncbut mcmpunytt nlhl
ekmqnl tln8l b.gl hr9citlnlan
klbupatan, nalbnat muPUn

regto.ltt,

Tidak dlbarlkannya srana dan
prasarana penunJang keglatan
budidaye di kawaen lindung.

dlDark nukan hrnya lcliatdl
m€tihat pemrnd$8an rldn/

Dotlnsht mcmPeButlt
pcrwurudin h4lrtan hutan
llndm8 *lertl pewflg.n
unluk ocmullman, ltau ,ual
bctl pada plhrk ym8 In81n

mcnlobh unlh sacarr
htcnrlf !tr.l mcmb6nln
brn8unrn fblk.

hutln tlndunl teUD dihormrtl du
madh boteh dlku8rl s€PmJaft8

keglatar dtn p€iBlna$ tuahnYd
mcrnanuhl funSll tlndffig dan

rn€lrk*an tlndaken kff€frsl Kara

kom€R6d trnah .15n atr. ptngr"s6n trni;-du; marnrafrt i6utair tliOtng Olkmatan ntdhsi ylni tcblh
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r(^wASAN

Awaiar{ yAXc fl ursrnl<rr prruittn(m

un8unan y&l rudu !d! don
tldrk mon$rrygu turBrl
llnduni mrsh dlperkmMkan
sdmr daort m€menuhl
lqtentuu ttt! ban3unen dsn
tctlp net.luku thd*m
kmlafta5l, l|Iuunu baru

E.l13-t!g i.lq$ der{:n pe'rssuibri yurl uirr orl*iponiiidurr-;dfi';ii;"tr-*;ililffy.
.yTl,j,lnr*, *our pemtutdpcnsultr t!n$ ttir munpl mc*r:luarrn'r,uioiinorng or rur

pef€icsnrs krrlnr kewbatrsan angrrran pemrln'ta\; b."tk ;;,;ird;;;"ilil41;'n fi;.-."
ffi :IX;ffi ffi f"i*H:f l"#il'*llgnhr:.:lig.l'lLttt"irr i"et,'pc' iit'pe"w.u

keDun CUnDUnn, tAnaman
t*lun$, hutrn produkl
terbate! rtlupun hut|n lhdunB

mcnutup kcnunlklnrn ldlnyr
Inftltrrsl slr ke d!l&n trn8h.

mcnJamh fungd tiMut, iccrrr
b€d$rp dlk€mbruku p|d!
funFlnyr, dtmm! pcbb|I|cMnyr
dtaruallu &ngan kdld8t ftll(,
torhl dan lkonfitl $tsnorL dan
lmanpurn Fmerlntrh dltartri

otcfi m|snrrlrt yrnl bctlm
marnperolrh hrl rtas tamh
m.nun t UUPA, bth
rqhun pcqgrnpoy!
rcrurl dangrn tffiSl
Untun!, pldr tarllD
perurar drprt dba*an
Hrk P*!l {HP) dcnfm
Dcrfyrntut pcntnik|t n
Intendt r pGiggumrn trn$
mcnBUttm!ktn lungtl
lhduni. Ap|blt! fungsl
tlndmg tctrh t.rcrDal
rccr/r opttnrt drDrt
ditlnSkatkm menrldt h.t
mltlk.

krwalrn Int dtken,l plpflrdrrttrt
$usrs racan pro3c'lt ymg dlguirk$
untrk kompant|lt bhy! pcfiullhd
drn pcflictlh&lrn [ngl0ng!n,
Nltrlny! dlhlt!rl3 bcflhsrrtai
kcrur*M tlngkun3ln yang
dlumbutkM.

dllaklrn*m rdrtib p€rt|niu
tanrme lemsim rts trhman
ylng dtsatul tlndlku
konsilrll dln ckodsru.

pot€nllal mmoer!!tlt
perwrrtrn keghtrn lungrl
tindug tldak dlp.*enukrn
keclrli keprdr calon p€mlllt
trnlh ymt bcr:elt|
mof,urudkrn fungsl tlndung.

ccpurrng keglrtrn drn peoggunran
tln$rry! m6ih mcmanuhl fungsl
r|nounB du mchlukM dndrf,M

prlltrml p€nunJrn! ka!lshn
budldryo dl krmsln lhdunt.

dlpand.n8 mmlilkj nihl
ekorffii yrng tlnggl bagl
klpgtlngan lerlonat dln

Guna Banium ttd.l dlp.rprnj.s,
leorttl D{l! dlturyrllan unUJl

pamrrnlm/bdn hukum
yrnl mficld karntungrn
$b"lm pmrtrgln rlncrna
yl nampu mavujudkrn
tunSel tlnduni dl rt!|
bmhrry. lcndlrl, bcfi*
mcndlprtlen pcrtunngan
ltengenta.r psrrl boml drn
Dul|unrn lanr punfutdr
l.hnya yrng dlpcrltltur.€kon
nrcnt pengt||$ln atil
prmllfi(m torh.

prasnnr dlbitul rgar teltld.
Brnluntn yMg 3jdah sda drn
tldlk rn€rlggarylu funFi
lhdung dip€*enankrn s€l.nr
mcrnciuhl kctcntlln trtr
b.nlunrn dln t€trp mahhjk$
tlndlkan kssan6j, Eangunrn
b.ru tldrk diijhku.

csderungb.ncrhntmden3e' -
(e$t($ kd|sry$|, tac!ru bftrhu
dib€b8lm hrk rtr$ tlndln
ocngrn pen$tnl!,l yrng tayrk otch
pcm€fl ntlh untuk dlk€nbr[hn
tungrtrryr nrnjadt huUn Undug,
rptbltr p.mltlk/Ftiurlr tanrh ttdak
mmpu ms4udkm huun ilMsg dj
rt|5 tlnrlmyt tndirl.
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MH'(^I{ Otrfirrarr/rolN(^ll
DA|G ItflAn 7

il$fiG

ar$ !if, kqclrtt mcfiM8
EnBrJs baf,flakld untuk
mdnpcflamblt lrru arus ril
s€oerti oemburtrn cck dan
rt u krib, rttu d!m, ruu
p€mbclok rru! !lr sung.l.

perBcnun prjtk b{ml drn MnSsM
atau bentuk rumbrngu hhnyr yrt€
dlklltkrn dengm pcnlllksn rbu
p€r[urgrn trnlh, APrllh yttr thrk
mlmpu ml!k5{n!hn P€n}€sullM
dengan gi(rrela, n|kr pcrnerlntrh

bltk pui.t mrupun dnr$ d.prt
mctgkulGn pcrnb€b6rn trhln secar!
bcrtahap yang pcruntubnny! wtu(

5cmpaden pantai f€drtul y!n8 mlmpu
mctlnfu n8l auu mtmpcrfi urt
perlln&nirn kawdan
ramotdan grntai drrl abnsl
dm lnfltttall alr hut k? dslrfll
tuah.

lcSrrun yurS om$/lllrx
dlet menlgu3Su ttau
nengunr4l funFl tlndunS

kawagn.

lmil ptq {lrun ul qlmllxt qs
n€grn dln tplbltr dlmltlkl
maryrnkrt, mlkr dlblbllkrn &ngan
p€ngSantlm yani lry!|,

r?mtrrxrpcfuuu Isu
paronngtn/bdn hukum
ytng mcnclfl keuntungdl
ylnt rdr $bctum
p€net*|n rcnclnNyg
msmp! mlwJrudku fuogd

rcn3ffi9anl {tw.s 9wE{ya 01

klwurn Inl dlkrnai prrrk/rctdbutl
khusa tecrra grofrrtf ygl8 dlgunaksn
wtuk kompcit !l bl!y! p€rnullhrn

dan pemetlhlrlar llngkungan.
Nltrlnyr dthltung bcrdrslrkln

Keghtm pn$fdu dtn s.runt
yang mendukunS tran3portsd
trut.

PemluKm ruu pengurt.$ tman
y.n8 ttdlk !.lurl, dlblnr unilk
men)4lurlkrn kcailtrnnyg rgrr larul
Itru scJrtan s.crru brrtlhrP, de{tgh
,atan mcrnbeblrkan mrakr drrl
p€ngmarn p.Jal buml drn bmgunan
rtru bentul sumunlsn lrlnny! ylng
dlkrltku d€ftgs pcmlllkm 8t!u
pcnguairm trn h. APabltE y!| tkJ*
mrmpu mehlsanaku Peirl'iJ8ls
dengs sulrretr, mtka psnerlntrh
bllk pust mlupun dneh d|prl
mc{rlukln pcmbrbu$ lriln tccrra
b€rtahlp y$8 pcruntlkrnnyr untul
kons.rvagl bffuD! ocntn&nvl
tanman kcnt t$mm Dcrdu,
pemas|n$n bctqr untuk mr{lilfun8l
drnlrl drd rbrdl.

tjndmg dl rUr tmrhnya
endlrl, bcrhlk
msdapruan pengurontul

Pcitcnrrn Pijrt boml don

blnfun& !.dt puf,gut&
[rnnyr yrlB y8q
dlpcrhltungkrn ktrcnr
pangu|ltrn !t& pcmlllken
tln!h.

keru$kan llngkungu y6ng

dlt|mbutkan.diadrku proym kmlo(ldul
trnah d|n pclnltlhrau
lhglon8tn, $danglon y!I|g
batun terbrnSun dlttranl
memb€rlkln lJit8,

X€glatan p.rlkmln drn
hrdidly! tlut yrng tldlk
m€ruek tln$un8il,

untuk masyrntrt putri yu8 tchh
hldup di s.plnJanf p?sldr p.ntrl dan
dl atas tr!t, dltC(ri|ln lonrolidasl drn
pcnitlen llngxunSln !€rtt kctlttrn
yeg mcnrmb$ pe(cat rlrn prntel
dln {aut.

Dukun$n h$nttt Da/r/pa
prurnnr dan r|nnr bagi
yln8 mcmbarlk& dukuntrn
grdr Gp!| funSd llndung
ruwls,

Ildak dtb€rllQnrry! srd1r dm
prdirrnr p€nsjil g kcglahn
budldry! dl krwsrn tlndunS,

Scklttr danau/waduk Penxsan, pc(ulan
d6g8n Jenb trnlnln yM3
dl|Jlnl(dl, pema5.ngil paFn

Dllarug trEnletaggaraku
kcglrtrn yu8 men88tn83u
kelestarlan dsyr tlmpung
wrduk seD?rti o$dirlsn

PcnSlums tmrh lc|r6 diu$hakrn
dsirn teup mcnJ'|r te{dtldrn
linfiun8rn konlanul rtru grrrn !?lt
wrllh dhrohrkrn

f?mtrK/penSuu Ium
pcrorangln/bdn lukum
y|ng mef|clrl keunlrgu
vrno tdr abdun

/engsDang xtwEsn woeyr ol
kawsrn inl dlkcnrl p.rat/rctdhll
khusur 5.caru pmSerlf yrnB dllun*rn
untuk kdmqll bhvr Mullhrn
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tond$l dtn runtanl lrbc{,
fmd$i Jrlrnijambrtan,
btnlundl hlu llnt|' rlr,
penSamblt|n dln pcmbumgm
dr *rtt b{n|!nm yang
msdukung l€(eltrrlrn
t8wts.

pcrmuxtmm dan
muslm

yml m.mpercepal
p€ndlnlkdfi.

dladakan ptoirdn t(fito{idrs1 d!;
pcmellhatmn ilmkumu.

%
I rnrn pa6e |(lwAtn Sakltar wrduk
dlkur3rl otei negrn drn lpabllr
dimltlkj otrh nrsylrrkat dtbcb$trn
d?nlan penggmtlrn yrry tryak dan
drp.t dtbcdkln hak plkrl oada Dinu
Pek€rJaln Umum FsrBllran.

manp0 melwjudkm fungti
llndm$ bcrhrk
mmdaptum Pengunngil
p€nglnran Pll iertr
puryubn tstnnyr yrnS
dlp"rhltunlkrn krcnr
PcnSu$arn/psntlik!n
tmrh.

Nltrkryr Olhitunj Ucrjalrlan
klrusaku tlngkungm yug
dltlmbulkm.

Kctlltin nng dtpert(cnankln
StUn |cdlt n yrng
bcrlcltrn dcngan wbrt!
sapcrtl hoial, rumrh mrtan.
tcmptt rekflal d€ngan tct p
mcngupty&m p€mbtngunan
fhlk yrng mmpu menccgai
terjldlnya ndlmental ke
d!larn weduk/drnru.

P'8mll{on rt!l/ pan|u!$ff trnrh -yant tldlk taaual, dtbtn! umuk
rn€flFruri(rn lctlrt|nny! r{rr i4r$l
rtru Fjalrn k$r bcrtlhlp, d€ngrn
Jrun nf,nbeb€sLn mrrtr drd
p.n8ci!|n p{rk buml drn brngunrn
luu b€ntuk tmbrnge lllnnyr yrng
ofl€ttl(|n dcngm parnl[kM rtru
pcnguGr.n tallh, Aprbtr yb3 tldak
mtnpu nrtrk$rukrn ptnFiurlrn
dcngm sjkrrctr, m*! DrfierlntCr
baik pr6.t meupn drnh drprt
mahh*rn pmbcbats hhrn jacrr!
bart$@ yug peiJnukrnnyr
dprogramtil untuk kaltatln 3ab0k

aiklngan hlantf bcrupa
pra3anm drn iarenr brgj
yrnS memberltan du*ungtn
ptda |3p.* funEii tlndunS
uwasan.

| rcd( otDadtunnyt iNnnr dan
prularer psunjrnl kqlrtu
budilrya dl krwen ltndum.

Sckitar AtaU Alr

&alah k ilatan pfilhutflrn
rtru tr'rJnrn tthunan yat8
produkhyr tldlk d.qan
meicoang poaro.t.

Pcnggatlrn rtlu pcrubrhan
bentd mcdln at.|u
penbm$iln blngmm tbtk
yutf mdtlhbrtkan
p€rutup€n rrlannyr mat. alr
saru mt'|||mglu krberadaan
drn kdc|tlrlrn mat! rlr.

^rara(dn 
y.nl &qu mt om otpat

mcruSanggu tunFl law$rn
dlplnd$krn dcngM pcnggmtiln ysi
0ytK.

rmtru/pcngutla un$
paroraog,n/bdn hukum
yrn8 mancM k€{,nt!n!an
yrnS .dr scb.tum
PCn€trprn rencrn! y3
fimFl mewujudkrn fungll
llndunl dt rta3 tanrinyr

Pen8mb.ng lrwassn budldaya dl-
mwtsan hl dficnal prJ*/rctrtb|8l
xnurrs rara progclf yrnl dtmlkrn
untd( komp€nstl biryr tqiulths
ds ptm€llhrnln lhlkufrn.
Ntlalrry! dihltung berdrr.rkrn
kerusktr llnlkungil yrrig
Olt|mbutln.rena$nan oan pcfllatM

nlslh dl9clkrnrnke.
Mwrs qtrtr mrtt df yarq gmb€r
ahyr dlk tolr otlh EIAO . pDtM
deDat dlbcrlhn hrk o!t.t.

mcndrpattln paoiulangan
p€n8€nan prJak bumt dan
Dmgtnu !cn! punlutm
talnnF yrng ran
dlperhltunSkan karena
p€ngu6a6n lteu p€mluk&t
tanrh.

Klglltrn yrnl m'rlh
dlprrtsankln dahh perhnl.n
dcqan Jcnl! tanmM yarl
tldrk m!ilggrnggu matr rk,
pcnascl8M p$rn

ffeal tm$ prdr k!w!6rn ldnoldan
mrta rlr dlkuual (rnFun! olrll
negrn d|n Jlkr dlkulirt merytraklt,
mllr dldrk n FengSeilan yrng
uyax,

dan rfiunlan kr!.l. ilstdk,
ilnofim koaltrTvt3l ylng dlutmakrn
tdrlrh ylng baEtf.t vcgatattf.
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Pnsanna perttlllJo! k€glrtul

budldayr di klwrgn thdunS'
graranna dan !8onE brSl

yilB membcrlkrn dukuurn

oadr ogck funSl tindung

kawrsan,

den8rn ketentuan, baik !€crra

svndaya mauPun Ptryantun Yaq
lly* dch pemrlntrh meflJdl tuiah

yNnl tugsu$ dlnltlkl dd negan,

drn p€mednt$ m€nrognmk$

recrrr hrtrhrp Pqlg3uniln bnan

yang mrmpu memetlharl kellncmn

tidak m€nggunakan tanah

lecan menehp etau GruS

menerus dan bugunan talu

llnte! elr,

@{4ryIggD'U
tawinn tni dltenai pal*/rctrlbr6l

khrsus secara profellf yary d[unrkan

lntuk kompeiltoi biayr Potutlho
dNn pem€tlhanan llnlkunpn,

Nltrlnw dtrdtln8 b€rddrd{rn

bru$kan tingkungsn YrrB

dl6mbutk$.

pcrof&gm/ba&n hukirm

yang mencarl lcontungai

yanB rdr iebebm
penehDan rcncanl n
mamp! meflJdkrn fun$i

tind$g dt ats tmahnya

sendld, hrhrk
n€{rdoptucn penSunngrn

pengei.il ptj* bumi dan

brngunrn lertr Pungutdl
h{nnF y|ng yuu
dlperhftun$an krnnl
pengussun rtru Psnllikrn

l(datan yang sudan ila o oalam

krwasrn crSmlam YrnS meiggannu

fungst kawasan lacara bertrhrp alQn

dlpindrhbn ddlan dlberl

p€n88anthn yaq teyak oteh

pemerlntrh

keglat|n Fnbrngunan Yeng

mengakltotkrn Penurunln

kuatths llngkungrn &n
per{lMunlan Plalrl|r nutfah'

pertirdrngan p{lma nutlah

ysng dlpertfi ankan tetap

b€rtan$ln8 di drlam kawasan

inl dlhh k€llatff *ovd!8tt
yanB tldak dmbbutuhkdl
lrhM, penclitian drn kegirt&1

yang bemanfart bagl

penlngkrbn llmu P€nFtmutn
yang tidak meilsd fin$unlrn

atsu pos P€fgam! Yang

pemetolaannya dlupsyakan

sedemikian ruPs s€hinggr

ekosi$em binatNog, {Gn' alau

tumbuhrn lan$a Yrng

ditlndungi tlcrk terlan$u' pragrana p€nunjang keglatan

Mklayr dl kawasn llndunt,
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sut5 uls$ffif ot5tf@{Tf nu AMflaf{ lAilt(st
E|lnf,ul{

Dc.rlrm/ugd N

DC|[U$rUl
utu a
binnya

f,e8|lt$ trcHs6 on
pcnalldrn yrng tldd nerusrk
tlntkmgln

Ttdax oltttn$n mctuuKln
pssmbltM Erumbu k!rm8,
p€n8$!pan lkln benuJuln
ek6onl! dan pcnm8krpan
lkm datrm *!t! bcw,
pcnScruun pdr,
peninbuntn pantll yrl18

men$!rylu c*615t4n, dan
kQgiatan ser€l|li.

Pemba$$ ronr dm t.llatm : z(rla
tntl : dike{oh i.cur rtrml drn
m€nghlfl drrbn cmpur unSrn
mrnuii!, lkljtltrt panatltlrn dogM
pcrsylrrts tertmtu dluinkln. zma
Prrllndun8u : dik€tola 3.irgtl
klwlls suakt maButtwa,
P€ngelolr dapat mrl*uk8n
pamblnran rea{ &n8an tnpr
mengglnggu turysl $[ka drm.
Pen€titlrn yM8 turl merurak
ckGlttam dl kff!$n Inl da0at
dlt.ku|(rn d.n0m Int€nrlf. Zmr
Pcmrnfut$ : dlkrtolr !ab!g!l tms
wlrrtr dm dlmrntallkln untJk
kcpe{tlnqan rskrurll drn hrdayr,
dlkarnbangkrn untuk pandldlkln,
p.iyutuh.n dan ouh rt8a t€lma
drtam p€trk!.f,lrnnya tld*
m€ig8,!n$u tund illk! atm. Zmr
hi drpat dlkdolr oa.h !$/etu dstan
retmsrdrsl Gubamur dan
pcfirturuu DircRur lcndaf !t
Pcrttn&ngm dan Pclatrdan AUsn,

zffr Pcny&$! i drplt dlmlnfaqtkrn
scrrs tmilun! dan tldlk telang
alA hrsrmkrt.

PCmlu(/PcfrSurtl untn
peror!nl8n/Mn huk!m
yro8 mcl1cld kalntunSm
yrn8 td. 5abllurn
pmtap$ rffmln
mrnBJ mcruJrdkrn lun8il
tlnduni dl ltrs tmlhnyr
i.ndirl, b€rhak
mlodapltx&r P€0lurantm
polrgenlln p4tk luml dan

banSunan 3art! pur8uian
rtlnnyr yarts ylnl
dlparhltugkM krm!
pcngursln .tru pcmllikln
unan.

PCngmDtnS kNw$tn ouoEaya 0!
kaw*rn hl dlkdld prrar/r€trltu3l
kn$ui r.crr8 pro|erll yen| dhuntkln
untu* l(dnpcmr3l birya pdnullh$
dln pqnellhtram tlngkunlln.
Nlhinyr dlhlt!rU bcrd$a*rn
kmtrkln tln*ungrn y!n!
dltlmbulkm.

K€gl8ta y!ry 3ud8h ilta dl ddrm
krwrgn c'f,rr atrn yui ddrk i€t|ral
drn mcngSmggu funld kawdln
i.c!n bcrtahm rlM dlojndrhkan
d€n$n dlb€ri Fl8rntlan yul hytt
o{€i Dafllcrlnuh

ouxunSan ln!€nnt Dlrupt
9r6dnf,r dan lannr bt8l
yrng mcfnbarlkdl dukuryrn
pada aipck lung!! thdrng
kawtlan,

Tldlk dlb€riklnnya samr dln
pn$runr p€runjml keStt&l
budldaya d1 hwrlan tindunl.

furkr mergalatwa Ecotqldse drn ocielluan
yery tldrk ms88rni8u habit.t,

vtrlr!ru 'rBrFreryt6dlkeliatlrl YrnS menlr|lbatkan
targsn$uny! funSrl iurkr
rmffBsm.

Keilath ylng sdfi 8da di dtlrm
kawr$n c!8ar lttfi ylnfl tjd6k sanal
drn ncng8rnSSu fun$l kewr$n
srn bertahrD rkJr dtoindrl*an
d€ngln dh.rl pan|8mtlrn yml tsyal

rcntrfrrPen8ue unm
Pe.onrRan/bdn hukurn
y!n{ mcncld karnunlu
yrng rd! s.batum
pcfratlprn rscrna yg

mrmpu msrudtu fungll

rsr5qr'eeilI r.rffi, wvMrs vl
krwasm inl dikanrl prjrt/aetrlhlsl
khtasr !€c!rr pro!6lf yrni dlgumkan
unt* kcrnpeflisl blry! parnutlhs
drn panellhlnrn tlngkungan.
Nllrlnyr dlhltunS bcrdrtlriln
kerusakan Ungkungan ytng
ditlmbulkan.

1 Prntai 8€rhutrn baklu xcglrt n unou oan xe8Er4
tlln yrng b€{hubungdr denlrn
aktlfltas ketautil yug tldak
meruslk hutan brlau.

Dllrnni mehhkan kcglrtrn
yrni tldak menunjrng
pcrtlndunlrn tcrnad.P
hlblut hut|n bakau.

Kethtsn yfig lrldth 1(,! dl ddtlm
krwaen c|gsr atan ylnl tirrak Rrl
dan mcngSanggu funSsl kawtlan
secan bcnahag akm dlolndahkan
dtr8an dlberi p€nBant16n fanS tayak

slndld, b€rhak
msdrprtku p€ngunngan

Fngciun p{rk buml dan
bangunan lerta Frngut n
hlnnyr yanl yanl
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ltDfif

dlpdhltundan kennr
pcfigutttan atiu p€rnlllk n
t nrh.

DEH(AI{ o{J$rGlH$mlm
D${OAX'YtlA?

Df$EafirD[| ArA]Utr gfffi

Pad6 ydcyNh hutNn b|kau y8ry t€lah
nl'ak 8tA,l yim tfitncrm ru|k &n
pldr drfrh d[rrh rrwrl $rhrdlp
bahlya b.njk/rob drn lbrad Drntll
dlt*ukln 9fi arwnrn kcmhti
tanunln brkal.

Taman wisata Atam dan Taman

taut
Kegiat.n ecotourisme terbit.s
dan penetitirn yrng tjdak
mcru$k tamen Mgta alam dan

taman laut.

Ditarang metakukan keglatan
yang tidak mcnunran!
perlifldungan terhadap taman
wisata a(am dan taman laut,

Ketjatan yang rudah ada di dalrm
kawasan cagar alam ylng tidak jesuai

dan mengganggu fungsl ktwasan
socara beftahap akan dipindrhkan
dengan diberi penggNntl,n yrng layak
otch Derncrintah

9ukungan insantif bcrupa
prasarana dsn srran! bagi
yang memberlkan dukungan
padr aspek fungsi tind!ng
kawasan.

wxungtn ln$nflf ben pr prugrenr
dtn $raru ba8lylrB rnemb?dkrn
dukuflgrn pada arpek fun$l tlndunl
Klwlstn.

Taman NasionaL Dltrr.'l3 metrrukln kcglrtm
yrng tidak nroun,ang
p€rlinduogln terirdlp Trrnan
Nrilon!l

Keglatan yan8 sudlh .da di drtlm
krwasan Taman Nagiontl yang tidal

'esuai 
dan malgganggu fungii

kawaran srcara bartahap akan

dipindahkan dengan diberi
perggantian yang layak oleh
p€menntah

oukungrn insentif berupa
prasarane dan sarane bagi
yang mcmberikan dukungan
plda aspek fungsi tlndung
kawaran.

9uxungtn inscntit berupt 9n5rrlnr
dan sarana bagi yang memberikan
dukungrn pada asp* lungri lindung
lGWaSan,

r {WA5AN &{WAlr IIXCANA ALA#

PemDangunan saluran drainlrc
dan keliatan yan8 pencegah

bencane baniir.
kcgialan 0€nnuklman

Untuk drer$ y|ng !ud$ tabangun,
hendaknyr dlldekrn penwluhNn rkan
brhaF yang rnungktn tcrJadl prd.
mara yarB rl(u datrng, lacarr
bertahep dan tercncrm gcnnuhman

rrdal dlberjkannya sarena dan
prasar.na penunJang keglatan
budidaya di kawasan lindung,

Dilareng melakukan kegiatan
yang berdampak buruk dan
mcrnpcn garuhi kclancaran

tata drainasc dan
penanggulangan banjir

er0sr/t0ng50r renutup bagj kegiatan
permukiman, persawahan,

tananan scmusim dan

kegiatan bldidaya lainnya
y.ng berbahaya bagj

keselamatan manusia dan

Untuk drcrah yang sudah tcrbangun,
hendaknya diadakan penyuluhen akan
bahaya yang mungkin tcriadl pada

mara yang akan datang, !€cara
bcrtahap dan tcrencanr oermukiman
dipindahkan.

lrdak diberikannya sarana dan
prasarana panunjang kegiatan
budid.ya dj kawasan lindung,
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rAw ulr
AnfiArtcg tll

st |(i l6atrF D6tX50atF Ur( ttAftri ililt
0nnHAt H.|r$qqqrt|

Dt|ffi'Yn T

!. rAwA3AX rufr^l|U}t
kawagn Pcrtanlan [ahd] b6sah Plrlenrmrn t ntman oadi

racara t rus mcltcnF icautl
dcfl8an 9o{! tanm tcruntu.

9lteranS madqnaKan
pqnbrryunu fhlk dcrnan
fungsl yrnl tldlk m€ndukung
leilrtM pcranl&, kecurll
krw$rn tcftcblt berldr dl
krwalro Ddlotaan dlmrn!
lawalrn trlnrye tldrl daprt
m€nmpunS laglrun
peilbln8uMr yrng

dlbutuhld1 kw,r$n
ffio?arn.

Pertu p€i8ltllrao dtblt rlr lrltnl,
i€hlngSa tld* torjrdl kclebth.fl dei
k€luralgen alr.

Fen8unnSal P66 Dtgr
pe'uurst/p.{nlllk trnah
yrnS m.mpu m€nghrAltkli
kordlsl yanS disyrnurn.

Pcngeruan PoB y!r{ teolh ttnsl b8tl
pcnguasa/p.nlllk trnah nn8 tldsk
nlmfi menghrsltkan korlhl yang

p.d, d63!n
mcrrpcftlrnb,nssl tln*rt
k€tcl!€dlun alr dan

ootlmrll$sl kenrnouen
produbl,

rmu Peffilnaru runF !il
m€f|r4a kltangcrngen !d8eil.

dby|rruan,

n€n8eioailxul lcfmuKlmu 0m
budldly| t6lnnyr,

uuxungrn ilEafl$t Darupa
pr|tararr d{n ltrail b!8i
yan8 narrpu mer^{udkan
k|wa3rn perunlan lrhan
DUan.

Tldd( dlDank&nya grant dm
prasann! pcn$Jrry keghuf brgi
y,n8 fildan$ar

Kqlahn pen€littm dlUlnkrn. FCm nrutu unan uillx
k4irhn Fnanlan bskan
lahan brsah.

P|dr lrrcq > Ex Frtu
nanpernatuen pfig.loban trlnb
budldayr padl i!y,$ r6url S(
i,teoterl Pcrt nlfi No. 175/KPI/RC.
200/5{/1987 tcntr8 Pcdofirn Pola

Pembs&iln Pcrtrnirn di drerrh
Atinn gngrl.

FEmdftltu unur(
pcrnbuguu lntnrvultur
Pcounjmg h8htan Fftarbn
{ldgal)

Krw|ldl hi hrnyr dlparuntriklan b|8i tsnrmal padl secrra tsus firfrfiis d€ngm lola t$m scalrl daogn
p.ictlpln buprd, P€qgun$n,enb tmrmrn lahoyr slrh p&t dlp.ftenlnkrn lpablb ek ttdrt m.flq^dopl
atlu ad.ny! pcrtlmbqan p.ncNprhn target pthrtr lcpcrtl pcnydcng8anan t'lman palrwir!. thtut
maioptlmrurn produlsl trnrbut waJib b€rp.doil$ padr pole trnlm yang dltdapkar iethp tlhun otch
Pcmcrlouh Kab€rtcn oongf rb.
U36m panrnlen bcrupr t€8aian auu kebrn canpur, k bun i!)rur atru hutan nkyat pada rrert yrng pohsht
untuk mrmparotlh lrlg$1 d{l JrrtnSm trig$i yutg dlbamun pcrnennuh dan mnngu menjmgkru trn& yrng
dlmitlklry! dl3arrnkan dtubeh m€njedl ewsn. Ap0blt! tldrt mrmpo, pcfierlnt$ dacrah mrmprogrunkrn
trmh mltilny! m{nl&l D$ertr Drdrffl Dancctrkb $vrah baru.
Pemb$gunan gedtnlg, plrumrhat dM pebdk rt& bmgunan ftslk di krwas$ pcrunlan teh& baldl di lurr
klw8rn p.ttotrm tHak dlperkeiankm keorall brrBunan flr* pcn&hry prasrrane lrlglsi.

Untuk pa{kn'npu$n rtau bfigunm flslk nng |dr ttdrl dlpcftcnaflkm m€tcblr ltrl,l maluat ke lrcal uwah
ylng dr drn dlnyrtrkrn !.b|gsi krw6{n pert$lin lamn brsh ,tru bulm ew$ tetel berpobosl untuk
berflrnhng m€ilrdl sawlh.
Peru$h8n peftgtrnlrsn r$tn dan pcltatbn |(€ nm penctton waJtb nampcdlrltktn rencma pfodrbl peryrn
Secrn n|slcnlt mlupon r€tlonat sertr rda hln lolell dm izln oerubahln Pcin$jMan Tanlh.
Pdnb|n$ntn y!$ b.rslfrt non penenlrn dtu5rhrlrn r8lr tldak dlcnffunlkrn rreal peruni.n yeng subur,
bcrlrit$l t*nb, latengrh tdmlt dan iederhsna, rarta berfungsl utmr netlndungl iumbar daya drn dan
wUtlgl b{dryt.
Pet*$run koo!€rva$ tan$ rtal daler stetur lrlgasi, pmduRMts, dfEt pcnggunaan t!n$ (perlotaan d8n
p€dc.ail) dan l€tal, 9lla lus! tlnah dltakuken lecara bertah@.
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AtlHtnllflal ll rollo.oAuxftritt^ Trr|

tl|lrao
rfrD|lu D6lmfi1t Dlillulull!{ll|gl

qilau Dt"AlArftuollF[qr
DflloAt SYArAl
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krwrs.n H(rbms /
Pertnhn Lrhs lcrlng

Pcmmtrltan llns unNK
agroblej3, rSrolnd$trl &n
rgrwbltr, P€nettthn Ydig
tidak mnstk lh$unFn'

Pcmenfmtm un$l( tanu
penrnblntu dengln syrnt
memltfl(l nllrl tlnlSi srt!
tld.k mcnggln8$
kcslmbrf,lm tlngkungm.

l!\empcrtrhtnkln t|n!n!n ker6 Yil8
rda, Eudldrya taln ytllg
dlDcrlmskrn Dtda klwdan
budldly. ' SSprr(umofigtcu prdr
s{ i{ented Pcnmtu No,

1 75/KPT/Rc.2$/Y/ 19E7 tattng
P€domrn Pdr Pcmbillunu
PFrtmtln dl dmnh AllrM fumrl

Pfi8fflJl Pt! YUIS llbln
ttnSSl bs8l
Fngultt/Pcmluk t$ttt
ysg tldrk mrmpu
magh$luu koMttlyMg
diryrntlm.

Pmgurgtu 7u! Dr$
penSuas/pemltlk trn$ ym8 manpu
m68hlrltkrn kfidbl yut
dlsyaratlm.

xo{r!€nllr $nBil sDa8il
k!w8r.n psrtdlM trrlu b$th
d€mrn mrmpcdmbu8kh
drya dukunS ttnlkunE.n

kadrt n panyadhan $nru
dajt pr$arun! Jllrn, tl$rlk,
rlr mlnurn, Jrrlt||rn lrlg!3l,
!rYt! plpr nlny!k/8$ dcn8rn

ryrrut tldrk Munnkrn
kurlltd thiltllgil.

ADaDU S€t€Un 3t9s0n
trhunprmltlk/pan0u!e lilrn tldek
mlnw nffilpt lm kondbl trwt$n,
Dernerintsh dapat mld0krn
plmbaba.n t!ruh un$l d8udll
trngefig olch tr$raymg
ra{anJutny! dlprolnmku untu(
naffiuhl Bfilontan klw!!|n,

9uK!r||an tlLfilll Erupa
prlltrunt oan strlM

Tld* dlb?rlcnnya larrn| dan
prltrrrnr p!nm.,!n3 kcglltm bad
y$g ma{an88ar

Pfigulahran tanmm keral
yrnt sclull dentan cyar&t

tunbuh unantn dm dlpat
dlbfrtkln hEk tuna !$hl,

t''lunn8 ffiyelsBSlraxu
panmtutu tdun untlk
tungil-f un$l yrng b.rdmptk
n€8atlf tsh.dlp
k*lmbrn$ ckotfiis,

ulDlt ou$n malm luu
bash dcn8rn memparirtlkan
potcn:l tblk ltwrsan dtn
rctrrnr pangembln8ln JarlnSan
irhtsl.
Pc{}ldlru sanno 6tn
9rr9rm! Jrl$, llrtrlk, rir
mlnum, ,rringln lr18!31, PIP!
mlny* &n !a! yug lldak
rurunnkcl d!y! &kung
klwsn fftlnhn.

Petemakm
kegilt!fl pcrtrcllhlram,
pcrnblrkln drn pcnpdlun
prkrn.

keltrtm Ind6trl PcnSoltm
o*!n dtn hrtlt temal( secara
pcrmmcn.

Flmlllnu lotul oru@axu pun
tu$ y!|E tidrk produktlf du
terplsah drrl tah|n peruolotl
D€idrdJk s.klbrnya,

PststM P66 yrnS taDJn

tingBl blglpdrtu6!/pcmlllk
trnah y.nl tldal mmp!
menghsltkrn kddlil ysl
diM.rtlM.

r?rBurugu voo sll
p.npat!/pcmllll tslh yml mmpu
ffithdltkan kDndjrl yan8

dlsyrntlln.

kEhts
panclltlrn / p€lr3qnb€Jq$
tel6oao81 petcmrhn Y!n8 tldlk
mcruiak tln8lunttn.

pem|Iiluun luu unwx
k.iht$.ke!latm trlnrry.
yang berdlmprk rct.tif
tcrhldlp produktlf ltri
DClem*ln d$ t€rhtdlp
kulllt|! lingkungsn.

untux mmuq( rroEn muintn
bsgl p.tmEkrn hetln barar Pdlu
p€ng€mbanSan J€nls t nmrn
mrkanan tcm* (dlvlBtfikrsi
trnrmrn mlkrnln tefiak drn

Pdrgold!8n limbah tmrman pMSan)

rgu kltmFulnrn u3ahl
Hqmbrmrn iltomtkan l€rlda.

Dukungan in!.itlt barupr
presrrn! dan $nnr

Tldtk dtbcrtklnnyt srst drn
Drr3rrur pe{ruJm8 kcgLtln baSl
ytng me(ang$r
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dDuUnkM untuk kqbtrn
pctrmlfi|n unggr

teg'tatrl mda dldt cta 61ffi; "'lr 'E' e'w^ 'rEqu@ Ml oetcrnaxMdl hew rrt,-
tmd( dr trrdas.n terldut,0..,.ar" **,1fl1t1,:1T:,!Hgllg lT3tr vms uemrat mmfianrku

kcdrtln tlhnyr sepc?tt p.mt'frn U.iii---r '€'rJ 'rEFW1 Pdrlmilrn' ttilnSSt
l|ga. pmlr( DC:rr ltru pamrnln tabuk hrau / gfe,

pcmllhlrun dr.r pcndlngln6n
tf|n sart| p€ncililrn ym8
Dartlruln untuk pcigsnbrngM
keglatan hrdtdsyr D€dknrt
d& ccotolrlsic ylnt tldat
ncrusd( llngkunirn.

romtan yant nudah taricnang rk.

PenSultripcmlltf Un$ yali mmpir
mmgh8fltm kqdltlldrg
oryarau&.

Jcnk drn ltat te*lpflyr mtd(
meir4r tcleltarlel gJmbcr haysil

pranrut dan trnil bril
yMl mcmberlkrn dJlanl$
Pet apek t6gi ltr|d'rnl
mwalln.pcndului budldayr tkln d|n

katlEtrn p.dkrhln ldnry!.

ms6rar{ klf htan peianbintm
om mcmbtnly*rn kcgirtm
tcn brt, srctn bartrhito
dlpindahkan dcngm pcn!1rnilan yang

p.4u6r/prfililk trnrh yary |mDU
m.r|gnallurn kd|dtrt y.'g
0rsnruuul.

penglr{kutat drn
penunJ!n946, poa Pcngrws.n
dm hntol pcn3clot!, bltrl
pcrEllti!n,

pcnrmbentu yeg
tldat b€mlht ekdlo.nt thgfi
dan ment$llkrn kde.trrjm melalukan lms!|l ds

lahrn sciqgr tahan bck$ trnbinr
dapat bcrb$rye dln deD.t
dlnlnJetk r untuk k.|irt!n

pr.s.rmr F)sJ$! keStrhn bql
ydng me{ln$tr
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dlnlna k!8ht!nny! drplt
menggrnggu dllcnakrn PBB leblh
umi-rirniira toxom tldl normrt.

trn$ yl mrlrtukm
penyeullu lqllun
lndurtd lcctn &$r!ta
barhak mandlPlt ln!4ndf

aioiti crtm suuli rrmPunYat ntrt
untuk metd<ukrn kcgl*ln tnousu

mr{rtui prnSnrhm kulsal lndu$d'

nd8hllllkan kondk! Fng
tln8d brgl
pcnturJr/Pcmllll t&ah
y!n3 tidlk munPu
mcnlhr|lllan kdldlt YUrl
dByrrud(rn.

ldr & tidak !.Jrlrn d.ngu
kHlrtrn lndusti tcbp dlprt
dtfudr$krn d€ni$ sylrrt ddar

dtintenslftan rtru dldctcirlftm k'
krw$an Ind,strl, !.unl krwrid
b€tum dlSunrkrn unurk ka8l$rl
Industrl, p.nltlH t|nlh maln olp8r

msansl$ u.h! Yml tarn

brru yani ttdrt srut dengrn

kcgi.'t& lndrltrl s.P.rtl
o€mukim$, P€n$lm'
Dcrucahlan &n ,ul
Dertrntoru Yrng tld$ rda
'hubunSlmyr 

dcn8an lMustrl

tldak dlparkamrm.

ylniieilrt ir oan ttoai :cJatrn

acnf rn keSlrtrn lndtnri'
da8$ 

'Ylrrt 
ttd.t.

dllntlnsllkln 8t!u olpcnu!
padr k.w$!n lndJltrl.

DrasrGnr dl lulr dan rnsruru

klwrJrn lndijrtrl t.rta
mm9romoalkrn ks!!|n kap!6t
lnvGtor balk dalrm mluFJn lulr

pcnigunun drn Pemrntmun
t!h$ ylni telrh M, la9mlml
mcndukunS klilEttn utmt
dltltnkil Padl krwrqn h{{Jltn'

Pensh$n k*6m wuD ,*rtrrr F Eqe!'iir"ilii,,ir-J"ric-a-rntuk 
k+tln8flyr. Pernohontl lttk Pth

::l#l*lffi,xT.lsi:i,tfliiffi;'.1inaru;fru, Jrtl,llu.", p"*lii,.in w,it'r orp.t 
_

Pem{hdnn nax 6nu sn FP.'uf,rrdr uN-.w.-irtliiiO-., .",g,,ral t"n!h lecrrr tctonpok drlrm
setelrh p6$5$l mmiN6l.pcrsy|nln,-^.--

Eitanln<FitawuuflryrsTtttllyT**turrrwFr'r'&'ro'r"w"""'--" -il;i;;rinrr'.anorn
ffiil"d;ffiiltt ; ild"l api*cniirrn mcmurngun lntusttl dl lutr wtlrvrh tndut
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